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2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69 Km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.331,52 Km2 (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.158 Km2 (7,6%). Provinsi Maluku merupakan wilayah Kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.340 pulau dengan panjang garis pantai 11.000 Km.
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Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Maluku

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2008, secara administratif Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota. Nama kabupaten/kota, luas wilayah administratif, serta jumlah kecamatan, desa, dan kelurahan masing-masing kabupaten/kota diperlihatkan pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1. Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten / Kota
	Jumlah

	
	
	Kecamatan
	Desa
	Kelurahan

	1
	Kabupaten Maluku Tengah
	18
	165
	6

	2
	Kabupaten Maluku Tenggara
	11
	189
	2

	3
	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	10
	78
	1

	4
	Kabupaten Buru
	10
	82
	-

	5
	Kabupaten Seram Bagian Timur
	15
	160
	-

	6
	Kabupaten Seram Bagian Barat
	11
	92
	-

	7
	Kepulauan Aru
	10
	117
	2

	8
	Kabupaten Maluku Barat Daya
	17
	117
	-

	9
	Kabupaten Buru Selatan
	6
	79
	-

	10
	Kota Ambon
	5
	30
	20

	11
	Kota Tual
	5
	26
	3

	MALUKU
	118
	1135
	34


   Sumber : Biro Pemerintahan Setda Maluku 2013

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033, terdapat 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku, yaitu:
1. Gugus Pulau I meliputi wilayah Pulau Buru;
2. Gugus Pulau II meliputi Wilayah Seram Barat;
3. Gugus Pulau III meliputi Wilayah Seram Utara;
4. Gugus Pulau IV meliputi Wilayah Seram Timur;
5. Gugus Pulau V meliputi Wilayah Seram Selatan;
6. Gugus Pulau VI meliputi Wilayah Kepulauan Banda, P.Teon, P.Nila dan P.Serua;
7. Gugus Pulau VII meliputi Wilayah Pulau Ambon dan PP. Lease;
8. Gugus Pulau VIII meliputi Wilayah Kepulauan Kei;
9. Gugus Pulau IX meliputi Wilayah Kepulauan Aru;
10. Gugus Pulau X meliputi Wilayah Kepulauan Tanimbar;
11. Gugus Pulau XI meliputi Wilayah Kepulauan Babar, Leti, Moa, Lakor dan Damer; 
12. Gugus Pulau XII meliputi Wilayah Pulau-Pulau Terselatan dan Pulau Wetar.
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Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Gambar 2.2. Peta 12 Gugus Pulau Di Provinsi Maluku

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Maluku
Provinsi Maluku terletak di antara 2o30’-9o Lintang Selatan dan 124o-136o Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan	: Laut Seram 
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Lautan Indonesia dan Laut Arafura 
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Pulau Papua
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Laut Sulawesi.
Kondisi geografis Provinsi Maluku, keseluruhan wilayah adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah Pulau  Seram (18.625 Km²),  Pulau  Buru (9.000 Km²), Pulau Yamdena (5.085 Km²) dan Pulau Wetar (3.624 Km²). 
Terdapat 4 (empat) gunung di Provinsi Maluku dimana gunung tertinggi adalah Gunung Binaya dengan ketinggian 3.055 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut berada di Pulau Seram. Gunung tertinggi kedua adalah Gunung Kapala Madan yang berada di Pulau Buru, Kabupaten Buru dengan ketinggian 2.429 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah Gunung Salahutu yang berada di Pulau Ambon dengan ketinggian 1.036 meter di atas permukaan laut. 

2.1.1.3. Topografi Kepulauan Maluku
Kondisi topografi Kepulauan Maluku meliputi dataran rendah, berbukit dan gunung. Wilayah kabupaten/kota dengan topografi dataran rendah yakni Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru serta Buru Selatan. Pada Tabel 2.2 dapat dilihat rincian luas wilayah dataran pada masing-masing kabupaten.

Tabel 2.2. Kondisi Dataran Rendah Di Provinsi Maluku 2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Dataran Rendah
	Luas (Ha)
	Lokasi

	1
	Maluku Tenggara Barat
	Tanimbar
	1.100
	Pulau Tanimbar

	2
	Kepulauan Aru
	Dataran Aru
	1.200
	Kepulauan Aru

	3
	Seram Bagian Timur
	Masiwang
	5.000
	Pulau Seram

	4
	Maluku Tengah
	Seran Selatan Pasahari
	4.000
40.000
	Pulau Seram
Pulau Seram

	5
	Seram Bagian Barat
	Dataran Kawa 
Eti 
Kairatu
	10.000
600
1.300
	Pulau Seram
Pulau Seram
Pulau Seram

	6
	Buru dan Buru Selatan
	Waeapo
Wai Kating
Wai Kumu
Wai Mala
Rana
Samalagi
Wai Lo
	14.000
1.500
1.250
1.250
1.250
1.000
500
	Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru
Pulau Buru

	Jumlah
	
	83.950
	-


Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)
Kondisi topografi di Wilayah Pulau Buru dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki kemiringan 0-3%, 3-8%, 8-15% dan 15-30%. Untuk Pulau Buru daerah dengan kemiringan 0-3% tersebar di sekitar pesisir Utara. Ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sebelah utara dan selatan, ketinggian 100-500 meter banyak tersebar di sebelah barat Pulau Buru. 
2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur) dan Pulau Ambon (Kota Ambon)
Kondisi topografi di Pulau Seram dan Ambon mayoritas berada pada kemiringan 8-15%, 15-30% dan 30-45%. Daerah dengan kemiringan 3-8% banyak tersebar di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah. Ketinggian di Pulau Seram hampir serupa dengan ketinggian di Pulau Buru terdiri dari tiga klasifikasi yaitu 0-100 meter, 100-500 meter dan >500 meter. Kawasan dengan ketinggian 0-100 meter tersebar di pesisir sekeliling Pulau Seram, sementara itu ketinggian 100-500 meter pada kawasan agak ke tengah Pulau Seram, sedangkan kawasan dengan ketinggian >500 meter terletak di tengah Pulau Seram.  
3. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual)
Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Kei dibagi menjadi lereng datar (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu kelas rendah dengan ketinggian 0-100 meter, kelas tengah dengan ketinggian 100-500 meter dan kelas tinggi dengan ketinggian >500 meter. 
4. Kepulauan Aru 
Kondisi topografi di wilayah Kepulauan Aru dibagi menjadi dataran (0-3%), landai (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam >50%. Sedangkan kondisi ketinggian dari muka laut dibagi menjadi 3 (tiga) kelas ketinggian, yaitu ketinggian 0-100 meter, ketinggian 100-500 meter, dan ketinggian >500 meter. 

5. Kepulauan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya
Kondisi topografi kepulauan di Wilayah Maluku Tenggara Barat dibagi menjadi 3 (tiga) gugus pulau, yaitu Gugus Pulau Tanimbar, Kepulauan Babar, dan Kepulauan Pulau-Pulau Terselatan dan Wetar. Bentuk lahan di Gugus Pulau Tanimbar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous). Secara lebih rinci, bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%) dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Kepulauan Babar secara makro (makro relief) terdiri atas: dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), yang dibagi menjadi dataran (0-3%), landai/berombak (3-8%), bergelombang (8-15%), agak curam (15-30%), curam (30-50%), dan sangat curam (>50%). Bentuk lahan di Gugus Kepulauan Terselatan dan Wetar terdiri atas dataran (plain), berbukit (hilly) dan bergunung (mountaineous), secara rinci bentuk lahan dibagi menjadi datar (0-3%), landai/berombak (3-8%), agak curam (15-30%), curam   (30-50%) dan sangat curam (>50%). Kondisi bentuk lahan dan kemiringan lereng serta luasnya pada Gugus Pulau Terselatan dan Wetar. 
Selain terdapat gunung, di Provinsi Maluku juga terdapat 11 danau yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, diantaranya Danau Tihu di Pulau Wetar, Danau Abiel dan Danau Ngilngof di Kepulauan Kei Kecil, Danau Fan di Pulau Dulla, Danau Ohoillim di Kepulauan Kei Besar, Danau Telaga Raja di Pulau Seram, Danau Tihu Suli, Danau Kaitetu dan Danau Laha di Pulau Ambon serta Danau Rana di Pulau Buru.

2.1.1.4. Geologi Kepulauan Maluku
1. Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)
a. Satuan/Formasi Batuan 
Satuan/formasi batuan yang terdapat di Pulau Buru sebagai berikut: 
1) Qa: Aluvium 
Bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lumpur. Tersebar di sepanjang pantai, terutama di lembah sungai yang besar yaitu Wa Apu, Wa Mala, Wa Kuma dan Wa Duna.
2) Qd: Endapan Danau
Kerikil, pasir, lanau, lempung, gambut. Terdapat di sebelah barat Danau Rana.
3) Qt: Endapan Undak
Bongkah, kerikil, pasir, lanau dan lempung. Bongkah umumnya terdiri atas kuarsa, kuarsit, sekis, filit, batu gamping dan batu pasir. Terdapat di daerah perbukitan rendah di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. Di daerah pantai utara bagian timur, satuan ini terdiri atas pasir yang berselingan dengan lanau dan beberapa sisipan gambut.
4) Ql: Batu Gamping Terumbu
Batu gamping terumbu bioherma dan biostroma, berkembang baik di daerah pantai utara bagian timur.
5) Pl: Formasi Leko
Konglomerat polimik, batu pasir dan batu gamping. 
6) Tpav: Batuan Gunung Api Ambelau
Lava andesit berongga dan piroklastika bersusunan andesit. Terdapat di Pulau Ambelau di Tenggara Pulau Buru berupa perbukitan yang tertindih tak selaras oleh batu gamping terumbu (Ql).
7) Tpa: Andesit
Andesit biotit umumnya lapuk, tersebar di daerah pantai selatan Pulau Buru antara kampung Tifu dengan Mefa.
8) Tmfv: Formasi Ftau
Lava, breksi gunung api dan tuf bersusunan andesit.
9) Tmh: Formasi Hotong
Batu pasir, serpih, lempung, napal, batu lanau, batu gamping dan konglomerat. 
10) Tmw: Formasi Wakatin
Batu gamping koral berongga dan kadang-kadang terhablurkan.
11) Tomw: Formasi Waeken
Napal, napal pasiran, kalsilutit dan konglomerat. 
12)  MTk: Formasi Kuma
Kalsilutit, rijang, napal dan konglomerat.
13) JKd: Diabas
Singkapan yang baik terdapat di tepi pantai Tanjung Keramat.
14) Jm: Formasi Mefa
Batuan gunung api bawah laut, terdiri atas lava dan tuf. 
15) TRd: Formasi Dalan
Batu pasir, serpih, batu lanau dan konglomerat. Konglomerat bersifat aneka bahan dan berkomponen kuarsa, sekis, filit dan batu sabak. Satuan terutama melampar di bagian barat Pulau Buru, menempati daerah pegunungan.
16) TRg: Formasi Ghegan
Batu gamping dolomitan, kalkarenit, serpih dan napal.
17) Pzr: Kompleks Rana
Filit, batu sabak, arkosa malih, grewake malih dan pualam. 
18) Pzw: Kompleks Wahlua
Sekis, filit, arkosa malih, kuarsit dan pualam. 

b. Struktur dan Tektonika
Poros lipatan pada batuan sedimen Pra-Tersier, mulanya berarah sesuai dengan pola arah cekungan yaitu barat laut-tenggara. Lipatan terbentuk akibat gaya memadat yang berarah timur laut-barat daya. Akibat proses tektonik kemudian, bersamaan dengan pelipatan dan pengangkatan pada akhir Tersier, membuat poros lipatan arahnya berubah pada barat-timur disebabkan oleh gaya memadat berarah utara-selatan.
Sesar turun banyak ditemukan, antara lain di sekitar Sungai Apu, sekitar Danau Rana, selatan Teluk Bara dan sekitar Kampung Mageswain. Danau Rana merupakan lekukan tektonik yang dibatasi oleh sesar turun yang diduga masih aktif. Sesar mendatar umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara. Sesar yang berarah timur laut-barat daya, pergerakannya berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sesar yang berarah barat laut-tenggara mengikuti arah gerak jarum jam. Kedua sistem sesar tegak itu seumur dan sejenis, terbentuk oleh gaya memadat yang berarah lebih kurang utara-selatan. Sesar Wae Geren yang menyamping kiri panjangnya mencapai 63 Km memanjang dari Danau Rana sampai Kampung Waperan di pantai timur laut. Sesar ini diduga terus memanjang melalui bawah laut, sebagaimana ditunjukkan oleh sangat curamnya batimetri gawir bawah laut di utara kampung tersebut.
Di tepi selatan Danau Rana, sesar ini berubah jadi sesar turun, bagian utaranya merupakan bongkah yang menurun. Sepanjang sesar, terutama yang di timur Danau Rana, ditemukan jalur terbreksikan dan kadang-kadang milonit batuan malihan. Pantai selatan Pulau Buru dalam keadaan menurun, sebagaimana tercirikan oleh tebing pantai yang terjal dan sempit dan endapan aluvium hanya ditemukan di muara Wae Mala dan Wae Kuma. Pantai yang sempit dan terjal itu merupakan jalur sesar turun. Kegempaan Pulau Buru relatif rendah jika dibandingkan dengan Pulau Seram dan sekitarnya, dengan pusat gempanya yang dangkal sampai sedang (Sumber: Peta Geologi Lembar Buru, Maluku).

2. Pulau Seram dan Sekitarnya (Kabupaten Seram Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Timur dan Kota Ambon)
a. Seram Bagian Barat dan Pulau Ambon
1. Satuan/Formasi Batuan
	Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Ambon, Maluku):
1) Qa: Aluvium
Lempung, lanau, pasir kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan.
2) TRJk: Formasi Kanikeh
Perselingan batu-pasir, serpih dan lanau, dengan sisipan konglomerat dan batu gamping. 
3) TRJm: Formasi Manusela
Batu gamping mengandung koral, kalsilutit dan batu gamping oolit.
4) TQf: Formasi Fufa
Perselingan batu gamping, batu pasir, batu lanau dan lempung di bagian bawah. Batu pasir dan konglomerat di bagian atas.
5) Ql: Konglomerat
Konglomerat aneka bahan dengan tersingkap baik di daerah Lisabata Barat dan di sepanjang pantai selatan, membentuk perbukitan rendah dan landai.
6) Tmkv: Batuan Gunung Api Kelang
Lava, tuf, breksi gunung api dan aglomerat.
7) Tpav: Batuan Gunung Api Ambon
Lava breksi gunung api, breksi tuf dan tuf.
8) Pzta: Kompleks Taunusa
Sekis, kuarsit, genes, amfibolit, pualam dan filit.
9)  PTRt: Kompleks Tehoru
Filit, batu sabak, batu gamping terpualamkan dan sedikit sekis. 
10) TRS: Batuan Malihan Saku
Batu sabak, grewake meta dan konglomerat meta dengan sisipan batu gamping. 

11) Jku: Batuan Ultramafik
Harsburgit, dunit, serpentinit dan sedikit gabro.
12) Jkg: Batuan Mafik
Gabro, plagiogabro dan diorit. 
13) Ti(g): Granit Manipa
Umumnya terdiri dari granit biotit. Di Pulau Manipa batuan ini menerobos satuan filit (Batuan Malihan Tehoru) dengan menunjukkan gejala sentuhan.
14) Ti(d): Granit Ambon
Granit biotit, granit kordierit biotit tersingkap baik di Tanjung Seri, pantai selatan Pulau Ambon, di Sungai Resi dekat kampung Ema, Kp. Mahia dan sedikit Kp. Alang, kesemuanya terletak di Pulau Ambon.
15) Tmpu: Kompleks Uli
Batuan bancuh terdiri dari berbagai jenis batuan yang berukuran dari beberapa centimeter hingga beberapa meter tercampur di dalam massa dasar lempung. Kompleks Uli ini mirip dengan Kompleks Salas di Seram Timur.

2. Struktur dan Tektonika
Sesar turun umumnya berarah barat laut-tenggara dan timur laut-barat daya, terdapat di Seram Barat, Pulau Manipa dan Pulau Ambon. Teluk Ambon dibatasi oleh sesar turun yang berarah timur        laut-barat daya dan merupakan jalur terban yang cukup besar. Sesar turun yang memotong batuan Plistosen di timur Kawa (Seram Barat) dan di Pulau Ambon diduga masih giat sampai sekarang. Sistem sesar di sekitar Pulau Ambon mungkin merupakan kelanjutan lajur sesar mendatar mengiri yang memanjang dari Teluk Soleman melalui ujung timur Pegunungan Taunusa. Sesar geser yang berarah timur laut-barat daya umumnya berupa sesar mendatar sinistral. Sedangkan yang berarah barat laut-tenggara biasanya berupa sesar geser dekstral. Sesar naik umumnya berarah timur-barat dengan bidang sesar miring ke selatan. Sesar naik di utara Piru diduga menerus ke arah barat, melalui pantai utara Pulau Babi sampai utara Pulau Kelang.
Proses tektonik ini menyebabkan terjadinya batuan gunung api pada jalur magma Uliaser (Haruku, Saparua dan Nusalaut). Gunung api Kelang diduga keluar melalui lajur rekahan dalam karena letaknya yang terpisah dari jalur magma Uliaser. Unsur-unsur struktur yang terbentuk akibat proses tektonik tersebut adalah sesar naik, sesar mendatar dan sesar turun. Kegempaan di daerah ini cukup tinggi dengan kedalaman 0-99 Km kekuatan sampai 7,0 pada skala Richter.

b. Seram Bagian Tengah (Kabupaten Maluku Tengah)
1. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Masohi, Maluku):
a) Qa: Aluvium
Lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Sebarannya di daerah pantai dan sekitar muara      sungai-sungai besar, seperti Sungai Kawa, Sungai Lamasin, sekitar Teluk Elpaputih, dataran rendah bagian utara sebelah timur Teluk Saleman. Di daerah dataran rendah tersebut, endapan aluvium sering bercampur dengan humus dan gambut, terutama di daerah yang berawa.
b) Ql: Batu Gamping Koral
Batu gamping terumbu membentuk undak-undak pantai. Di sebelah barat Teluk Soleman (Tanjung Pulu Tujuh) terdapat enam buah undak, mencapai ketinggian 300 m, di sebelah selatan Masohi terdapat tujuh buah undak mencapai ketinggian 400 m lebih di atas permukaan laut.
c) Qt: Endapan Teras
Konglomerat dengan komponen kuarsa susu, rijang merah, sekis, filit, batu pasir dengan semen lempung pasiran dan pasir gampingan. 
d) TQf: Formasi Fufa
Batu pasir, napal, lanau, lempung, konglomerat, batu gamping dan gambut. 
e) Tpw: Formasi Wahai
Napal, napal tufan dan sisipan batu gamping. 
f) Tpav: Batuan Gunung Api Ambon
Lava, breksi vulkanik, breksi tuf dan tuf.
g) Tmps: Komplek Salas
Secara litologi komplek ini terdiri dari massa dasar lempung bersisik dan bongkah-bongkah asing dan asal. 
h) Toml: Formasi Lisabata
Batu gamping, batu gamping pasiran, batu pasir, napal dan serpih. 
i) Tpeh: Formasi Hatuolo
Sepih, napal, batu gamping dan lensa rijang.
j) Ks: Formasi Sawai
Kalsilutit, serpih, batu lumpur dan rijang. 
k) TRJm: Formasi Manusela
Batu gamping, rijang, kalsilutit, sisipan napal dan batu gamping oolit.
l) TRJk: Formasi Kanikeh
Perulangan antara batu pasir, batu lanau, serpih, rijang dan konglomerat.
m) TRs: Komplek Saku
Batu sabak, grewakemalih, arkosamalih, batu gamping dan konglomerat malih. 
n) PTRt: Komplek Tehoru
Filit, batu sabak, sekis, psamitmeta dan batu gamping terpualamkan. 
o) Pzta: Komplek Taunusa
Sekis, genes, amfibolit, kuarsit, filit dan pualam. 
p) Jku: Komplek Batuan Beku Basa Ultramafik
Gabro, plagioklas, gabro hornblenda, serpentinit, harzburgit, dunit dan lherzolit.


2. Struktur dan Tektonika
Sebagian besar batuan telah terlipat kuat dan mengalami deformasi. Arah jurus perlapisan pada batuan sedimen Pra Miosen umumnya berarah timur-barat dengan kemiringan umum ke arah selatan. Kemiringan bidang perlapisan tersebut umumnya 30º-60º, sebagian 79º-90º, bahkan ada yang terbalik.
Dalam formasi Hatuolo (Tpeh), Formasi Sawai (Ks) dan Formasi Lisabata (Toml) dijumpai sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal terdapat di sebelah utara Pegunungan Manusela. Sesar geser umumnya berarah timur laut-barat daya dan barat laut-tenggara sedangkan sesar naik umumnya berarah timur-barat. 
Proses tektonik ditafsirkan telah mengakibatkan ketidakselarasan antara Kompleks Saku (TRs) dengan Formasi Kanikeh (TRJk). Proses tektonik ini diduga didominasikan oleh gerakan menurun akibat tarikan (rifting) yang terus berlangsung berbarengan dengan proses sedimentasi Formasi Kanikeh (TRJk) yang dicirikan oleh korok-korok riolit dalam formasi tersebut, perubahan berangsur antara Komplek Saku dengan Formasi Kanikeh serta adanya hubungan ketidakselarasan antara Kompleks Saku dengan Formasi Kanikeh.
Tektonik (Miosen Tengah-Pliosen) menyebabkan terjadinya kegiatan gunung api pada jalur Magma Uliaser (Haruku, Saparua, Nusa Laut) sesar naik, sesar datar dan sesar normal.

c. Seram Bagian Timur
1. Satuan/Formasi batuan
Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Bula dan Watubela, Maluku):
a) Qa: Aluvium
Lanau, pasir dan kerikil, terdapat di daerah dataran sepanjang Sungai Bobot dan Sungai Masiwang serta di daerah pantai utara sedangkan daerah yang berawa sekitar Wae (sungai) Semos, batuan ini bercampur dengan lempung, lumpur hitam dan humus.
b) Ql: Terumbu Koral Terangkat
Batu gamping koral, berongga, berstruktur terumbu. Satuan ini menindih Formasi Fufa secara tak selaras. Sebarannya terdapat di sekitar pantai dan tanjung di Pulau Parang, Pulau Akat, Pulau Seram Rai, Pulau Seram Laut, Kepulauan Gorong dan Kepulauan Watubela.
c) Qpf: Anggota Batu Gamping Formasi Fufa
Batu gamping mengandung banyak kepingan koral dan ganggang. Umumnya menunjukkan hubungan menjemari dengan Formasi Fufa (Qpf). Tersingkap di dekat Fufa, di bagian timur pulau dan di sepanjang Sungai Bobot, Sungai Wasiwang dan Sungai Semos.
d) Qpf: Formasi Fufa
Batu pasir halus, batu lanau dan lensa konglomerat serta gambut. Perlapisan hampir mendatar atau bersudut kemiringan kecil. Satuan ini tersingkap di sekitar Sungai Masiwang dan daerah Bula. 


e) Tpw: Formasi Wahai
Napal berlapis tipis sampai setebal lebih dari 1 m, pada bagian atas, di banyak tempat dijumpai sisipan batu gamping pasiran dan batu pasir halus, tersingkap di sekitar Sungai Bobot dan Sungai Masiwang.
f) Tmps: Kompleks Salas
Berbagai macam bongkahan atau kepingan yang berasal dari batuan sedimen, batuan beku dan batuan malihan, berukuran dari beberapa cm sampai melebihi 10 m.
g) Toms: Formasi Selagor
Batu gamping, di beberapa tempat kalsilutit, napal dan bersisipan serpih. Di banyak tempat dijumpai cermin sesar pada napal dan tersingkap di sekitar Gunung Selagor.
h) Teh: Formasi Hatuolo
Serpih pasiran berlapis baik dengan sisipan napal dan lensa rijang yang mengandung radiolaria. Batuan ini terlipat kuat dan pada umumnya tergerus serta terkekarkan. 
i) Ks: Formasi Sawai
Kalsilutit di beberapa tempat ditemukan sisipan tipis rijang.
j) KTn: Kompleks Nif
Kalsilutit, serpih dan napal yang tak dapat dipisahkan. Satuan ini telah terlipat kuat dan tergentengkan. Litologinya dapat disebandingkan dengan Formasi Sawai, Formasi Hatuolo dan Formasi Selagor.
k) TRJm: Formasi Manusela
Batu gamping berlapis baik di bagian bawah dan makin ke atas perlapisannya makin kabur. Dijumpai lapisan tipis rijang yang berwarna kelabu sampai kehitaman. Lokasi tipe formasi ini terletak di Pegunungan Manusela.
l) TRJk: Formasi Kanikeh
Perulangan antara batu pasir, batu lanau dan batu lempung, kompak dan keras. Batuan ini tersingkap di bagian tengah pulau dan di dekat pantai, daerah selatan Gunung Selagor, Kepulauan Gorong dan Watubela.
m) Pzta: Kompleks Kabipoto
Sekis mika, sekis tremolit aktinolit, sekis klorit, batu pualam terdaunkan, sekis epidot, sekis amfibol dan genes. 
n) Jku: Batuan Ultramafik
Serpentinit, piroksenit dan dunit tersingkap di sebelah Tenggara dan Selatan Pulau Seram, Pulau Tibor, Pulau Watubela dan Pulau Gorong.
o) Struktur dan Tektonika
Sebagian besar batuan di Lembar Bula, telah terlipat kuat dan tercenangga. Arah sumbu lipatan berkisar dari Barat-Timur sampai Barat Laut-Tenggara. Pada umumnya besar sudut kemiringannya melebihi 30º, hanya di beberapa tempat lebih kecil. Di selatan Bula sumbu lipatannya hampir sejajar dengan garis pantai. Pada umumnya besar sudut kemiringannya kurang dari 30º. Struktur perdaunan (foliasi) dijumpai pada batuan malihan dengan arah yang tidak teratur. Sesar yang dijumpai adalah sesar naik, sesar turun dan sesar geser jurus. Sesar naik arah jurusnya lebih kurang barat laut-tenggara dengan kemiringan ke arah barat daya. Sesar turun mempunyai arah jurus yang umumnya hampir serupa dengan arah jurus sesar naik. Sedangkan sesar geser arah jurusnya berlawanan dengan jurus sesar naik yakni timur laut-barat daya.
Pada kejadian tektonik yang terakhir menghasilkan sesar naik. Sesar ini mengakibatkan munculnya batuan ultramafik di atas batuan yang lebih muda. Pada fase tektonik ini juga, batuan bancuh (Kompleks Salas) terbentuk dan di beberapa tempat disertai pembentukan olistostrom (sebagai hasil sekunder) disusul pembentukan sesar sekunder. 

d. Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru (Kabupaten Aru)
1. Kepulauan Kei 
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/Formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Kai dan Tayandu, Maluku):
1) Qc: Endapan Pantai
Pasir, kerikil dan lumpur. Tersebar di kepulauan Tayandu.
2) Qk: Formasi Kei Kecil
Batu gamping terumbu terdiri atas koral, moluska, ganggang dan briozoa. Umumnya membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan kars dan perbukitan rendah berlereng terjal.
3) Qpo: Formasi Ohoinol	
Biokalkarenit yang tidak padat berselingan dengan napal. Menjemari dengan Formasi Kei Kecil, menindih tidak selaras Formasi Weryahan dan membentuk perbukitan rendah bergelombang.
4) Tpw: Formasi Weryahan
Napal dan batu gamping berlapis baik. Umur pliosen, diendapkan dalam lingkungan laut dangkal dan tebal 40 m.
5) Tomw: Formasi Meduar
Batu gamping terumbu dan napal. Napal mengandung sedikit foraminifera kecil sedangkan batu gamping terumbu umumnya berongga, menjemari dengan Formasi Tamangil dan menindih tak selaras Formasi Elat.
6) Tot: Formasi Tamangil
Batu gamping tersusun dari foraminifera bentos dalam matriks mikrit.
7) Tee: Formasi Elat
Kalkarenit napalan dengan sisipan napal.
8) Tey: Formasi Yamtimur	
Napal bersisipan kalkarenit dan berlapis baik.  
9) pTg: Kompleks Batuan Malihan
Genes-felspar-kuarsa-biotit-muscovit. 

10) Tpm: Kompleks Tanjung Matot
Bongkahan kalkarenit, kalkarenit pasiran, dolomit, grewak. 

b. Struktur dan Tektonika
Di lembar ini paling tidak telah terjadi tiga kali arogenesis. Orogenesa pertama melipat Formasi Elat dan Yamtimur yang kedua melipat formasi-formasi itu lebih kuat dan Formasi Weduar. Orogenesa terakhir menyebabkan Formasi Weryahan ikut terlipat. 

2. Kepulauan Aru
a. Satuan/Formasi Batuan
		Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Aru, Maluku Tenggara):
1) Qa:  Aluvium
Lumpur, pasir, granul dari pecahan koral dan batuan.
2) Qt: Formasi Tanah Merah
Batu pasir kuarsa, setempat lempungan dengan sisipan konglomerat dan batu lanau karbonan.
3) TQw: Formasi Wasir 	
Napal dan batu lumpur gampingan berselingan dengan batu gamping bioklastik.
4) Tpmj: Anggota Jambulenga Formasi Manumbai
Napal, setempat pasiran, terdapat batu gamping bioklastik lempungan. 
5) Tpml: Formasi Manumbai
Batu gamping coquina, berselingan dengan kalkarenit dengan sisipan setempat pasiran.
6) Tmk: Formasi Koba
Kalkarenit kapuran hingga napalan. Setempat bersisipan napal pasiran.

b. Struktur dan Tektonika
Pola struktur dasar laut sebelah Utara Kepulauan Aru berarah Utara-Selatan atau Utara-Timur Laut dan Selatan-Barat Daya. Struktur geologi yang dijumpai di Kepulauan Aru terutama sesar turun dan kelurusan. Sesar berarah timur laut-barat daya menyesarkan Formasi Koba dan Formasi Manumbai. Kelurusan berkembang baik di kedua formasi tersebut, juga berarah timur laut-barat daya. Perlapisan batuan umumnya mendatar atau hampir mendatar. Di bagian Pulau Wasir, Pulau Ujir dan pantai barat Pulau Wokam, batuan terlipat lemah dengan sumbu lipatan berarah Timur Laut-Barat Daya.

e. Kepulauan Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya
1. Kepulauan Tanimbar
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara):
1) Qa: Aluvium
Lumpur, pasir dan kerikil.
2) Qs: Formasi Saumlaki
Batu gamping koral, padat, setempat terbreksikan, bagian bawah konglomerat dengan komponen batu gamping dan cangkang fosil.
3) QTb: Formasi Batilembuti
Napal dan napal kapuran.
4) Tmbm: Anggota Napal, Formasi Batimafudi
Napal bersisipkan batu gamping pasiran.
5) Tmb: Formasi Batimafudi
Perselingan batu gamping pasiran, napal, batu pasir gampingan.
6) Tpt: Formasi Tangustabun
Perselingan antara lempung, tufa kaca, rijang, batu pasir kuarsa dan batu gamping.
7) M: Kompleks Molu
Terdiri dari batu pasir kuarsa, batu gamping, napal, batu gamping kristal, batu gamping oolit, batu gamping berfosil spiriferina, rijang, sekis, andesit, piroksen, basal amigdal, diorit hornblenda, trakit porfir dan tufa.

b. Struktur dan Tektonika
Gerakan tektonik yang kuat mengakibatkan beberapa satuan/formasi menjadi terlipat dan tersesarkan. Perlipatan yang dapat diamati mempunyai arah hampir sejajar dengan poros Pulau Yamdena yaitu Timur Laut-Barat Daya. Di pulau Yamdena bagian Barat, perlipatan itu dapat digolongkan terbuka, sedang di bagian Timur tertutup.

2. Kepulauan Babar
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Babar Maluku Tenggara):
1) Qa: Aluvium
Kerikil, kerakal, pasir, lanau dan lumpur, mengandung sisa tumbuhan, koral dan cangkang kerang, hasil endapan sungai dan pantai.
2) Qk: Konglomerat
Konglomerat aneka bahan dengan komponen fragmen ultrabasa, gabro, diabas, andesit, basal, batu pasir kuarsit, filit, batu lempung, batu gamping malih dan batu gamping terumbu yang direkat karbonat dan limonit, bersisipan batu pasir konglomeratan.
3) Qpg: Batu Gamping Koral
Batu gamping koral, bagian bawah berlapis baik dan bagian atas pejal.
4) TQp: Batu Pasir Kuarsa
Batu pasir kuarsa dan napal pada bagian bawah satuan.
5) Tmpb: Batuan Bancuh
Bancuh mengandung bongkahan asal batuan malihan (pPs), batu gamping Permo-Trias (PTRg), serpih Jura (Js) dan Ofiolit (Of), berasosiasi dengan poton.
6) Js: Serpih
Serpih dan serpih lanauan dengan sisipan batu lempung, batu lanau, batu pasir dan batu gamping.
7) PTRg: Batu Gamping Krinoid
Batu gamping krinoid, berlapis baik, napal mengandung fosil yang rusak dan sukar dikenali, serpih mengandung bintal oksida besi, batu pasir litik berangsur menjadi batu gamping pasiran dan terlipat kuat.
8) PPs: Batuan Malihan
Sekis-klorit-kuarsa, sekis klorit-kuarsa-kalsit, sekis klorit epidot, sekis klorit-biotit, amfibolit, batu gamping malih dan filit, diduga asal sedimen klastika dan batu gamping.
9) Of: Ofiolit
Serpentit, dunit, gabro, diabas dan lava basal. 

b. Struktur dan Tektonika
Struktur geologi di daerah ini terdiri dari sesar normal dan sungkup, lipatan, kekar, perdaunan dan diapir. Sesar Sungkup diduga terjadi bersamaan dengan terbentuknya bancuh. Sesar normal berarah  Barat-Timur dan Barat Laut-Tenggara. 

3. Pulau Moa dan Pulau Damer
a. Satuan/Formasi Batuan
	Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Moa, Damar dan Banda Naira Maluku):
1) Qa: Aluvium
Pasir, kerikil dan kerakal mengandung pecahan ganggang, coral dan moluska, endapan pantai.
2) Qgp: Batu Gamping Koral
Batu gamping terumbu, setempat membentuk undak-undak, sisipan tufa gampingan berbatu apung.
3) Tmgp: Batu Gamping Klastik
Batu gamping klastika.
4) TRgp: Batu Gamping Berlapis
Batu gamping klastika berlapis baik. 
5) PTRgp: Batu Gamping Merah
Batu gamping klastika, setempat bersisipan tipis serpih dan batu pasir. Satuan ini disetarakan dengan Formasi Maubisse di Timor.
6) Ps: Serpih
Serpih dengan sisipan batu pasir, sebagian gampingan.
7) Qv: Breksi Gunung Api
Breksi Vulkanik bersusunan andesit sampai basal, tuf dan bersisipan napal tufan.

8) Tv: Lava
Lava bersusunan andesit sampai basal. 
9) PTof: Batuan Ultrabasa
Wherlit, serpentinit dan dunit. Terubah kuat.
10) PPm: Batuan Malihan
Sekis bersisipan genis, filit dan batu gamping malih. 
11) Tmpb: Satuan Bancuh
Satuan ini terdiri dari bermacam bongkah batuan beku, batuan sedimen dan batuan malihan yang terkurung dalam massa-dasar serpih tergerus.

b. Struktur dan Tektonika
Pulau-pulau Leti, Moa dan Lakor terletak pada jalur busur luar Banda tak bergunung api dan   pulau-pulau Romang, Damar, Teun, Nila dan Serua berada pada jalur busur dalam Banda. Struktur geologi yang terdapat di lembar ini terdiri dari sesar, lipatan, kekar dan perdaunan. Pada Busur dalam Banda terjadi sesar normal dan sesar miring sedangkan pada Busur luar Banda, sesar terdiri dari sesar mendatar mengiri dan sesar normal. Kejadian ini menyebabkan teraktifkan kembali struktur tua yakni dengan terjadinya pengangkatan dan terbentuknya batuan bancuh.

4. Pulau Wetar
a. Satuan/Formasi Batuan
Satuan/formasi batuan dapat diuraikan sebagai berikut (Sumber: Peta Geologi Lembar Wetar Timur, Nusa Tenggara):
1) Qal: Aluvium
Kerakal, kerikil, pasir, lanau, berupa endapan sungai dan pantai.
2) Ql: Batu Gamping Koral dan Breksi Koral
Satuan ini tersebar di pinggir pantai Pulau Wetar.
3) QTv: Batuan Gunung Api Tua
Lava, breksi dan tuf berbatu apung. 
4) Tmpa: Formasi Alor
Lava dan breksi bersusunan andesit sampai basal, bersisipan batu pasir dan tuf. 
5) Tmn: Formasi Naumatang
Lava dasit, breksi, aglomerat bersusunan dasit, disisipi batu pasir tufan, tuf dan batu pasir gampingan.
6) Tm (di,gd,gr,da): Batuan Terobosan
Diorit (di), granodiorit (gd), granit (gr) dan dasit (da). 
7) Tmvs: Batuan Gunung Api Riolit Sakir
Lava riolit. 
8) Tmt: Formasi Tihu
Breksi, lava dan tuf bersusunan andesit basal.
9) Ttgd: Granodiorit Tamenang
Granodiorit bertekstur porfir.
b. Struktur Dan Tektonika
Termasuk dalam Busur Banda Bergunung Api, akan tetapi gunung api yang masih giat tidak dijumpai. Struktur geologi yang terdapat di daerah ini berupa sesar dan lipatan yang lemah. Sesar di daerah ini memiliki dua arah utama yaitu Timur Laut-Barat Daya dan hampir Timur-Barat atau sejajar pulau. Sesar-sesar tersebut berupa sesar geser sinistral dan sesar turun.

2.1.1.5. Hidrologi
1. Kepulauan Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)
Sungai yang terdapat di Kepulauan Buru umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Koa, Wae Nunga, Wae Lihang, Wae Mahu, Wae Tibiki, Wae Lua, Wae Aga, Wae Walo, Wae Lumara, Wae Fogi, Wae Kea, Wae Nalut, Wae Namsina, Wae Sea, Wae Ura, Wae Waplau, Wae Perang, Wae Netat, Wae Rosi, Wae Mangit, Wae Pure, Wae Pait, Wae Wamlana, Wae Nibe dan Wae Poti. 

2. Pulau Seram (Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur)
Sungai yang terdapat di Pulau Seram umumnya merupakan sungai hujan. Beberapa sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau) yaitu Wae Matakabo, Wae Bobo, Wae Bali, Wae Lofin, Wae Kobi, Wae Samal, Wae Sariputih, Wae Isai, Wae Mual, Wae Usa, Wae Tuluamang, Wae Kawa, Wae Myaka, Wae Kuhu, Wae Sapalewa, Wae Utu, Wae Sala, Wae Tala, Wae Ela, Wae Maitihu dan Wae Palu. 

3. Kepulauan Kei (Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan Kepulauan Aru 
Kondisi hidrologi yang diamati adalah kondisi sungai (besar dan kecil) yang diharapkan dapat menjadi potensi air bagi kehidupan masyarakat di kawasan kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Kondisi sungai yang ada di kawasan Kepulauan Kei merupakan sungai besar yang berair sepanjang tahun (walaupun debit airnya menurun drastis pada musim kemarau), yaitu sungai Evu, Semawi, Uf, Holay, Watuan, Ur, Weduar. Selain itu di Kepulauan Aru juga terdapat selat atau sering disebut sungai, yaitu Sungai Maikor dan Sungai Warkoi.

4. Kepulauan di Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya
Sungai yang terdapat di kepulauan di Wilayah Maluku Tenggara Barat sebagian besar merupakan sungai tadah hujan dan umumnya dengan pola aliran memancar dan hanya berair di musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau kondisinya kering atau tidak berair. Adapun sungai-sungai di Maluku Tenggara Barat antara lain: Sungai Maktian, Selwasan, Wetar, Latdalam, Tamrian, Batmafuti, Lakalway, Wesor, Sinmai, Kamlili, Wemusin, Sahlan, Waslieta, Tepa, Tutuwawang, Yaltubung, Sabir, Linwau dan Arnau.

2.1.1.6. Klimatologi
Iklim di Wilayah Kepulauan Maluku dipengaruhi oleh iklim tropis dan iklim musim yang disebabkan oleh kondisi Kepulauan Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Data Klimatologi Provinsi Maluku Tahun 2012 secara umum dapat dilihat dalam Tabel 2.3 yang menunjukkan rata-rata Temperatur (Cº), Curah Hujan (Mm), Tekanan Udara (mb), Lembaban Nisbi Udara (%) dan Kecepatan Angin (Knot).

Tabel. 2.3.  Data Klimatologi Stasiun Meteorologi Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Stasiun Meteorologi
	Rata-rata (Average)

	
	
	Temperatur (0C)
	Curah Hujan (Mm)
	Tekanan Udara (mb)
	Lembah Udara Nisbi (%)
	Kecepatan Angin (Knot)

	1
	Pattimura
	17,5
	150,1
	1011,0
	81
	6,1

	2
	Tual
	27,1
	179,1
	1009,3
	82,7
	6

	3
	Saumlaki
	27,5
	150,1
	1011,0
	81
	6,1

	4
	Banda Neira
	27,3
	206,9
	1008,0
	86,5
	4,3

	5
	Kairatu
	26,2
	245,9
	1008,0
	86,4
	2,4

	6
	Amahai
	26,4
	307,1
	1009,8
	84,3
	2,5

	7
	Geser
	25,6
	166,3
	1007,8
	83,1
	7,7

	8
	Namlea 
	26,5
	146,6
	-
	4,2
	81,2


Sumber : Maluku Dalam Angka 2013 

2.1.1.7. Penggunaan Lahan	
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku   berdasarkan   Keputusan   Menteri   Kehutanan  Nomor : 871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 skala 1:250.000 adalah seluas 3.919.701 Ha, yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas 429.543 Ha (10,96%), Hutan Lindung 627.503 Ha (16,01%), Hutan Produksi Terbatas 894.153 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 641.603 Ha (16,37%) dan Hutan Produksi Konversi 1.326.899 Ha (33,85%).Sedangkan areal penggunaan lain seluas 1.498.799 Ha. Rincian kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku diperlihatkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.4. Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Maluku Tahun 2014
	Kabupaten / Kota
	Luas Hutan
	Hutan Lindung
(HL)
	Hutan Konservasi
(HK)
	Hutan Produksi Terbatas
(HPT)
	Hutan Produksi Tetap
(HP)
	Hutan
Produksi
Konversi
(HPK)
	Ket.

	Kota  Ambon
	9.597
	9.597
	-
	-
	-
	-
	Luas Daratan= 5.415.500 Ha

APL =
1.498.799 Ha

	Maluku Tengah
	619.192
	134.367
	175.743
	179.947
	28.522
	100.614
	

	Buru
	427.434
	108.169
	6.849
	109.960
	106.835
	95.621
	

	Buru Selatan
	345.143
	73.260
	-
	101.497
	90.799
	79.588
	

	Maluku Tenggara
	47.144
	6.439
	18.017
	2.399
	2.966
	17.323
	

	Kota Tual
	11.840
	9.257
	-
	987
	-
	1.596
	

	Maluku Tenggara Barat
	419.559
	13.012
	77.197
	78.167
	112.385
	138.799
	

	Maluku Barat Daya
	334.808
	34.774
	51.168
	4.584
	71.262
	173.021
	

	Seram Bagian Barat
	414.449
	124.493
	32.251
	156.087
	9.810
	91.808
	

	Seram Bagian Timur
	512.646
	107.880
	1.216
	260.525
	24.757
	118.269
	

	Kepulauan Aru
	777.887
	6.254
	67.103
	-
	194.269
	510.261
	

	MALUKU
	3.919.701
	627.503
	429.543
	894.153
	641.603
	1.326.899
	


Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase luas kawasan hutan yang terbesar berada pada Kabupaten Aru dengan luas 777.887 Ha dan luas kawasan hutan terkecil berada pada Kota Ambon dengan luas 9.597 Ha. 
Luasan kawasan hutan terbesar adalah Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 1.326.899 Ha atau 34% dari luas Kawasan Hutan, 38% Hutan Produksi Konversi berada di Kabupaten Kepualuan Aru atau seluas 510.261 Ha. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Provinsi Maluku sebesar 894.153 atau 23% dari Luas Kawasan Hutan. 29,31% HPT berada di Kabupaten Seram Bagian Timur atau seluas 260.525 Ha. Luas Hutan Produksi Tetap di Provinsi Maluku tercatat sebesar 641.603 ha atau 16% dari Luas Kawasan Hutan. Dari luasan Hutan Produksi Tetap  30% berada di Kepulauan Aru atau seluas 194.269 Ha.
Dari luas kawasan hutan tersebut telah memenuhi luas minimum sebagaimana yang dipersyaratkan (minimum 30% luas daratan). Dengan luasan tersebut diharapkan akan memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat baik dari segi konservasi, lindung dan produksi. 

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah Provinsi Maluku diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Maluku  guna membangun Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada perikanan (budidaya dan tangkap), pertanian (perkebunan             rempah-rempah), pariwisata (pariwisata bahari, sejarah dan budaya) dan pertambangan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana. Rencana struktur ruang Provinsi Maluku dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau, Gugus Pulau dan Pintu Jamak (Multi Gate) yang diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu di setiap Gugus Pulau.
PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Maluku. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Provinsi Maluku meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Provinsi Maluku mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional.

Tabel 2.5. Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Maluku
	No
	Kabupaten/Kota
	Pusat Kegiatan Nasional
 (PKN)
	Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW)
	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

	1
	Maluku Tenggara Barat
	-
	-
	Saumlaki

	2
	Maluku Barat Daya
	-
	Tiakur dan Wonreli
	Ilwaki

	3
	Maluku Tenggara
	-
	Langgur
	-

	4
	Maluku Tengah
	-
	Masohi dan Wahai
	-

	5
	Buru
	-
	Namlea
	-

	6
	Buru Selatan
	-
	Kepala Madang dan Namrole
	-

	7
	Kep. Aru
	-
	-
	Dobo

	8
	Seram Bagian Barat
	-
	Kairatu dan Dataran Honipopu
	-

	9
	Seram Bagian Timur
	-
	Werinama, Bula dan Dataran Hunimua
	-

	10
	Ambon
	Ambon
	-
	-

	11
	Tual
	-
	Tual
	-


Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Maluku yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, yaitu Yamtel, Namsela, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalele, Kayeli, Teluk Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloro, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhu, Tomalehu Timur, Dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila, Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Weiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau Panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira, Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet, Wulur, Tepa, Letwurung, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Koijabi, Longgar, Meror.

Tabel 2.6. Sistem Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang 
Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku
	No.
	Kabupaten/Kota
	Sistem Jaringan Transportasi Nasional
	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
	Sistem Jaringan Sumber Daya Air

	1. 
	Maluku Tengah
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Pulau Ambon-Seram

	2.
	Maluku Tenggara
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru

	3.
	Maluku Tenggara Barat
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
· Pelabuhan Nasional
· Bandar Udara Tersier
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Yamdena-Wetar

	4.
	Buru
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategi Nasional Pulau Buru

	5.
	Seram Bagian Timur
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram

	6.
	Seram Bagian Barat
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram

	7.
	Kepulauan Aru
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru

	8.
	Maluku Barat Daya
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Kepulauan       Yamdena-Wetar

	9.
	Buru Selatan
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Pulau Buru

	10.
	Ambon
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Kolektor Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
· Pelabuhan Internasional
· Bandar Udara Tersier
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Pulau Ambon-Seram

	11.
	Tual
	· Jaringan Jalan Nasional Arteri Primer
· Jaringan Jalan Strategis Nasional
	· Jaringan Terestrial
· Jaringan Satelit
	WS Strategis Nasional Kepulauan Kei-Aru


Sumber : RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Strategi pengembangan struktur ruang nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sebagai upaya mewujudkan strategi pengembangan wilayah nasional, Provinsi Maluku mengemban peran sebagai Provinsi Kepulauan dan Lumbung Ikan Nasional didukung oleh keberadaan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan kolektor primer. Dua jaringan transportasi di Provinsi Maluku juga didukung oleh jaringan transportasi laut, pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan terestrial dan jaringan satelit serta peningkatan kualitas jaringan sumber daya air melalui ketersediaan air baku yang bersumber dari Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang merupakan WS strategis nasional di Maluku.

Tabel 2.7. Sistem Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional Di Provinsi Maluku
	No
	Kabupaten/Kota
	Kawasan Lindung Nasional
	Kawasan Budidaya Strategis Nasional
	Kawasan Strategis Nasional

	1
	Maluku Tengah
	· Cagar Alam Tanjung Sial
· Cagar Alam Laut Banda
· Taman Nasional Manusela
· Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo
· Taman Wisata Alam Laut Banda
	· Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)
· Kawasan Andalan Laut Banda (Perikanan, pertambangan, pariwisata)
	· Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram
· Kawasan Laut Banda


	2
	Maluku Tenggara
	· Cagar Alam Daab
	· Kawasan Kei sampai Aru, Pulau         Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)
	

	3
	Maluku Tenggara Barat
	· Suaka Margasatwa Tanimbar
· Cagar Alam Pulau Nuswotar
· Cagar Alam Pulau Larat
· Cagar Alam Tafermaar
	· Kawasan Kei sampai Aru Pulau          Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)
· Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya (Perikanan laut, pertambangan, pariwisata)
	Kawasan Perbatasan Laut RI

	4
	Buru
	· Cagar Alam Masbait
· Cagar Alam Masarete
	· Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)
	

	5
	Seram Bagian Timur
	
	Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)
	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram

	6
	Seram Bagian Barat
	· Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa
· Cagar Alam Gunung Sahuwai
· Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa
· Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya
	Kawasan Seram (Pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata)
	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram

	7
	Kepulauan Aru
	· Suaka Margasatwa Pulau Baun
· Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara
· Suaka Margasatwa Pulau Kobror
	· Kawasan Kei Sampai Aru Pulau          Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri)
	Kawasan Perbatasan Laut RI

	8
	Maluku Barat Daya
	· Cagar Alam Bekau Huhun
	· Kawasan Kei Sampai Aru Pulau          Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)
	Kawasan Perbatasan Laut RI

	9
	Buru Selatan
	
	· Kawasan Buru (Perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata)
	

	10
	Ambon
	-
	-
	-

	11
	Tual
	
	· Kawasan Kei sampai Aru Pulau          Wetar-Pulau Tanimbar (Perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan dan industri)
	


Sumber: RTRWN Tahun 2008, RTRW Tahun 2013-2033 Provinsi Maluku

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Provinsi Maluku diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis. Kawasan perikanan dan pertanian yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, pengembangan komoditas pertanian dengan pengembangan kawasan potensial pertanian, tanaman pangan, komoditas padi dan sagu, kawasan berpotensi perkebunan cengkeh, pala, kelapa, kakao, pohon kayu putih, jambu mete, kopi, dan vanili. Sektor unggulan pertanian diarahkan pada kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kota Ambon, Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan komoditas perikanan dengan pengembangan kawasan berpotensi perikanan budidaya dan pengembangan kawasan berpotensi perikanan tangkap dan Kawasan Pengembangan Pariwisata diarahkan pada 11 Kabupaten/Kota.
Pengembangan kawasan strategis Provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan pertanian, kawasan pengembangan budidaya komoditas perkebunan unggulan, kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan pengembangan komoditas perikanan diarahkan dengan meningkatkan dukungan ketersediaan dan kehandalan serta daya jangkau infrastruktur wilayah melalui peningkatan kapasitas jalan, penyediaan jaringan prasarana dan sarana transportasi, peningkatan kualitas dan cakupan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan ketersediaan infrastruktur energi sehingga peran dan fungsi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dan sebagai Lumbung Ikan Nasional dapat terwujud. Kawasan yang berpotensi untuk diarahkan sebagai pengembangan komoditas pertambangan meliputi pengembangan kawasan pertambangan komoditas mineral Mangan dan Nikel diarahkan pada Kabupaten Maluku Tengah dan pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi diarahkan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Pengembangan kawasan pariwisata diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang bermuara pada peningkatan ragam sumber dan volume pendapatan masyarakat lokal yang diharapkan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya habitat berbagai flora dan fauna.
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumberdaya alam dan merupakan kekayaan yang perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan. Wilayah pesisir Provinsi Maluku mempunyai peran sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan pantai dan pembangunan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Wilayah ini mengandung berbagai sumberdaya dan potensi ekonomi seperti aneka jenis ikan dan obyek wisata. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir Provinsi Maluku menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda baik dari kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.






2.1.3.  Wilayah Rawan Bencana
Maluku memiliki kekhususan dalam hal kerawanan bencana. Beberapa fakta menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 
(1). Kepulauan Maluku ditinjau dari aspek tektonik, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi yakni lempeng Eurasia yang meliputi antara lain Pulau Seram, Buru, Ambon dan pulau-pulau sekitarnya yang bergerak relatif ke arah tenggara, berinteraksi dengan lempeng Hindia, Australia yang relatif bergerak ke arah Utara dengan kecepatan 10 cm/tahun dan lempeng Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dengan kecepatan 12 cm/tahun, zona pertemuan antara ketiga lempeng tersebut membentuk palung yang mempunyai kedalaman sekitar 4.500-7.000 Meter yang dikenal dengan nama Zona Tumbukan atau Zona Subduksi, akibat dari benturan tersebut terbentuklah patahan-patahan (sesar) yang berpotensi menimbulkan ancaman bencana alam seperti Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api dan bencana lainnya.
(2). Secara klimatologis wilayah Provinsi Maluku memiliki pola musim yang berbeda di setiap daerah. Pulau Ambon, Lease, Banda dan Seram hampir memiliki pola musim yang sama, dimana musim hujan terjadi pada bulan April sampai dengan September dengan puncak curah hujan terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Wilayah Pulau Buru, Tual, Saumlaki dan Geser hampir memiliki pola musim yang sama yakni musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Dari perbedaan pola musim yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku maka untuk setiap daerah tentunya memiliki potensi bencana sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, abrasi dan lain-lain yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana fisik, maupun penderitaan manusia yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku
(3). Daerah rawan bencana di Provinsi Maluku meliputi 11 Kabupaten/Kota yakni Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Lease, Kepulauan Banda, Pulau Seram, Pulau Ambon, Kawasan Pulau Buru dan sekitarnya, kawasan Pulau Wetar dan sekitarnya serta jenis ancaman yang berbeda seperti Banjir, Tanah Longsor, Badai dan Angin Topan, Angin Puting Beliung, Gempa Bumi dan Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Gelombang Pasang, Abrasi, Epidemi dan Wabah penyakit, Kemarau dan Kekeringan, Banjir Rob, Kebakaran Hutan, Banjir Bandang dan Kecelakaan Laut.
Berikut tabel kejadian bencana secara umum di Maluku: 

Tabel 2.8. Jenis Bencana Di Provinsi Maluku Tahun 2009-2012
	Jenis Bencana
	Jumlah Kejadian

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	T o t a l

	Banjir dan Tanah Longsor
	7
	9
	97
	72
	185

	Kecelakaan Transportasi Laut
	
	2
	13
	16
	31

	Angin Puting Beliung
	-
	-
	37
	39
	76

	Konflik Sosial
	-
	-
	10
	18
	28

	Gempa Bumi
	554
	604
	727
	980
	2.865


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013

(4). Kawasan-kawasan rawan bencana yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Maluku 2013-2033 sebagai berikut:
1. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
Berdasarkan data kegempaan yang dimiliki BMKG stasiun Ambon, gempa tektonik berskala besar dan kecil sebanyak 2.736 gempa sejak tahun 2009-2012 yang dirasakan 98 kejadian (2 kali diatas 7 SR). Di samping merusak 8 infrastruktur umum dan 39 pemukiman rumah, gempa juga menimbulkan korban luka 12 orang serta kepanikan dalam masyarakat. Berikut daftar tabel kejadian gempa bumi tahun 2009-2012.

Tabel. 2.9. Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Maluku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2012
	Kab/Kota
	Jumlah Kejadian
	Korban
	Kerusakan

	
	
	
	

	
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka
	Rumah
	Fasilitas Umum
	Fasilitas Pendidikan
	Fasilitas Keagamaan

	Kota Ambon
	425
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kota Tual
	159
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tengah
	279
	-
	-
	3
	1
	-
	-

	Kab.Seram Bagian Timur
	223
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Seram Bagian Barat
	192
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara
	115
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara Barat
	447
	-
	-
	20
	-
	-
	-

	Kab.Buru
	97
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Buru Selatan
	73
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Barat Daya
	126
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	Kab.Kepulauan Aru
	46
	-
	12
	15
	2
	3
	2

	T o t a l
	2736
	-
	12
	39
	3
	3
	2


Sumber : BPBD Provinsi Maluku Tahun  2013 (Diolah)

2. Kawasan Rawan Bencana Tsunami
Berdasarkan perhitungan kemiringan pantai sejauh 1.500 meter dari garis pantai maka ditetapkan:
1) Kawasan pantai dengan kemiringan kurang dari 50 merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi;
2) Kawasan pantai dengan kemiringan antara 50-300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan sedang;
3) Kawasan pantai dengan kemiringan lebih besar 300 ditetapkan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan rendah.
Dengan demikian Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Di Provinsi Maluku
	No
	Kabupaten/Kota
	Kriteria
	Jumlah (Km2) 

	
	
	Rendah (Km2)
	Sedang (Km2)
	Tinggi (Km2)
	

	1
	Maluku Tengah
	70.56
	412.10
	741.96
	1224.62

	2
	Maluku Tenggara dan Kota Tual 
	55.92
	201.03
	565.61
	822.56

	3
	Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya 
	145.87
	846.87
	1794.77
	2787.51

	4
	Buru dan Buru Selatan
	65.94
	263.64
	421.88
	751.46

	5
	Seram Bagian Barat
	64.15
	261.82
	461.13
	787.10

	6
	Seram Bagian Timur
	12.33
	274.56
	616.39
	903.28

	7
	Kepulauan Aru
	0.00
	738.27
	2003.15
	2741.42

	8
	Ambon
	19.56
	49.51
	53.62
	122.69

	Jumlah
	434.33
	3.047.80
	6.658.51
	10.140.64

	TOTAL
	


Sumber : RTRW Provinsi Maluku 2013-2033

Berdasarkan data BPBD Provinsi Maluku 2013 dalam profil mitigasi bencana Provinsi Maluku menyebutkan bahwa kejadian tsunami di antaranya terjadi di Namlea pada tanggal 2 November 2005 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 5,7 skala Richter pada kedalaman 13 Km. Tsunami juga terjadi pada tanggal 14 Maret 2006 yang disebabkan oleh gempa dengan kekuatan 6,7 skala Richter dengan kedalaman 30,6 Km. 

3. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)
Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2009-2012 telah terjadi 185 kali peristiwa banjir dan tanah longsor di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 74 orang, luka-luka 367 orang, mengungsi 15.845 orang, rumah rusak 5.789. Berikut adalah tabel kejadian bencana banjir dan tanah longsor di Maluku:

Tabel 2.11. Bencana Banjir dan Tanah Longsor Menurut Kabupaten/Kota 
             Di Provinsi Maluku Tahun 2009-2012
	Kab/Kota
	Jumlah Kejadian
	Korban
	Kerusakan

	
	
	
	

	
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka
	Mengungsi
	Rumah
	Infrastruktur Umum
	Fasilitas Pendidikan
	Fasilitas Keagamaan

	Kota Ambon
	32
	47
	37
	6.284
	1.238
	178
	33
	1

	Kota Tual
	1
	-
	-
	32
	8
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tengah
	32
	1
	2
	843
	641
	211
	3
	1

	Kab.Seram Bagian Timur
	24
	2
	-
	65
	176
	27
	-
	-

	Kab.Seram Bagian Barat
	28
	2
	321
	8.395
	1.679
	202
	43
	3

	Kab.Maluku Tenggara
	1
	-
	-
	33
	6
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara Barat
	3
	-
	-
	28
	4
	-
	-
	-

	Kab.Buru
	18
	-
	-
	-
	1.936
	12
	-
	3

	Kab.Buru Selatan
	7
	22
	7
	143
	65
	19
	1
	1

	Kab.Maluku Barat Daya
	17
	-
	-
	22
	22
	2
	-
	-

	Kab.Kepulauan Aru
	22
	-
	-
	-
	14
	-
	-
	-

	TOTAL
	185
	74
	367
	15.845
	5.789
	651
	80
	9


Sumber : BPBD Provinsi Maluku Tahun 2013 (Diolah)

4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api
Di Provinsi Maluku terdapat 9 buah gunung api aktif, terdiri dari 7 buah tipe A dan 2 buah Tipe B. Kawasan rawan letusan gunung api di Provinsi Maluku meliputi Pulau Gunung Api,   Pulau-Pulau Teon, Nila, Serua dan Pulau Damer. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 1830-2011 telah terjadi 2 kali peristiwa letusan gunung api pada bulan Mei tahun 1988 dengan korban meninggal 3 orang. Selain itu, meletusnya Gunung Api Banda yakni pada tahun 1989. Selanjutnya pada bulan Januari 1993 dengan jumlah korban meninggal 1 orang,  luka-luka 12 orang serta korban menderita sejumlah 3.000 orang. 

5. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang
Sejumlah kejadian tinggi gelombang perairan yang merusak talud penahan ombak pernah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Pulau Haruku pada bulan Mei 2011 yang mengakibatkan 1 talud pengaman pantai mengalami kerusakan. Kejadian tinggi gelombang perairan lainnya terjadi di pantai Natsepa, Suli pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan patahnya talud penahan ombak sepanjang 8 meter. Berikut adalah kejadian bencana tinggi gelombang perairan di Maluku.

Tabel 2.12. Bencana Gelombang Pasang Menurut Kabupaten/Kota 
                   Di Provinsi Maluku Tahun 2009-2012
	Kab/Kota
	Jumlah Kejadian
	Korban
	Kerusakan

	
	
	
	

	
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka
	Mengungsi
	Rumah
	Infrastruktur Umum
	Fasilitas Pendidikan
	Fasilitas Keagamaan

	Kota Ambon
	4
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-

	Kota Tual
	13
	-
	-
	10
	10
	5
	-
	-

	Kab.Maluku Tengah
	20
	-
	-
	-
	-
	13
	-
	-

	Kab.Seram Bagian Timur
	32
	2
	-
	872
	183
	25
	-
	1

	Kab.Seram Bagian Barat
	3
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara
	10
	-
	-
	550
	271
	47
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara Barat
	11
	-
	-
	-
	84
	6
	-
	-

	Kab.Buru
	8
	-
	-
	-
	70
	2
	-
	-

	Kab.Buru Selatan
	6
	-
	-
	-
	80
	8
	-
	1

	Kab.Maluku Barat Daya
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Kepulauan Aru
	5
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	T o t a l
	112
	2
	-
	1.432
	698
	118
	-
	2


Sumber: BPBD Provinsi Maluku Tahun 2013 (Diolah)
Dalam hal gelombang pasang di Provinsi Maluku juga sangat terkait dengan peristiwa kecelakaan transportasi laut. Kondisi laut di musim barat dan musim timur gelombang air laut naik yang sangat mengganggu transportasi di laut dikaitkan dengan kapal-kapal yang belum mempunyai alat pendeteksi gelombang air laut serta belum dilengkapi peralatan penyelamatan (perahu karet,  pelampung). 

Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2010-2012 telah terjadi 31 kali peristiwa kecelakaan transportasi di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal atau hilang 107 orang, luka-luka 48 orang. Berikut adalah tabel bencana kecelakaan transportasi laut di Maluku:

Tabel 2.13. Bencana Kecelakaan Transportasi Laut Menurut Kabupaten/Kota 
             Di Provinsi Maluku Tahun 2010-2012
	Kab/Kota
	Tahun 2012
	Tahun 2011
	Tahun 2010

	
	Jumlah Kejadian
	Korban
	Jumlah Kejadian
	Korban
	Jumlah Kejadian
	Korban

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka

	Kota Ambon
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	6
	6

	Kota Tual
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tengah
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Seram Bagian Timur
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	6
	-

	Kab.Seram Bagian Barat
	1
	12
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara
	7
	-
	4
	4
	4
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara Barat
	1
	1
	2
	1
	4
	-
	-
	-
	-

	Kab.Buru
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Buru Selatan
	3
	69
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Barat Daya
	3
	2
	-
	1
	-
	12
	-
	-
	-

	Kab.Kepulauan Aru
	1
	-
	1
	5
	3
	-
	-
	-
	-

	T o t a l
	16
	84
	30
	13
	11
	12
	2
	12
	6


Sumber: Buku Data Bencana BPBD Tahun 2010-2012

6. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung
Berdasarkan Buku Data Bencana BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 76 kali peristiwa angin puting beliung di Provinsi Maluku dengan korban meninggal atau hilang sebanyak 7 orang dan 1.068 rumah rusak. Berikut adalah kejadian bencana angin puting beliung di Maluku:

Tabel 2.14. Bencana Angin Puting Beliung Menurut Kabupaten/Kota 
            Di Provinsi Maluku Tahun 2011-2012
	Kab/Kota
	Jumlah Kejadian
	Korban
	Kerusakan

	
	
	
	

	
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka
	Mengungsi
	Rumah
	Fasilitas Umum
	Fasilitas Pendidikan
	Fasilitas Keagamaan

	Kota Ambon
	1
	-
	-
	-
	33
	-
	-
	-

	Kota Tual
	5
	-
	-
	4
	11
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tengah
	1
	-
	-
	-
	13
	-
	-
	-

	Kab.Seram Bagian Timur
	32
	-
	-
	1.349
	634
	2
	-
	4

	Kab.Seram Bagian Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara
	9
	7
	4
	344
	200
	9
	5
	7

	Kab.Maluku Tenggara Barat
	6
	-
	2
	105
	19
	4
	-
	-

	Kab.Buru
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Buru Selatan
	10
	-
	-
	-
	128
	25
	-
	3

	Kab.Maluku Barat Daya
	2
	-
	-
	-
	24
	-
	-
	-

	Kab.Kepulauan Aru
	10
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-

	T o t a l
	76
	7
	6
	1.802
	1.068
	40
	5
	14


Sumber: BPBD Provinsi Maluku Tahun 2013 (Diolah)

7. Kawasan Rawan Bencana Konflik Sosial
Berdasarkan Buku Data Bencana  BPBD Tahun 2011-2012 telah terjadi 28 kali peristiwa konflik sosial di Provinsi Maluku dengan total korban meninggal 33 orang, luka-luka 401 orang, mengungsi 4.771 orang, rumah rusak 1.275. Berikut adalah tabel kejadian konflik sosial di Maluku:




Tabel 2.15. Bencana Konflik Sosial Menurut Kabupaten/Kota 
           		   Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	Kab/Kota
	Jumlah Kejadian
	Korban
	Kerusakan

	
	
	
	

	
	
	Meninggal/ Hilang
	Luka
	Mengungsi
	Rumah
	Fasilitas Umum
	Fasilitas Pendidikan
	Fasilitas Keagamaan

	Kota Ambon
	2
	8
	265
	4.342
	159
	5
	-
	-

	Kota Tual
	3
	-
	6
	-
	5
	2
	-
	-

	Kab.Maluku Tengah
	6
	21
	50
	-
	1042
	122
	3
	1

	Kab.Seram Bagian Timur
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Seram Bagian Barat
	1
	-
	74
	-
	13
	3
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara
	9
	4
	5
	429
	37
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Tenggara Barat
	6
	-
	-
	-
	7
	1
	-
	-

	Kab.Buru
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Buru Selatan
	1
	-
	1
	-
	12
	-
	-
	-

	Kab.Maluku Barat Daya
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kab.Kepulauan Aru
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	T o t a l
	28
	33
	401
	4771
	1.275
	133
	3
	1


Sumber: BPBD Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku (Diolah)

2.1.4. Demografi
Perkembangan penduduk Provinsi Maluku hingga tahun 2012 memperlihatkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Tahun
	Jumlah Penduduk
	Tingkat Pertumbuhan

	1
	2008
	1.440.014
	-

	2
	2009
	1.457.070
	1,17%

	3
	2010
	1.533.506
	4,98%

	4
	2011
	1.575.965
	2,69%

	5
	2012
	1.608.786
	2,08%

	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk Maluku 
Tahun 2008-2012
	2,73%


Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2013


Bila dilihat laju pertumbuhan penduduk per Kabupaten/Kota, maka Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku tercatat sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2012, yaitu 4,1% dan yang paling lambat pertumbuhan penduduknya adalah Kabupaten Maluku Barat Daya 0,4%. Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku, memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) merupakan pintu masuk arus barang dan migrasi penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Ambon bukan hanya disebabkan oleh tingkat kelahiran tetapi juga disebabkan oleh adanya migrasi masuk dari provinsi tetangga terutama Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota di Maluku dapat dilihat pada Gambar 2.3.











     Sumber: BPS Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.3. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/KotaTahun 2012


Penyebaran penduduk di Provinsi Maluku pada tahun 2011 dan tahun 2012 menunjukkan bahwa separuh dari penduduk Maluku masih terkosentrasi di 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah sebesar 23,36%, Kota Ambon sebesar 21,98% dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 10,65%. Total penduduk di ketiga Kabupaten/Kota tersebut mencapai 877.064 jiwa atau 56,00% dari total penduduk Maluku.
Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terdapat pada Kota Ambon dan Kota Tual jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Maluku. Kota Ambon dengan luas wilayah hanya sebesar 0,69% dari wilayah Provinsi Maluku, memiliki tingkat kepadatan penduduk 940 Jiwa/Km2 pada tahun 2012 dan Kota Tual memiliki tingkat Kepadatan penduduk 242 Jiwa/Km2. Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa/km2.

Tabel 2.17.  Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kepadatan Penduduk 
        Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	Kabupaten/Kota
	Luas (Km²)
	Persentase Terhadap Luas
	Persentase Penduduk
	Kepadatan Penduduk

	Maluku  Tenggara  Barat
	10.451,94
	19,29
	6.82
	11

	Maluku Barat Daya
	4.581,06
	8,45
	4.54
	16

	Maluku  Tenggara
	3.410,61
	6,29
	6.23
	29

	Maluku  Tengah
	11.595,57
	21,40
	23.33
	32

	B u r u
	5.466,44
	10,09
	7.15
	21

	Buru Selatan
	3.780,56
	6,98
	3.50
	15

	Kepulauan Aru
	6.269,00
	11,57
	5.48
	14

	Seram Bagian Barat
	4.046,35
	7,47
	10.64
	42

	Seram Bagian Timur
	3.952,08
	7,29
	6.45
	26

	A m b o n
	377,00
	0,70
	22.03
	940

	T u a l
	254,39
	0,47
	3.83
	242

	M A L U K U
	54.185,00
	100,00
	100,00
	30


Sumber: BPS Provinsi Maluku 2013

Tabel 2.17 memperlihatkan Kabupaten Maluku Tengah memiliki luas wilayah 21,40% dari total luas wilayah Maluku, bila dibandingkan dengan Kota Tual yang luasnya hanya 0,47% dan Kota Ambon yang luasnya 0,70%. Maka kedua wilayah kota ini memiliki persentase penduduk terbanyak bila dibandingkan dengan sembilan kabupaten lainnya yaitu sebesar 25,86% dari jumlah penduduk Maluku, namun luas wilayahnya terkecil bila dibandingkan dengan 11 Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No.
	Kabupaten/Kota
	TAHUN

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Maluku Tenggara Barat
	93.621
	94.370
	105.341
	108.258
	109.768

	 2.
	Maluku Barat Daya
	69.612
	70.412
	70.714
	72.672
	72.981

	 3.
	Maluku Tenggara
	102.991
	105.081
	96.442
	99.112
	100.154

	 4.
	Maluku Tengah
	368.874
	370.931
	361.698
	371.712
	375.393

	 5.
	Buru
	94.116
	95.974
	108.445
	111.447
	115.004

	 6.
	Buru Selatan
	51.754
	52.950
	53.671
	55.157
	56.368

	 7.
	Kepulauan Aru
	80.140
	81.712
	84.138
	86.468
	88.132

	 8.
	Seram Bagian Barat
	158.937
	159.718
	164.656
	169.214
	171.129

	 9.
	Seram Bagian Timur
	85.353
	86.709
	99.065
	101.808
	103.890

	10.
	Ambon
	281.293
	284.809
	331.254
	340.427
	354.464

	 11.
	Tual
	53.323
	54.404
	58.082
	59.690
	61.503

	Maluku
	1.440.014
	1.457.070
	1.533.506
	1.575.965
	1.608.786


Sumber : BPS Provinsi Maluku 2013

Tabel 2.18 memperlihatkan Kabupaten Maluku Tengah memiliki jumlah penduduk terbanyak. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Maluku Tengah 375.393 jiwa, sedangkan Kota Tual memiliki jumlah penduduk terkecil dari 11 kabupaten/kota, di tahun 2012 penduduk Kota Tual 61.503 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Maluku, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Di tahun 2012 jumlah penduduk laki-laki 791.575 jiwa sedangkan perempuan 774.748 jiwa dari total penduduk Maluku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Tahun
	Jumlah Penduduk
	Total

	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	2008
	724.685
	715.982
	1.440.014

	2009
	731.987
	725.083
	1.457.070

	2010
	773.585
	757.817
	1.533.506

	2011
	791.575
	774.748
	1.575.965

	2012
	811.864
	796.922
	1.608.786


Sumber : BPS Provinsi Maluku Tahun 2013

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku mengalami peningkatan sejak tahun 2004-2007, bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.4. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai angka 4,23% dan mengalami peningkatan sampai 7,81% pada tahun 2012 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional (6,2%), memasuki tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh positif sebesar 5,14% lebih lambat dibandingkan tahun 2012. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2013 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, faktor eksternal disebabkan oleh tekanan ekonomi Nasional yang tidak terlepas dari tekanan ekonomi global yaitu beberapa negara di Eropa dan Amerika masih mengalami krisis keuangan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Nasional menerima dampak sehingga secara Nasional ekonomi Indonesia tumbuh lambat pada tahun 2013 sebesar 5,78% dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,2%. Faktor internal disebabkan oleh rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta rendahnya investasi pemerintah dan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi Maluku.

[image: ]









Sumber : Maluku Dalam Angka 2013
Gambar 2.4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Dan Nasional 
          Tahun 2004-2013


2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku atas dasar harga berlaku, pada tahun 2008 sebesar Rp 6.27 triliun meningkat menjadi Rp 7.07 triliun pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan 0,12%. Kontribusi sektor terbesar terhadap kenaikan PDRB adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa-jasa. Dalam kurun waktu 2010-2013 PDRB Provinsi Maluku tetap mengalami peningkatan, sumbangan terbesar terhadap PDRB tetap disumbangkan oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa-jasa. Pada tahun 2013 terjadi pergeseran peningkatan kontribusi dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian menyumbang 28,22% sedangkan sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap Provinsi Maluku 29,26%. Perubahan kontribusi PDRB dari sektor pertanian ke sektor perdagangan menandakan bahwa daya saing produk pertanian di Provinsi Maluku mulai menunjukkan perkembangan peralihan dari sektor hulu ke hilir. Hal ini terlihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20. Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
               (Juta Rupiah)
	No
	Sektor
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%

	I.
	Pertanian
	2.153.759
	34,35
	2.335.409
	33,04
	2.565.458
	31,73
	2.860.214
	29,80
	3,283,087
	28,63
	3,737,711.88
	28.22

	II.
	Pertambangan dan Penggalian
	47.179
	0,75
	52.38
	0,74
	59.195
	0,73
	74.453
	0,78
	87.552
	0,76
	96,392.32
	0.73

	III.
	Industri Pengolahan
	295.34
	4,71
	336.623
	4,76
	363.924
	4,50
	425.276
	4,43
	519.579
	4,53
	608,566.05
	4.59

	IV.
	Listrik dan Air Minum
	46.158
	0,74
	39.936
	0,56
	47.802
	0,59
	52.118
	0,54
	57.618
	0,50
	62,881.92
	0.47

	V.
	Bangunan 
	82.914
	1,32
	94.133
	1,33
	152.712
	1,89
	187.013
	1,95
	222.15
	1,94
	262,234.68
	1.98

	VI.
	Perdagangan Hotel & Restoran
	1.721.044
	27,45
	2.015.568
	28,51
	2.338.869
	28,93
	2.713.768
	28,27
	3.292.493
	28,71
	3,875,774.58
	29.26

	VII.
	Pengangkutan& Komunikasi
	573.451
	9,15
	639.91
	9,05
	754.692
	9,33
	980.662
	10,22
	1.147.881
	10,01
	1,331,892.12
	10.06

	VIII.
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	304.723
	4,86
	333.741
	4,72
	361.992
	4,48
	404.925
	4,22
	458.506
	4,00
	512,978.55
	3.87

	IX.
	Jasa-Jasa
	1.045.141
	16,67
	1.221.394
	17,28
	1.440.166
	17,81
	1.900.702
	19,80
	2.399.902
	20,93
	2,756,915.24
	20.81

	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	6.269.710
	100
	7.069.093
	100
	8.084.807
	100
	9.599.090
	100
	11.468.769
	100
	13,245,347.34
	100.00


Sumber : BPS Provinsi Maluku 2013

Untuk menunjukkan besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Provinsi Maluku maka berikut ini ditampilkan PDRB Provinsi Maluku berdasarkan harga konstan.

Tabel 2.21. Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 
      Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012 
         (Juta Rupiah)
	No
	Sektor
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%

	I.
	Pertanian
	1.209.850
	31,95
	1.258.949
	31,53
	1.330.244
	31,29
	1.377.545
	30,55
	1.458.218
	30,00
	1517677.21
	29.7

	II.
	Pertambangan dan Penggalian
	27.004
	0,71
	28.071
	0,70
	30.901
	0,73
	35.25
	0,78
	38.201
	0,79
	39178.55
	0.8

	III.
	Industri Pengolahan
	188.445
	4,98
	201.585
	5,05
	202.399
	4,76
	217.022
	4,81
	234.164
	4,82
	248461.93
	4.9

	IV.
	Listrik dan Air Minum
	20.958
	0,55
	17.491
	0,44
	20.305
	0,48
	21.753
	0,84
	23.222
	0,48
	24257.91
	0.5

	V.
	Bangunan 
	49.848
	1,32
	53.324
	1,34
	78.468
	1,85
	87.239
	1,93
	93.286
	1,92
	100167.22
	2.0

	VI.
	Perdagangan Hotel & Restoran
	971.534
	25,65
	1.029.788
	25,79
	1.094.626
	25,75
	1.169.116
	25,93
	1.282.675
	26,39
	1369997.01
	26.8

	VII.
	Pengangkutan & Komunikasi
	407.69
	10,77
	436.237
	10,93
	464.618
	10,93
	490.018
	10,87
	527.268
	10,85
	558971.21
	10.9

	VIII.
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	209.645
	5,54
	218.9
	5,48
	224.37
	5,28
	232.184
	5,15
	243.013
	5,00
	251299.97
	4.9

	IX.
	Jasa-Jasa
	702.13
	18,54
	748.443
	18,74
	805.425
	18,95
	879.042
	19,49
	916.302
	19,77
	1001298.38
	19.6

	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	3.787.104
	100
	3.992.788
	100
	4.251.356
	100
	4.509.169
	100
	4.861.350
	100
	5111309.39
	100


Sumber : BPS Provinsi Maluku 2013

Nilai kontribusi sektor terhadap PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Maluku  tahun 2008-2013 menunjukan bahwa sumbangan terbesar adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 2008 sektor pertanian berkontribusi sebesar 31,95% sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran berkontribusi sebesar 25,65% dan sektor jasa-jasa berkontribusi sebesar 18,45%, sektor listrik dan air minum memiliki kontribusi terkecil untuk PDRB Provinsi Maluku pada tahun 2008. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang ke-2 terkecil terhadap PDRB Provinsi Maluku pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan dan penggalian belum dieksploitasi dengan baik. 
Kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dari tahun 2008-2013 tetap memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor penyumbang terbesar ke-4 terhadap PDRB Provinsi Maluku. Pada tahun 2008 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 10,77% dan pada tahun 2013 sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi sebesar 10,9%. 
Tabel 2.22. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB 2008-2013 Atas Dasar
       Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Di Provinsi Maluku 
	No
	Sektor
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	HB
	HK
	HB
	HK
	HB
	HK
	HB
	HK
	HB
	HK
	HB
	HK

	I.
	Pertanian
	34,35
	31,95
	33,04
	31,53
	31,73
	31,29
	29,8
	30,55
	28,63
	30
	28.22
	29.7

	II.
	Pertambangan dan Penggalian
	0,75
	0,71
	0,74
	0,7
	0,73
	0,73
	0,78
	0,78
	0,76
	0,79
	0.73
	0.8

	III.
	Industri Pengolahan
	4,71
	4,98
	4,76
	5,05
	4,5
	4,76
	4,43
	4,81
	4,53
	4,82
	4.59
	4.9

	IV.
	Listrik dan Air Minum
	0,74
	0,55
	0,56
	0,44
	0,59
	0,48
	0,54
	0,84
	0,5
	0,48
	0.47
	0.5

	V.
	Bangunan 
	1,32
	1,32
	1,33
	1,34
	1,89
	1,85
	1,95
	1,93
	1,94
	1,92
	1.98
	2.0

	VI.
	Perdagangan Hotel & Restoran
	27,45
	25,65
	28,51
	25,79
	28,93
	25,75
	28,27
	25,93
	28,71
	26,39
	29.26
	26.8

	VII.
	Pengangkutan & Komunikasi
	9,15
	10,77
	9,05
	10,93
	9,33
	10,93
	10,22
	10,87
	10,01
	10,85
	10.06
	10.9

	VIII.
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	4,86
	5,54
	4,72
	5,48
	4,48
	5,28
	4,22
	5,15
	4
	5
	3.87
	4.9

	IX.
	Jasa-Jasa
	16,67
	18,54
	17,28
	18,74
	17,81
	18,95
	19,8
	19,49
	20,93
	19,77
	20.81
	19.6


     Sumber : BPS Provinsi Maluku 2013


Perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Provinsi Maluku tergambar bahwa kontribusi sektor pertanian dominan dalam kurun waktu 2008-2013 untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan, namun terlihat bahwa terjadi pergeseran dari sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap sektor pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kuatnya daya saing beberapa sektor pertanian yang mendukung sektor perdagangan pada tahun 2013.



2.2.1.3. Laju Inflasi
Laju inflasi Provinsi Maluku lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Inflasi di Provinsi Maluku ditentukan berdasarkan kondisi inflasi di Kota Ambon dan Kota Tual. Laju Inflasi Kota Ambon tahun 2012 mencapai 6,73% di atas Inflasi Nasional yaitu sebesar 4,30%. Selama lima tahun terakhir laju inflasi Kota Ambon tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni 9,34%. Hal ini disebabkan oleh adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh terhadap melambungnya harga-harga bahan pokok untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Laju inflasi di Provinsi Maluku terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 2,85%. Kondisi inflasi ini disebabkan oleh adanya kegiatan Nasional Sail Banda yang diselenggarakan di Provinsi Maluku. Selanjutnya inflasi di Maluku dapat dilihat pada gambar 2.5.
















  Sumber : Maluku Dalam Angka 2013

Gambar 2.5. Grafik Laju Inflasi Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

2.2.1.4. PDRB Per Kapita
Untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan penduduk wilayah tersebut, dimana PDRB per kapita merupakan proxy indikator untuk menentukan tingkat pendapatan per kapita di suatu wilayah.

Tabel 2.23. PDRB Per Kapita Tahun 2008-2012 Di Provinsi Maluku
 (Ribu Rupiah)
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Nilai PDRB
	6.251.887
	7.049.319
	8.064.484
	9.575.026*)
	11.441.209**)

	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	-
	1.457.070
	1.533.506
	1.581.278
	1.608.786

	PDRB Per Kapita (Rp/Jiwa)
	4.013.131
	4.423.205
	4.792.720
	5.612.732
	6.619.247


Sumber : Maluku Dalam Angka 2013

2.2.1.5. Indeks Gini
Selama kurun waktu 2008-2012 Indeks Gini Provinsi Maluku cenderung meningkat dari 0,31 pada tahun 2008 menjadi 0,41 tahun 2012. Hal ini menandakan bahwa pembangunan di 11 Kabupaten/Kota pemerataannya tidak seimbang, penyebab utamanya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan ditribusi keuangan terbatas untuk membiayai proses pembangunan secara merata di Maluku. Secara Nasional pada tahun 2008 Indeks Gini Provinsi Maluku menunjukkan angka 0,31 bila dibandingkan secara Nasional yang menunjukkan angka 0,35 menandakan bahwa Provinsi Maluku bila dibandingkan rata-rata Nasional maka kesenjangan Provinsi Maluku lebih baik dari rata-rata Nasional. Kondisi ini dapat bertahan sampai tahun 2010, pada tahun 2011 kesenjangan antar wilayah di Maluku dan rata-rata nasional menunjukkan persamaan pada angka 0,41, sedangkan di tahun 2012 Gini Ratio di Provinsi Maluku menunjukkan angka 0,38 di bawah rata-rata nasional yaitu 0,41. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.6.
















Sumber : Diolah dari data IPB dalam Penyusunan Pedoman Penyerasian Pengembangan Wilayah Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah-September 2013

Gambar 2.6. Grafik Indeks Gini Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

2.2.1.6. Penduduk Miskin
Keberadaan masyarakat miskin masih terus menjadi tantangan yang sulit dipecahkan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ada banyak permasalahan yang menjadi penyebab berlanjutnya siklus kemiskinan di Indonesia khususnya di Maluku seperti pola hidup komunal masyarakat pesisir yang perumahannya belum tertata, sistem drainase yang belum memenuhi standar, sanitasi dengan memanfaatkan lingkungan pesisir dan sungai serta masih melakukan pola sistem perladangan berpindah. Belum terkoneksinya infrastruktur perhubungan antar pulau dan terbatasnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni memperparah kondisi kemiskinan di Provinsi Maluku.  
Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Maluku tetap menjadikan kemiskinan sebagai fokus utama, untuk itu maka pemerintah telah merumuskan dan melakukan langkah-langkah kebijakan strategis guna menanggulangi kemiskinan. Program-program pro rakyat seperti PKH, Raskin, Jamkesda, wajib belajar 12 tahun maupun program pemberdayaan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Maluku. Hal ini tentunya berdampak positif bagi pembangunan di Maluku antara lain adalah menurunnya jumlah penduduk miskin.
Tabel 2.24 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin Maluku pada tahun 2008 sebesar 29,66% (391.400 jiwa), dalam kurun waktu empat tahun Pemerintah Provinsi Maluku melalui berbagai program pembangunan dapat menurunkan persentase penduduk miskin mencapai 20,76% (338,890 jiwa), pada tahun 2012 bila dibandingkan dengan rata-rata nasional persentase penduduk miskin di Maluku masih di atas rata-rata nasional, hal ini menunjukkan perlu ada upaya dan kerja keras pemerintah Provinsi Maluku dalam menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 2.24. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Penduduk Miskin
	Satuan
	Tahun 

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Kota +Desa
	Jw
	391.400
	380.010
	378.630
	356.400
	338.890

	
	a. Perkotaan
	Jw
	44.700
	38.770
	36.350
	56.490
	51.100

	
	b. Perdesaan
	Jw
	346.700
	341.240
	342.280
	299.920
	287.790

	2
	Persentase Kota+Desa
	%
	29.66
	28.23
	27.74
	22.45
	20.76

	
	a. Perkotaan
	%
	12.97
	11.03
	10.20
	9.59
	8.39

	
	b. Perdesaan 
	%
	35.56
	34.30
	33.94
	30,03
	28.12

	3
	Jumlah Nasional Kota+Desa
	Ribu Jw
	34.963,3
	32.530,00
	31.023,40
	30.018,93
	28.594,60

	4
	Persentase Nasional Kota+Desa
	%
	15,42
	14,15
	13,33
	12,49
	11,66


Sumber : BPS Provinsi Maluku 2013

2.2.1.7. Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Jumlah tindak kriminalitas di Provinsi Maluku mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012), pada tahun 2008 jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 951 kasus menjadi 1.152 kasus pada tahun 2012. 

Tabel 2.25. Angka Kriminalitas Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Jenis Kriminal
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai

	1.
	Narkoba
	12
	-
	18
	7
	8
	4
	1
	-
	7
	-

	2.
	Pembunuhan
	9
	3
	20
	6
	17
	9
	11
	12
	21
	7

	3.
	Seksual
	72
	38
	56
	18
	81
	25
	46
	10
	50
	9

	4.
	Penganiayaan
	528
	249
	676
	367
	767
	361
	544
	175
	585
	187

	5.
	Pencurian
	183
	72
	271
	118
	391
	129
	498
	76
	361
	87

	6.
	Penipuan
	141
	34
	105
	38
	193
	65
	114
	13
	122
	28

	7.
	Pemalsuan Uang
	6
	2
	-
	-
	1
	0
	1
	-
	1
	-

	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
	951
	389
	1.146
	554
	1.458
	593
	1.214
	286
	1.152
	318


    Sumber : Data GKL Biro Ops Polda Provinsi Maluku Tahun 2013

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).
Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu Gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.
Peningkatan perkembangan pembangunan manusia secara umum di suatu wilayah dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini mencerminkan capaian kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. IPM merupakan indikator yang disusun oleh Angka Harapan Hidup sebagai Indeks Kesehatan, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah sebagai Indeks Pendidikan dan Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebagai Indeks Hidup Layak.
Mencermati Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi: pendidikan, kesehatan dan ekonomi, Provinsi Maluku berdasarkan Kabupaten/Kota yang dimiliki, diketahui terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hal ini bisa disimak dengan membandingkan pembangunan di antara 11 Kabupaten/Kota. Artinya terjadi disparitas pembangunan di antara Kabupaten/Kota. Berdasarkan skala baku internasional, Provinsi Maluku termasuk dalam kategori IPM menengah atas. Pada kategori tersebut pula, seluruh kabupaten/kota di Maluku sudah termasuk kategori menengah atas.

Tabel 2.26.  Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	IPM
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Provinsi Maluku
	70,38
	70,96
	71,42
	71,87
	72,41
	71,42

	2
	Nasional
	71,2
	71,8
	72,3
	72,8
	73,29
	


 Sumber : BPS Provinsi Maluku 2013

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Maluku pada tahun 2013 mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Terlihat pada tabel 2.28 Kota Ambon memiliki IPM yang tinggi yakni 78,56 dan menempati peringkat satu Provinsi dan menduduki peringkat 6 secara Nasional. Ini mengindikasikan bahwa Kota Ambon masih memberikan prioritas utama bagi pembangunan manusia di daerahnya. Kemudian posisi kedua yakni Kota Tual dengan IPM sebesar 76,51. Kabupaten/Kota, sedangkan yang memiliki IPM terendah yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya yakni sebesar 66,60, sehingga diharapkan ke depan Kabupaten MBD harus mampu melakukan perbaikan pembangunan guna meningkatkan IPM di daerah tersebut.

Tabel 2.27. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
         Di Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	Kab/Kota
	IPM
	Peringkat Daerah

	1
	Ambon
	78.56
	1

	2
	Maluku Tengah
	70.86
	4

	3
	Seram Bagian Barat
	69.64
	6

	4
	Seram Bagian Timur
	68.09
	10

	5
	Buru
	70.09
	5

	6
	Buru Selatan
	68.78
	9

	7
	Malra 
	72.45
	3

	8
	Tual
	76.51
	2

	9
	Kepulauan Aru
	69.36
	7

	10
	Maluku Tenggara Barat
	68.83
	8

	11
	Maluku Barat Daya
	66.60
	11

	
	MALUKU
	71,42
	20 (Nasional)


Sumber: Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Maluku 2013

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdiri dari 4 (empat) indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan Pendapatan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terdiri dari 3 (tiga) indikator komposit yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. IPG dan IDG Provinsi Maluku mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2010 dan mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, seperti terlihat  pada gambar 2.18.






Sumber: Biro SDM Setda Maluku Tahun 2013

Gambar 2.7. Grafik Indeks Pembangunan Gender Di Provinsi Maluku 
            Tahun 2008-2012

2.2.2.3. Angka Melek Huruf (AMH)
Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf. Indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Indikator melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar. Melek huruf juga menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka melek huruf di Maluku pada tahun 2008/2009 sudah menunjukkan pencapaian yang tinggi yaitu sebesar 98,54% sampai pada tahun 2012/2013 menjadi 99,59%.
 
Tabel 2.28. Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Maluku
Tahun 2008/2009-2012/2013
	No.
	Tahun
	Angka Melek Huruf (%)

	1.
	2008/2009
	98,54

	2.
	2009/2010
	98,70

	3.
	2010/2011
	99,21

	4.
	2011/2012
	99,52

	5.
	2012/2013
	99,59


Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2013

2.2.2.4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.
Pada tabel 2.29, dapat dilihat rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dari tahun 2008-2012 mengalami perkembangan secara fluktuatif, dengan kecenderungan yang meningkat pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah mencapai 10,05. Artinya program Wajib Belajar 9 Tahun yang telah dicanangkan pemerintah, berhasil dilaksanakan dan menuju sukses berikutnya yakni program Wajib Belajar 12 Tahun. Hal ini terbukti dari meningkatnya rata-rata lama sekolah sehingga mampu menempuh pendidikan sampai kelas 3 SMP. Dalam Tabel 2.30 terlihat rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, pada tahun 2012 laki-laki 9,9 tahun dan perempuan 9,3 tahun.

Tabel 2.29. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin 
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
							
	Jenis Kelamin
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Laki-laki
	8.9
	8.9
	8.8
	9.2
	9.9

	Perempuan
	8.2
	8.3
	8.3
	8.8
	9.3

	Total
	8.6
	8.6
	9.0
	9.6
	10.05


 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2013

2.2.2.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang sangat sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD selama periode 2008-2013 memperlihatkan kecenderungan semakin membaik. Pada tahun 2008, APK PAUD sebesar 27,21% dan meningkat pada tahun 2013 47,69%. Untuk jenjang pendidikan SD APK tahun 2008 sebesar 114,69% semakin membaik menjadi 113,24% pada tahun 2013. APK jenjang pendidikan SMP tahun 2008 sebesar 88,64% dan meningkat menjadi 98,28% pada tahun 2013. Sementara APK untuk jenjang pendidikan SMA/SMK pada tahun 2008 sebesar 83,77% dan meningkat menjadi 93,77% tahun 2013.


Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2013

Gambar 2.8. Grafik Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan 
       Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

2.2.2.6. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Pada saat ini pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun dengan sasaran anak-anak usia 7-12 tahun (SD) dan 13-15 tahun (SMP). Tabel 2.30 berikut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan penurunan sejalan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. APM pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan SD mencapai 97,45%, jenjang pendidikan SMP sebesar 92,07% dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 81,19%.

Tabel 2.30.  Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	Tahun
	Jenjang Pendidikan

	
	SD
	SMP
	SMA/SMK

	2008
	90,36
	83,48
	68,50

	2009
	91,41
	85,25
	73,70

	2010
	93,78
	87,42
	76,80

	2011
	95,86
	89,08
	77,76

	2012
	97,59
	91,62
	81,72

	2013
	97,45
	92,07
	81,19


Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2013


2.2.2.7. Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan proporsi penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan merupakan indikator untuk melihat penduduk usia sekolah pada umur tertentu yang telah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama terkait dengan upaya perluasan jangkauan pelayanan pada jenjang pendidikan dasar di Provinsi Maluku. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa minat dari program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (Sembilan) Tahun di Provinsi Maluku cukup tinggi dan berhasil. Pada tahun 2008 penduduk usia 7-12 tahun yang masih aktif bersekolah sekitar 97,49%, meningkat menjadi 114,25% pada tahun 2012. Untuk penduduk usia 13-15 tahun pula meningkat dari 91,31% pada tahun 2008 menjadi 92,11% pada tahun 2012. Usia 7-15 tahun ini merupakan target pemerintah dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Secara umum semakin tinggi kelompok umur semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Pada tahun 2008 penduduk usia 16-18 tahun yang masih aktif bersekolah sebesar 72,11% pada tahun 2012 menurun menjadi 67,80%. Bila dilihat perkembangan APS Kabupaten/Kota dalam tabel 2.33 selama tahun 2012, menunjukkan bahwa:
· APS tertinggi untuk kelompok umur 7-12 tahun adalah Kota Ambon sebesar 102,21% dan terendah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 96,18%. 
· APS tertinggi untuk kelompok umur 13-15 tahun Kota Ambon sebesar 104,45% dan terendah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya 83,38%. 
· APS tertinggi untuk kelompok umur 16-18 tahun adalah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 114,44% dan terendah adalah Kota Tual sebesar 65,47%.
Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan, hal ini digambarkan pada tabel 2.31 dan 2.32 tentang angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan angka partisipasi sekolah menurut kabupaten/kota.


Tabel 2.31. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	
Tahun
	7-12 Tahun
	13-15 Tahun
	16-18 Tahun

	2008
	97,49
	91,31
	72,11

	2009
	97,86
	91,94
	72,20

	2010
	98,27
	92,86
	72,40

	2011
	98,18
	91,89 
	67,22

	2012
	114,25
	92,11
	67,80


Sumber: BPS Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 2.32. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur Menurut
Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	
Kabupaten/Kota
	7-12 Tahun
	13-15 Tahun
	16-18 Tahun

	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	97,31
	98,67
	102,15

	Kabupaten Maluku Tenggara
	98,71
	97,63
	114,44

	Kabupaten Maluku Tengah
	99,42
	98,12
	87,49

	Kabupaten Buru
	97,28
	94,41
	86,25

	Kabupaten Kepulauan Aru
	97,41
	86,25
	96,67

	Kabupaten Seram Bagian Barat
	98,36
	98,66
	89,54

	Kabupaten Seram Bagian Timur
	96,18.
	87,97
	80,57

	Kabupaten Maluku Barat Daya
	97,30
	83,38
	93,60

	Kabupaten Buru Selatan
	89,27
	84,68
	77,61

	Kota Ambon
	102,21
	104,45
	108,27

	Kota Tual
	97,38
	87,32
	65,47

	Maluku
	114,25
	92,11
	67,80


Sumber: BPS Provinsi Maluku Tahun 2013
	
2.2.2.8. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan (APT) menurut jenjang pendidikan di Provinsi Maluku selama kurun waktu 2008/2009-2011/2012 dapat dilihat pada gambar berikut:










Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2013

Gambar 2.9. Grafik Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) 
    Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

2.2.2.9. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Tabel 2.33 menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun bervariasi, pada tahun 2008 kematian bayi sebanyak 386 jiwa dari 15.171 jiwa kelahiran hidup, menurun menjadi 279 jiwa kematian bayi dari 26.028 jiwa kelahiran hidup pada tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun mengalami peningkatan yaitu 376 jiwa kematian bayi dari 28.806 jiwa kelahiran hidup menjadi 472 jiwa kematian bayi dari 33.104 jiwa kelahiran hidup pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran ibu hamil dalam melakukan kunjungan kehamilan masih kurang.

Tabel 2.33. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Provinsi Maluku 
Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kematian Bayi (Jiwa)
	386
	279
	376
	440
	472

	2
	Kelahiran Hidup (Jiwa)
	15.171
	26.028
	28.806
	31.426
	33.104

	3
	AKB (per 1000 KH)
	25
	11
	13
	14
	14

	4
	AKHB
	975
	989
	987
	986
	986


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Angka Kematian bayi di Provinsi Maluku dari tahun 2008-2012 tertinggi terjadi di Kabupaten Buru. Pada tahun 2012 AKB di Kabupaten Buru sebesar 44 per 1000 Kelahiran Hidup artinya di Kabupaten Buru pada tahun 2012 setiap 1000 bayi yang lahir hidup, ada 44 bayi (< 1 tahun) yang meninggal.  Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kematian bayi di Kabupaten Buru masih perlu mendapat perhatian, baik faktor endogen (kematian neonatal) maupun faktor eksogen(kematian post neo-natal). 
 Sebaliknya AKB di Kota Ambon pada tahun 2012 tercatat 3 per 1000 KH. Data ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya kematian bayi di Kota Ambon sudah dapat di minimalisir baik faktor endogen maupun eksogen termasuk tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak. 

Tabel 2.34. Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Ambon
	6
	6
	6
	5
	3

	2
	Maluku Tengah
	27
	5
	13
	11
	10

	3
	Seram Bagian Barat
	17
	11
	11
	7
	6

	4
	Seram Bagian Timur
	6
	13
	7
	6
	17

	5
	Buru
	61
	26
	27
	17
	44

	6
	Buru Selatan
	-
	10
	21
	61
	4

	7
	Kota Tual
	-
	27
	15
	4
	5

	8
	Maluku Tenggara
	17
	21
	16
	21
	11

	9
	Maluku Tenggara Barat
	37
	16
	12
	19
	26

	10
	Kepulauan Aru
	42
	15
	28
	20
	20

	11
	Maluku Barat Daya
	-
	1
	11
	34
	11

	Maluku
	25
	11
	13
	14
	14


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013


2.2.2.10. Angka Usia Harapan Hidup
Tabel 2.35 terlihat bahwa angka harapan hidup di Provinsi Maluku mengalami peningkatan, tahun 2008 sebesar 67,7 meningkat pada tahun 2012 sebesar 67,81 artinya pada tahun 2012, rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh penduduk Maluku sampai pada usia 67,81 tahun.  Peningkatan ini berjalan perlahan namun menunjukkan derajat kesehatan, pola hidup dan ekonomi semakin membaik, dimana sampai usia 67,81 masih dapat menjalani hidup tanpa menjadi beban bagi orang lain. 

Tabel 2.35. Angka Harapan Hidup Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Indikator
	Satuan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Angka Usia Harapan Hidup
	Tahun
	67,7
	67,7
	67,4
	67,7
	67,81

	
	
	
	
	
	
	


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013


2.2.2.11. Persentase Balita Gizi Buruk
Persentase balita gizi buruk di 11 Kabupaten/Kota pada tahun 2012, tertinggi balita gizi buruk terdapat di Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 0.50% yang artinya pada tahun 2012, dari semua Balita yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, ada 0,50% Balita yang memiliki nilai Z-Score (BB/TB) di bawah -3 Standar Deviasi atau dengan kata lain hasil perbandingan antara Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) menunjukkan nilai di bawah -3 dibawah dari Standar Deviasi yang telah ditetapkan. Sebaliknya di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tenggara tidak memiliki balita dengan status gizi buruk. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36. Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota  
 Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten / Kota
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon
	0.22
	0.10
	0.00
	0.00
	0.00

	2
	Kota Tual
	-
	2.80
	0.04
	0.12
	0.10

	3
	Kab. Maluku Tengah
	0.20
	0.70
	0.06
	0.47
	0.30

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	0.25
	0.40
	0.15
	0.02
	0.10

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	6.94
	0.00
	0.22
	0.17
	0.20

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	3.84
	0.40
	0.05
	0.05
	0.00

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	5.02
	5.40
	0.05
	0.45
	0.40

	8
	Kab. Buru
	1.78
	0.80
	0.30
	0.00
	0.40

	9
	Kab. Buru Selatan
	-
	0.70
	0.05
	0.00
	0.30

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	-
	0.80
	0.29
	0.68
	0.10

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	16.09
	25.70
	0.34
	0.07
	0.50


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

2.2.2.12. Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan Bersertifikat
Kepemilikan lahan di Provinsi Maluku secara individu mengacu pada kepemilikan klan atau marga atau kepemilikan dati pada suatu desa. Umumnya desa-desa di Provinsi Maluku dengan istilah yang berbeda pada luasan tertentu di hampir seluruh Kepulauan Maluku merupakan tanah dati. Di kawasan perkotaan telah terjadi penjualan tanah dati ke individu-individu tertentu yang kemudian dapat disertifikatkan. Data sertifikasi penduduk yang memiliki lahan belum dapat diidentifikasi dengan baik.

2.2.2.13. Persentase Penduduk Yang Bekerja
Kondisi ketenagakerjaan di Maluku masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka, dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Jumlah setengah pengangguran yang cukup besar juga mencerminkan lapangan kerja pada sektor yang digelutinya menjadi kurang produktif yang menyebabkan mereka berpendapatan rendah. Rendahnya produktivitas dan pendapatan menjadi sumber utama penyebab sebagian besar masyarakat berada dibawah garis kemiskinan (near poor). Terkait dengan itu, maka upaya menciptakan lapangan kerja baru, menjadi prioritas utama Provinsi Maluku dengan meningkatkan iklim investasi termasuk perbaikan iklim ketenagakerjaan.
Jumlah penduduk usia kerja di Maluku dalam kurun waktu 2008-2012 menunjukkan peningkatan yang signifikan, pada tahun 2008 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 890.217 orang, pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 1.035.915 orang, atau bertambah sebesar 15,32%. Bertambahnya jumlah penduduk usia kerja mengakibatkan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPK) di Provinsi Maluku dari 62,82% pada tahun 2008 menjadi 69,47% pada tahun 2011 kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 63,71%. Penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sebanyak 499.555 orang, pada tahun 2011 meningkat menjadi 650.112 orang dan pada tahun 2012 jumlah penduduk yang bekerja menurun sebesar 610.362 orang.

Tabel 2.37. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama
  Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Kegiatan Utama
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012*)

	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
	890.217
	910.844
	979.714
	1.010.287
	1.035.915

	Angkatan Kerja
	559.238
	596.030
	651.339
	701.893
	659.953

	-   Bekerja
	499.555
	533.015
	586.430
	650.112
	610.362

	-   Pengangguran Terbuka
	69.684
	63.015
	64.909
	51.781
	49.591

	Bukan Angkatan Kerja
	330.978
	314.814
	328.375
	308.394
	375.962

	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  (TPAK %)
	62,82
	65,44
	66,48
	69,47
	63,71

	Tkt Pengangguran Terbuka (TPT %)
	10,67
	10,57
	9,97
	7,38
	7,51


Sumber: BPS Provinsi Maluku 2013.      Ket :   *) = Data Agustus 2012

Tabel 2.38 menunjukkan komposisi jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja, telah terjadi penurunan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka di Maluku yaitu dari 69.684 orang (10,67%) pada tahun 2008 menjadi 51.781 orang (7,38%) pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 jumlah pengangguran menurun menjadi 49.591 orang sedangkan tingkat pengangguran meningkat (7,51%). Lebih tingginya tingkat pengangguran pada tahun 2012 dibandingkan dengan tingkat pengangguran pada tahun 2011, selain disebabkan karena terjadinya penurunan jumlah angkatan kerja dari 701.893 orang`pada tahun 2011 menjadi 659.953 orang pada tahun 2012, juga karena angkatan kerja yang bekerja berkurang dari 650.112 orang pada tahun 2011 menjadi 610.362 orang pada tahun 2012.

Tabel 2.38.  Rasio Penduduk Yang Bekerja Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Penduduk yang bekerja
	Orang
	499.555
	533.015
	586.430
	650.112
	610.362

	2
	Angkatan kerja
	Orang
	559.239
	596.030
	651.339
	701.893
	659.953

	3
	Rasio Penduduk angkatan kerja
	%
	89,33
	89,43
	90,03
	92,62
	92,49


Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013
Tabel 2.39. Rasio Penduduk Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja 
                    Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	Golongan Umum
	Angkatan Kerja
	Jumlah

	
	Bekerja
	Mencari Pekerjaan
	

	15-19
	77,96
	22,04
	100,00

	20-24
	72,75
	27,25
	100,00

	25-29
	89,03
	10,97
	100,00

	30-34
	95,34
	4,66
	100,00

	35-39
	96,60
	3,40
	100,00

	40-44
	97,67
	2,33
	100,00

	45-49
	98,23
	1,77
	100,00

	50-54
	99,07
	0,93
	100,00

	55-59
	99,10
	0,90
	100,00

	60+
	99,11
	0,89
	100,00

	TOTAL
	92,49
	7,51
	100,00


   Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga
2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian dan Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku tahun 2013 menjelaskan jumlah grup kesenian (sanggar) sesuai data tahun 2007 berjumlah 91 grup.  Sampai tahun 2014 jumlah sanggar seni yang aktif sebanyak 43 sanggar. Untuk mendukung aktivitas sanggar seni, sarana pendukung kesenian ditahun 2014 berjumlah 6 gedung yaitu: 3 (tiga) Gedung Teater untuk penyelenggaraan seni pertunjukan;        1 (satu) Gedung Pameran; 1 (satu) Gedung Sanggar Tari (untuk seniman berlatih); dan 1 (satu) Gedung Musik. 

2.3 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Fokus Layanan Urusan Wajib
Fokus layanan urusan wajib diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perencanaan pembangunan dll.

2.3.1.1. Pendidikan
1) Pendidikan Dasar
a. Angka Partisipasi Sekolah
Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2008-2013. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD usia 6-12 tahun mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2008 sebesar 99 menjadi meningkat sebesar 100 pada tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 95 pada tahun 2013. Demikian pula Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP usia 13-15 tahun meningkat dari 74 pada tahun 2008 menjadi 75 pada tahun 2013.




Tabel 2.40. Angka Partisipasi Sekolah Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	No
	Tahun
	Jenjang Pendidikan

	
	
	SD
	SMP

	1.
	2008
	99
	74

	2.
	2009
	99
	74

	3.
	2010
	99
	74

	4.
	2011
	100
	74

	5.
	2012
	97
	73

	6.
	2013
	95
	75



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2013

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2012 berdasarkan kelompok umur 6-12 tahun (SD) dan kelompok umur 13-15 tahun (SMP). Kabupaten/Kota dengan APS kelompok umur 7-12 tahun (SD) yang tertinggi untuk adalah Kota Ambon sebesar 102,21% dan terendah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 96,18%. Sedangkan untuk APS kelompok umur 13-15 tahun (SMP) tertinggi untuk Kota Ambon sebesar 104,45% dan terendah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya 83,38%. 

Tabel 2.41. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur
                       Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	
Kabupaten/Kota
	7-12 Tahun
	13-15 Tahun

	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	97,31
	98,67

	Kabupaten Maluku Tenggara
	98,71
	97,63

	Kabupaten Maluku Tengah
	99,42
	98,12

	Kabupaten Buru
	97,28
	94,41

	Kabupaten Kepulauan Aru
	97,41
	86,25

	Kabupaten Seram Bagian Barat
	98,36
	98,66

	Kabupaten Seram Bagian Timur
	96,18.
	87,97

	Kabupaten Maluku Barat Daya
	97,30
	83,38

	Kabupaten Buru Selatan
	89,27
	84,68

	Kota Ambon
	102,21
	104,45

	Kota Tual
	97,38
	87,32

	Maluku
	97,35
	92,11


       Sumber: BPS Provinsi Maluku 2013

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah tertentu. Selama periode 2008-2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2008 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar sebesar 80.78 kemudian pada tahun 2011 menjadi 78.82 dan terjadi kenaikan menjadi 79.09 pada tahun 2013. Selanjutnya rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP pada tahun 2008 sebesar 65 dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 69.25.

Tabel 2.42.  Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
  Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	No
	Jenjang pendidikan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	SD
	80.78
	81.03
	81.60
	78.82
	80.28
	79.09

	2.
	SMP
	65
	65.02
	65.17
	65.05
	65.29
	69.25


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku 2013
c. Rasio Guru Terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid di Provinsi Maluku pada tahun 2008-2013 mengalami perbaikan. Tahun 2008, rasio guru terhadap murid pada jenjang SD sebesar 24 dan tahun 2012 turun menjadi 14, artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani 14 murid. Pada tingkat SMP tahun 2008 sebesar 14 dan mengalami penurunan menjadi 13 pada tahun 2012. Rasio guru terhadap murid pada kedua jenjang tersebut rata-rata masih dibawah 25, yang berarti bahwa proses belajar mengajar masih berlangsung secara optimal sebab rasio maksimal/ideal adalah 25 murid untuk seorang guru.












Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.10.  Grafik Rasio Guru Terhadap Murid SD dan SMP Provinsi Maluku Tahun 2008-2013


Sedangkan rasio murid terhadap guru menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku tahun 2012 dapat digambarkan bahwa rasio murid terhadap guru SD pada Kabupaten/Kota tertinggi adalah kabupaten Maluku Tenggara Barat 24, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat 22 dan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Timur 21. Rasio Murid terhadap guru menurut Kabupaten/Kota terendah adalah Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon 13.
Sementara rasio murid terhadap guru SMP pada kabupaten/kota tertinggi adalah kabupaten Kepulauan Aru 20 dan terendah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 9. Untuk rasio murid terhadap guru SMA pada kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Seram Bagian Barat 38 dan terendah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 7. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan SD dan SMP berlangsung optimal sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA proses belajar mengajar belum optimal karena rasio murid terhadap guru lebih dari 25.













Tabel 2.43.  Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	Kabupaten/Kota
	SD
	SMP
	SMA

	Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
	24
	9
	7

	Kabupaten Maluku Tenggara
	21
	11
	9

	Kabupaten Maluku Tengah
	14
	10
	12

	Kabupaten Kepulauan Aru
	13
	20
	4

	Kabupaten Buru
	15
	19
	13

	Kabupaten Seram Bagian Barat
	22
	14
	38

	Kabupaten Seram Bagian Timur
	21
	10
	8

	Kabupaten Maluku Barat Daya
	13
	12
	11

	Kabupaten Buru Selatan
	22
	13
	17

	Kota Ambon
	13
	10
	19

	Kota Tual
	18
	14
	16


Sumber : Maluku Dalam Angka 2013


d. Rasio Guru Per Murid Per Kelas Rata-Rata
Rasio Guru Per Murid Per Kelas Rata-Rata adalah jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas bagi jumlah murid pendidikan dasar dikali 10.000. Rasio guru per murid per kelas rata-rata pada tingkat SD di Provinsi Maluku tahun 2008/2009 sebesar 30.17 dan menurun 23.74 pada tahun 2011/2012 pada jenjang pendidikan SMP rasio guru per murid per kelas rata-rata tahun 2008/2009 sebesar 31.48 dan menurun menjadi 26.25 pada tahun 2011/2012.

Tabel 2.44.  Rasio Guru Per Murid Per Kelas Rata-Rata 
                    Provinsi Maluku Tahun 2008/2009-2011/2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012

	1
	SD

	
	· Jumlah Ruang kelas
	5.568
	5.755
	5.755
	10.410

	
	· Jumlah Murid
	167.991
	172.859
	174.913
	247.127

	
	· Jumlah Guru
	9.064
	9.618
	10.285
	15.995

	
	· Rasio
	30.17
	30.04
	30.39
	23.74

	2
	SMP

	
	· Jumlah Ruang kelas
	1.905
	2.095
	2.029
	3.430

	
	· Jumlah Murid
	59.977
	65.647
	63.630
	90.039

	
	· Jumlah Guru
	3.446
	4.429
	4.499
	7.180

	
	· Rasio
	31.48
	31.34
	31.36
	26.25


 Sumber: Maluku Dalam Angka 2013

2) Pendidikan Menengah
a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat pendidikan menengah di Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2008-2013 mengalami penambahan dan pengurangan, pada tahun 2008 untuk kelompok umur   16-18 tahun, sebesar 45% mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 27% dan kemudian APS mengalami peningkatan sampai mencapai 43% pada tahun 2013. Persentase APS ini,  masih jauh diatas Angka Partisipasi Sekolah (APS) Nasional yaitu 57,85%.

Tabel 2.45.  Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Maluku
  Tahun 2008-2013
	Tahun
	Jenjang Pendidikan

	
	SMA/SMK

	2008
	45

	2009
	27

	2010
	35

	2011
	36

	2012
	42

	2013
	43


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013


b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Perbandingan antara murid dan sekolah mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK. Selama periode 2008-2013, daya tampung sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 rasio ketersediaan sekolah sebesar 0,24 meningkat menjadi 0,30 pada tahun 2013.










Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.11.  Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah 
      Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013



c. Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK
Rasio guru terhadap murid SMA/SMK pada tahun 2008-2013 mengalami penambahan dan pengurangan. Pada tahun 2008 rasio guru terhadap murid pada jenjang SMA/SMK sebesar 22 dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 16 artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani atau mengawasi 16 murid.









 


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.12. Grafik Rasio Guru Terhadap Murid Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

d.  Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMA/SMK pada tahun 2008-2013 mengalami penambahan dan pengurangan. Tahun 2008, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada jenjang SMA/SMK sebesar 33 dan mengalami penurunan pada tahun 2011-2012 menjadi 31, pada tahun 2013 terjadi peningkatan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sebesar 33.












Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.13. Grafik Rasio Guru Terhadap Murid Per Rata-rata 
  Di Provinsi MalukuTahun 2008-2013


e.  Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
Penduduk Provinsi Maluku yang berusia di atas 15 tahun tidak buta aksara mencapai 99,64%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan masyarakat Maluku untuk baca tulis sudah sangat baik. Dengan demikian dapat berpengaruh terhadap kualitas SDM masyarakat Maluku untuk dapat melamar dan mencari pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan skill yang dimiliki.



Tabel 2.46. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	No
	Tahun
	Angka Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

	1.
	2008/2009
	98,54

	2.
	2009/2010
	98,70

	3.
	2010/2011
	99,21

	4.
	2011/2012
	99,52

	5.
	2012/2013
	99,64


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Fasilitas Pendidikan
Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu penyediaan sarana pendidikan yang nyaman untuk proses belajar mengajar merupakan keharusan.

a. Sekolah Pendidikan SD Kondisi Ruang Kelas Baik
Tabel 2.48 menunjukkan bahwa laju peningkatan kondisi ruang kelas dalam kondisi baik dari tahun 2008 sebesar 53,1% menjadi 68,61% pada tahun 2013. Data ini menunjukkan adanya perbaikan ruang kelas secara perlahan untuk menuju peningkatan kualitas proses belajar mengajar.  


Tabel 2.47. Sekolah Pendidikan SD Ruang Kelas Baik di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jml Rg. Kelas SD Kondisi Baik
	4,043
	4,165
	4,797
	5,153
	5,490
	6,128

	2
	Jml Rg. Kelas Seluruh SD
	7,613
	7,765
	7,783
	7,895
	8,062
	8,931

	3
	Sekolah SD Kondisi Baik (%)
	53.1
	58.9
	61.63
	65.27
	68.10
	68.61


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik
Kondisi ruang kelas yang baik untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2008-2013 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sebesar 71,2% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 85,34%.

    Tabel 2.48. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Ruang Kelas Baik Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Jml Rg. Kelas SMP/MTs Kondisi Baik
	1,883
	2,218
	2,497
	2,572
	3,232
	3,295

	2
	Jml Rg. Kelas Seluruh SMP/MTs
	2,653
	3,077
	3,488
	3,519
	3,815
	3,861

	3
	Sekolah SMP /MTs Kondisi Baik (%)
	71.2
	72.08
	71.6
	73.08
	84.72
	85.34


  Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

c. Jumlah Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA 
Jumlah sekolah pendidikan jenjang SMA/SMK pada tahun 2008/2009-2011/2012, pada tahun 2008/2009 jumlah sekolah SMA sebanyak 90 dan jumlah ruang kelas SMA sebanyak 838 naik menjadi 253 jumlah sekolah SMA dan 1.800 ruang kelas SMA pada tahun 2012. Hal ini dapat digambarkan pada tabel 2.49 sebagai berikut.
Tabel 2.49. Jumlah Sekolah Pendidikan SMA/SMK Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Indikator
	Tahun

	
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012

	1.
	Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA
	90
	98
	98
	253

	2.
	Jumlah Ruang Kelas SMA/SMK/MA
	838
	982
	1.231
	1.800


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

4)  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 0 tahun sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tabel 2.50. Pendidikan Anak Usia Dini Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012

	1
	Jumlah Sekolah
	20
	21
	21
	21

	2
	Jumlah Guru
	32
	32
	32
	32

	3
	Jumlah Murid
	689
	669
	569
	569


Sumber : Maluku Dalam Angka 2013
Program pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini harus ditunjang oleh ketersediaan jumlah lembaga dan jumlah pendidik. Jumlah lembaga PAUD di Maluku, terbanyak di Kabupaten Maluku Tengah yaitu 214 lembaga PAUD dengan peserta didik sebanyak 4.372, hal ini tidak sebanding dengan jumlah pendidik, bila dibandingkan dengan Kota Ambon lembaga PAUD sebanyak 160, dan peserta didik 4.375 serta jumlah pendidik sebanyak 554 lebih banyak dari jumlah pendidik di Maluku Tengah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.51. Jumlah Lembaga PAUD, Jumlah Pendidik dan Peserta Didik
   Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku  
	No
	Kabupaten/Kota
	Lembaga PAUD
	Jumlah Pendidik
	Peserta Didik

	1.
	Ambon
	160
	554
	4.372

	2.
	Maluku Tengah
	214
	416
	4.752

	3.
	Seram Bagian Barat
	110
	57
	408

	4.
	Seram Bagian Timur
	119
	116
	789

	5.
	Buru
	88
	202
	2.005

	6.
	Buru Selatan
	20
	58
	669

	7.
	Maluku Tenggara
	142
	293
	3.790

	8.
	Tual
	92
	238
	2.434

	9.
	Kepulauan Aru
	20
	79
	811

	10.
	Maluku Tenggara Barat
	29
	155
	1.024

	11.
	Maluku Barat Daya
	32
	43
	297

	Maluku
	1.026
	2.211
	2.151


Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

5)  Persentase Putus Sekolah
Persentase putus sekolah pada usia sekolah 7-12 tahun (SD), usia 13-15 tahun (SMP) dan usia 16-18 tahun (SMA) di Provinsi Maluku selama periode 2008/2009-2011/2012 mengalami penambahan dan pengurangan. Persentase putus sekolah usia 7-12 tahun (SD) pada tahun 2008/2009 sebesar 0,13% dan pada tahun 2011/2012 mengalami penurunan menjadi 0,07%. Demikian halnya dengan persentase putus sekolah pada usia 13-15 tahun (SMP) mengalami penurunan pada tahun 2008/2009 sebesar 0,14% menjadi 0,02% pada tahun 2011/2012. Persentase putus sekolah usia 16-18 tahun mengalami penurunan dari 0,12% pada tahun 2008/2009 menjadi 0,07% pada tahun 2010/2011 kemudian meningkat pada tahun 2011/2012 sebesar 0,09%.

Tabel 2.52. Persentase Murid Putus Sekolah Provinsi Maluku Tahun 2008/2009-2011/2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012

	1
	SD

	
	· Jumlah Murid
	241.479
	246.019
	240.479
	247.127

	
	· Murid Putus Sekolah
	306
	234
	277
	166

	
	· Persentase
	0,13
	0,10
	0,12
	0,07

	2
	SMP

	
	· Jumlah Murid
	82.208
	87.778
	85.354
	90.039

	
	· Murid Putus Sekolah
	118
	118
	20
	20

	
	· Persentase
	0,14
	0,13
	0,02
	0,02

	3
	SMA

	
	· Jumlah Murid
	55.629
	56.499
	69.093
	61.000

	
	· Murid Putus Sekolah
	69
	69
	50
	52

	
	· Persentase
	0,12
	0,12
	0,07
	0,09


Sumber: Maluku Dalam Angka 2013




6)  Angka Kelulusan
Jumlah kelulusan menurut jenjang pendidikan di Provinsi Maluku selama kurun waktu 2008/2009-2011/2012 yaitu jumlah kelulusan SD pada tahun 2008/2009 sebesar 30,281 dan pada tahun 2011/2012 jumlah kelulusan sebesar 31,862. Jumlah kelulusan SMP pada tahun 2008/2009 sebesar 22,559 dan pada tahun 2011/2012 jumlah kelulusan sebesar 30.786. Jumlah kelulusan SMA pada tahun 2008/2009 sebesar 17,284 dan pada tahun 2011/2012 jumlah kelulusan sebesar 26,343.


Sumber : Maluku Dalam Angka 2013

Gambar 2.14. Grafik Jumlah Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Maluku
  Tahun 2008/2009-2011/2012
Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di Provinsi Maluku selama kurun waktu         2008/2009-2011/2012 yaitu angka kelulusan SD selama lima tahun berturut-turut (2008/2009-2012/2013) capaian angka kelulusan 100%. Angka kelulusan SMP sebesar 92.96% pada tahun 2008/2009 naik menjadi 99,69% pada tahun 2010/2011 dan menurun menjadi 97,76% pada tahun 2012/2013. Untuk tingkat SMA/SMK angka kelulusan pada tahun 2008/2009 sebesar 99,53% untuk SMA dan 95,77% untuk SMK, kemudian meningkat menjadi 99,03% untuk SMA dan 99,74% untuk SMK pada tahun 2012/2013.

Tabel 2.53. Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Maluku
   Tahun 2008/2009-2011/2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun
	

	
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012
	2012/2013

	1
	Jumlah Kelulusan SD (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Jumlah Kelulusan SMP (%)
	92.96
	99.63
	99.69
	99.79
	97,76

	3
	Jumlah Kelulusan SMA (%)
	99.53
	93.00
	99,17
	99,63
	99,03

	4
	Jumlah Kelulusan SMK (%)
	95.77
	98.90
	99.95
	96.60
	99,74


 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013  

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mengajar dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolah, sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2008/2009-2011/2012, untuk guru SD selama lima tahun 2008/2009-2011/2012 persentase kualifikasi   S1/D-IV mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2008/2009 sebesar 90,37% dan meningkat menjadi 97,58% pada tahun 2011/2012. Untuk guru SMP pada tahun 2008/2009 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 92,96% dan meningkat menjadi 99,79% pada tahun 2011/2012. Untuk guru SMA pada tahun 2008/2009 guru yang memenuhi kualifikasi sebesar 99,53% meningkat menjadi 99,63% pada tahun 2011/2012. Untuk guru SMK pada tahun 2008/2009 guru yang memenuhi kualifikasi sebesar 95,77% meningkat menjadi 96,60% pada tahun 2011/2012.

Tabel 2.54.  Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 
                     Di Provinsi Maluku Tahun 2008/2009-2011/2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008/2009
	2009/2010
	2010/2011
	2011/2012

	1.
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV(SD)
	90,37
	93,35
	95,83
	97,58

	2.
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SMP)
	92.96
	99.63
	99.69
	99.79

	3.
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SMA)
	99.53
	93.00
	99.17
	99.63

	4.
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (SMK)
	95.77
	98.90
	99.95
	96.60


Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

7)  Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur
Selama periode 2008-2012, perkembangan kinerja aparatur di Provinsi Maluku mengalami peningkatan. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang membentuk profesionalisme aparatur. Pendidikan dan pelatihan yang meliputi pembinaan, pembentukan karakter, pengembangan mind set serta menambah skill, attitude dan knowledge akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja aparatur di Provinsi Maluku.
Jenis-jenis diklat yang dilaksanakan selama tahun 2008-2012, sesuai dengan hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku yang meliputi diklat struktural/penjenjangan, diklat teknis dan fungsional serta diklat substansi manajemen pemerintahan.

Tabel 2.55. Data Aparatur Pelaksanaan Diklat Lingkup Pemerintah 
         Provinsi Maluku dan  Kabupaten Kota Se-Maluku
	No.
	Jenis Diklat
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat
	Ket.

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	1.
	Diklat Struktural/Penjenjangan
a). Diklat PIM Tk. III
b). Diklat PIM Tk. IV
c). Diklat Prajabatan Gol. III
d). Diklat Prajabatan Gol. I dan II
	
67
132
637
1370
	
60
176
1399
3995
	
101
144
2330
2856
	
31
136
2563
2230
	
30
357
1738
1837
	

	Total
	2206
	5630
	5431
	4960
	3962
	

	
2.
	Diklat Teknis
a). Diklat Kurikulum dan Silabi
b). Diklat Pengelolaan Barang              Daerah
c). Diklat Akuntansi Keuangan Daerah
d). Diklat Bendahara Pengeluaran
e). Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah
	40
-

-
-
-
	-
-

30
-
-
	-
30

-
-
-
	-
-

30
30
-
	-
-

-
30
30
	

	Total
	40
	30
	30
	60
	60
	

	3.
	Diklat Fungsional
a). Diklat dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b). Lokakarya Penyusunan Renstra
c). Advance Training Penyusunan      Renstra
d). Diklat Perencana Muda
	
-

52
52

-
	
429

-
-

30
	
407

-
-

-
	
547

-
-

-
	
408

-
-

-
	


	Total
	104
	459
	407
	547
	408
	

	4.
	Diklat Substantif Manajemen Pemerintahan
a). Diklat Sekretaris Desa
b). Diklat Tata Pemerintahan
c). Diklat Tranformasi Publik
d). Diklat Uji Coba Modul
e). Diklat Good Governance 
f).  Diklat Sat-Pol PP
	
-
-
-
30
40
-
	
-
32
31
-
-
-
	
30
-
-
-
-
-
	
-
-
-
-
-
-
	
-
-
-
75
-
-
	

	Total
	70
	63
	30
	-
	75
	


Sumber: Badan DIKLAT Provinsi Maluku Tahun 2013

Upaya meningkatkan SDM Aparatur di Provinsi Maluku melalui pendidikan dan pelatihan selama periode 2008-2012 telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap perbaikan kinerja aparatur di Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan kinerja aparatur yang semakin baik. Untuk itu, peningkatan terhadap SDM aparatur melalui kediklatan akan terus-menerus dilakukan di Provinsi Maluku selama 5 tahun ke depan (2014-2019), melalui penyelenggaraan diklat yang berbasis kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2013. Selain itu UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, para aparatur dituntut kinerjanya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Sehubungan dengan itu, Lembaga Diklat yang memiliki fungsi dan peranan dalam membentuk aparatur yang profesional dan memiliki kinerja yang baik guna mewujudkan Good Governance di Provinsi Maluku.

2.3.1.2. Kesehatan
1) Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Rasio posyandu per satuan balita di Provinsi Maluku pada tahun 2008-2012 setiap tahunnya menunjukan perubahan, hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah balita pada satu wilayah yang di layani oleh posyandu disesuaikan dengan aktifitas Ibu-ibu PKK atau puskesmas terdekat dan tingginya tingkat kelahiran. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2008 menunjukkan 1.478 posyandu melayani 155.023 balita atau rasio posyandu per 1000 balita sebesar 9.5. Lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.56. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Posyandu
	Unit
	1.478
	1.800
	2.054
	2.229
	2.177

	2
	Jumlah Balita
	Jiwa
	155,023
	209,601
	119,239
	215,655
	189,882

	3
	Rasio Posyandu Per Satuan Balita
	Per 1000 Balita
	9.5
	8.5
	17.2
	10.3
	11.5


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Jumlah posyandu dan balita menurut Kabupaten/Kota menunjukan Rasio Posyandu per 1000 balita tertinggi ada pada Kota Tual yaitu sebesar 32 per 1000 balita yang ada pada tahun 2012 dengan estimasi jumlah balita pada tahun tersebut sebanyak 6,333 dan jumlah Posyandu 205 unit, berarti 1 unit Posyandu dapat melayani 31 balita, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 Balita terendah ada di Kota Ambon, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.57. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kabupaten/Kota 
  Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Posyandu
	Jumlah balita
	Rasio

	1
	Kota Ambon
	286
	46,783
	6

	2
	Kota Tual
	205
	6,333
	32

	3
	Kab.Maluku Tengah
	429
	40,899
	10

	4
	Kab.Seram Bagian Timur
	163
	9,579
	17

	5
	Kab.Seram Bagian Barat
	198
	18,040
	11

	6
	Kab.Maluku Tenggara
	220
	13,535
	16

	7
	Kab.Maluku Tenggara Barat
	124
	13,340
	9

	8
	Kab.Buru
	124
	12,545
	10

	9
	Kab.Buru Selatan
	97
	6,428
	15

	10
	Kab.Maluku Barat Daya
	180
	11,414
	16

	11
	Kab.Kepulauan Aru
	151
	10,986
	14

	Jumlah
	2177
	189,882
	11


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013






2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk
Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per 1000 penduduk di Provinsi Maluku pada tahun 2008 adalah 0,23 dan mengalami peningkatan menjadi 0,44 pada tahun 2012. Dimana dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 1.608.786 jiwa dan jumlah Puskesmas sebanyak 176 maka Rasio puskesmas per 1000 penduduk sebesar 0,11 artinya 1 unit Puskesmas dapat melayani 9.140 penduduk. Berdasarkan target Indonesia Sehat dan Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk di Maluku 11.43 dengan estimasi jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 1.662.965 dan jumlah puskesmas yang sudah teregistrasi pada tahun tersebut sebanyak 190, maka jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 berarti Rasio puskesmas per 1000 penduduk sudah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar Masyarakat di Maluku.   


Tabel 2.58. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk 
        Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Puskesmas
	Unit
	100
	153
	153
	172
	176

	2
	Jumlah Poliklinik
	Unit
	17
	22
	22
	22
	22

	3
	Jumlah Pustu
	Unit
	208
	579
	406
	450
	521

	4
	Jumlah Penduduk
	Jiwa
	1,440,014
	1,457,070
	1,533,506
	1,581,278
	1.608.786

	5
	Rasio
	per 1000 penduduk
	0.23
	0.52
	0.38
	0.42
	0.44


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Salah satu upaya pemerintah Provinsi Maluku dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Pada tahun 2008 jumlah rumah sakit di Maluku sebanyak 17 unit, pada tahun 2012 meningkat menjadi 22 unit. Sedangkan rasio rumah sakit per satuan penduduk lima tahun terakhir (2008-2012) sebesar 0,01. Pada Tahun 2012 dengan jumlah penduduk sebanyak  1,608,786  jiwa,  22 unit Rumah Sakit dengan 1.844 Tempat Tidur (TT) seperti yang terlihat pada Tabel 2.59 maka sesuai Target Indonesia Sehat, 1 TT untuk 1000 penduduk berarti Jumlah Tempat Tidur yang ada pada tahun 2012 sudah mencukupi kebutuhan masyarakat di Maluku, namun kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau, maka dengan jumlah Rumah Sakit yang ada masih belum dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan Pembangunan Kesehatan berbasis Gugus Pulau maka pada setiap Pusat Gugus akan dibangun Rumah Sakit Pratama.


Tabel 2.59.  Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru-Paru dan Penyakit Khusus lainnya milik Pemerintah
	1
	1
	1 (62 TT)
	1 (62 TT)
	1 (76 TT)

	2
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI
	4
	4
	4 (59 TT)
	3 (200 TT)
	3 (261 TT)

	3
	Jumlah Rumah Sakit Pemprov dan Pemkab/Kota
	7
	10
	10 (988 TT)
	11 (1.011 TT)
	12 (1109 TT)

	4
	Jumlah Rumah Sakit Swasta
	5
	5
	5 (418 TT)
	6 (395 TT)
	6 (398 TT)

	No


	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	5
	Jumlah Seluruh Rumah Sakit
	17
	20
	20 (1527 TT)
	21 (1668 TT)
	22 (1844 TT)

	6
	Jumlah Penduduk
	1,440,014
	1,457,070
	1,533,506
	1,581,278
	1.608.786

	7
	 Rasio per 1000 penduduk
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

      Tabel 2.60. Jumlah Rumah Sakit Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2010
	NO
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Penduduk Thn 2011
	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)
	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah
	Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI
	Rumah Sakit Swasta
	Total

	
	
	
	Jmlh
	Rasio
	Jmlh
	Rasio
	Jmlh
	Rasio
	Jmlh
	Rasio
	Jmlh
	Rasio

	1
	Kota Ambon
	331,254
	1
	0.003
	1
	0.003
	3
	0.009
	4
	0.012
	9
	0.03

	2
	Kota Tual
	58,082
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Kab.Maluku Tengah
	361,698
	3
	0.008
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	0.01

	4
	Kab.Seram Bagian Timur
	99,065
	1
	0.010
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0.01

	5
	Kab.Seram Bagian Barat
	164,656
	1
	0.006
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0.01

	6
	Kab.Maluku Tenggara
	96,442
	1
	0.010
	-
	-
	-
	-
	1
	0.010
	2
	0.02

	7
	Kab.Maluku Tenggara Barat
	105,341
	2
	0.019
	-
	-
	-
	-
	1
	0.009
	3
	0.03

	8
	Kab.Buru
	108,445
	1
	0.009
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0.01

	9
	Kab.Buru Selatan
	53,671
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Kab.Maluku Barat Daya
	70,714
	-
	0.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Kab.Kepulauan Aru
	84,138
	1
	0.012
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	0.01

	Jumlah
	1,533,506
	11
	0.007
	1
	0.001
	3
	0.002
	6
	0.004
	21
	0.01


     Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

4) Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Maluku pada tahun 2008 jumlah dokter 184 orang dengan rasio 0,13 dan meningkat menjadi 376 orang dokter dengan rasio 0,23 pada tahun 2012. Hal ini berarti pada tahun 2008, seorang dokter umum dapat melayani 7.601 penduduk, sedangkan pada tahun 2012 dengan bertambahnya jumlah dokter maka 4.380 penduduk dilayani oleh 1 orang tenaga dokter umum. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Target Indonesia Sehat, Rasio dokter umum adalah 40 per 100.000 penduduk jika target ini dikonversikan dengan jumlah penduduk tahun 2012, maka jumlah dokter umum yang dibutuhkan sebanyak 659 orang. Namun jumlah dokter yang ada pada tahun 2012 hanya 376 orang. Hal ini berarti Provinsi Maluku masih membutuhkan tenaga Dokter Umum sebanyak 283 orang pada tahun 2012.

Tabel 2.61. Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Dokter Umum
	orang
	184
	345
	317
	390
	376

	2
	Jumlah Penduduk
	jiwa
	1,398,613
	1,457,070
	1,509,994
	1,533,506
	1,647,118

	3
	Rasio Dokter per satuan penduduk
	per 1.000 penduduk
	0.13
	0.24
	0.21
	0.25
	0.23


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 2.62. Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2010
	No
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Penduduk
	Jumlah Dokter
	Rasio

	1
	Kota Ambon
	331,254
	133
	0.40

	2
	Kota Tual
	58,082
	13
	0.22

	3
	Kab.Maluku Tengah
	361,698
	175
	0.48

	4
	Kab.Seram Bagian Timur
	99,065
	42
	0.42

	5
	Kab.Seram Bagian Barat
	164,656
	25
	0.15

	6
	Kab.Maluku Tenggara
	96,442
	41
	0.43

	7
	Kab.Maluku Tenggara Barat
	105,341
	36
	0.34

	8
	Kab.Buru
	108,445
	28
	0.26

	9
	Kab.Buru Selatan
	53,671
	9
	0.17

	10
	Kab.Maluku Barat Daya
	70,714
	16
	0.23

	11
	Kab.Kepulauan Aru
	84,138
	29
	0.34

	
	Jumlah
	1,533,506
	547
	0.36


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

5) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Jumlah tenaga medis di Provinsi Maluku dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan pada tahun 2008 jumlah tenaga medis sebanyak 265 orang dan tahun 2012 menjadi 544 orang. Rasio tenaga medis per satuan penduduk juga mengalami peningkatan 0,19 pada tahun 2008 menjadi 0,33 pada tahun 2012.

Tabel 2.63.  Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Tenaga medis
	orang
	265
	482
	482
	547
	544

	2
	Jumlah penduduk
	jiwa
	1,440,014
	1,457,070
	1,533,506
	1,581,278
	1.608.786

	3
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk
	per 1000 penduduk
	0.19
	0.33
	0.32
	0.36
	0.33


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

6) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Data cakupan kebidanan dari Dinas Kesehatan pada tahun 2008-2012 menggambarkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive pada tahun 2008 sebanyak 792 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 29,88%, sementara pada tahun 2012 jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive 2.298 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 27,43%. 

Tabel 2.64. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan definitive di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
	Kasus
	792
	1.031
	1.458
	1.662
	2.298

	2
	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
	Kasus
	2.651
	7.725
	7.500
	8.303
	8.378

	3
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
	%
	29.88
	13.35
	19.44
	20.02
	27.43


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

7) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Maluku yaitu 63,18% pada tahun 2008 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 20.970 ibu bersalin (jiwa), sedangkan pada tahun 2012 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 78,89% dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 31.056 jiwa.


Tabel 2.65. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki
   Kompetensi Kebidanan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
	Orang
	20,970
	23,980
	23,136
	28,155
	31,056

	2
	Jumlah sasaran ibu bersalin di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
	Orang
	33,193
	30,819
	33,610
	38,845
	39,367

	3
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	%
	63.18
	77.81
	68.84
	72.48
	78.89


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

8) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tabel 2.66 menunjukkan cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Maluku tahun 2008-2012. Jumlah desa/kelurahan pada tahun 2008 sebanyak 812 dan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu sebesar 44,21%. Sementara pada tahun 2012 jumlah desa/kelurahan UCI yaitu 655 desa/kelurahan dengan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu sebesar 56,03%.

Tabel 2.66. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 
         Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang Urusan
	Tahun

	
	
	Satuan
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah desa/Kelurahan UCI
	Desa
	359
	420
	678
	718
	655

	2
	Jumlah seluruh desa/kelurahan
	Desa
	812
	906
	1081
	1130
	1169

	3
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	%
	44.21
	46.36
	62.72
	63.54
	56.03


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Cakupan balita gizi buruk di Provinsi Maluku yang mendapat perawatan pada tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 58,22% dan meningkat menjadi 98,48% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang meliputi kegiatan Posyandu, Pos Pembinaan Terpadu (posbindu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes),  maupun upaya  peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta adanya perbaikan dalam manajemen kesehatan terutama sistem pencatatan dan pelaporan.

          Tabel 2.67. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Provinsi Maluku 
Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
	Orang
	177
	351
	105
	370
	195

	2
	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama 
	Orang
	304
	403
	260
	386
	198

	3
	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 
	%
	58.22
	87.10
	40.38
	95.85
	98.48


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013


9)  Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2013 yang digambarkan pada tabel 2.68 menunjukkan bahwa jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di Provinsi Maluku tahun 2008 sebanyak 2.937 orang, sementara jumlah yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan sebanyak 1.124 penderita. Untuk tahun 2012 jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di Provinsi Maluku berjumlah 3.459 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama satu bulan berjumlah 2.523 penderita. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) meningkat dari 38% pada tahun 2008 menjadi 73% pada tahun 2012.

Tabel 2.68. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit 
        TBC BTA  (+) Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerjasama 1 bulan
	Orang
	1.124
	2.014
	2.175
	2.438
	2.523

	2
	Jumlah perkiraan Penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama
	Orang
	2.937
	3.060
	3.171
	3.220
	3.459

	3
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
	%
	38
	66
	69
	76
	73


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013




10)  Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2010 yaitu 34 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 34 kasus, dan pada tahun 2012 jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan berjumlah 166 kasus, dan semua penderita dapat ditangani. Dari Tabel 2.70 menunjukkan bahwa cakupan  penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas petugas kesehatan dalam pecarian kasus atau penjaringan maupun penanganan kasus DBD

Tabel 2.69. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 
     Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah kerja sama 1 tahun 
	Orang
	-
	-
	34
	45
	166

	2
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di suatu wilayah dalam kurun waktu yang sama 
	Orang
	-
	-
	34
	45
	166

	3
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 
	%
	-
	-
	100
	100
	100


 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

11)  Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 
Tabel 2.70 menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami peningkatan dari 26,06% pada tahun 2008 menjadi 67,29% di tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah masyarakat miskin sebanyak 657.230 orang dan yang mendapat pelayanan rujukan sebanyak 67,29% atau 442.269 orang.


Tabel 2.70. Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 
                                           Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I 
	orang
	219,114
	371,503
	285,036
	299,031
	442,269

	2
	Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten/kota
	orang
	840,860
	745,846
	606,872
	508,426
	657,230

	3
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 
	%
	26.06
	49.81
	46.97
	58.82
	67.29


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

12)  Cakupan Kunjungan Bayi
Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun    2008-2012 di Provinsi Maluku yaitu pada tahun 2008 jumlah kunjungan sebanyak 20.022 atau 82,62% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 30.690 kunjungan atau 92,71%. Peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan melalui penyebarluasan informasi kesehatan  maupun peran serta masyarakat dalam berbagai program peduli kesehatan.  

Tabel 2.71. Cakupan Kunjungan Bayi Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
	Orang
	20,022
	24,057
	22,597
	21,332
	30,690

	2
	Seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
	Orang
	24,233
	28,022
	27,962
	21,986
	33,104

	3
	Cakupan kunjungan Bayi
	%
	82.62
	85.85
	80.81
	97.03
	92.71


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.3. Pekerjaan Umum
1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan, yaitu dengan meningkatnya kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 899.77 Km pada tahun 2008 menjadi 1.297.40 Km pada tahun 2012 dengan kondisi baik sepanjang 365.67 Km, kondisi sedang sepanjang 132.66 Km, rusak ringan sepanjang 298,53 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 500.54 Km.










	Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013
Gambar 2.15.  Grafik Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

Sementara kondisi jalan menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2011 yang digambarkan pada tabel 2.72 masih banyak dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang/ringan. Jaringan jalan terbanyak yang kondisinya rusak berat terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang 147,20 Km, Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang 84,32 Km, Kabupaten Buru 77,60 Km,Kabupaten Maluku Tenggara sepanjang 64,80 Km dan Kabupaten Maluku Barat Daya sepanjang 51,50 Km. Kemudian jaringan jalan yang kondisinya lebih banyak yang rusak ringan dan sedang terdapat di Kabupaten Maluku Tengah sepanjang 88,15 Km dan Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang 85,18 Km.



Tabel 2.72. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Tahun 2011
	No
	Kabupaten/Kota
	Kondisi Jalan

	
	
	Baik
	Sedang
	Rusak Ringan
	Rusak Berat
	Jumlah Total

	1
	Kota Ambon
	14,76
	28,35
	15,32
	1,50
	59,93

	2
	Kab. Buru
	8,00
	-
	9,52
	77,60
	95,12

	3
	Kab. Buru Selatan
	9,35
	0,85
	43,65
	-
	53,85

	4
	Kab. Seram Bagian Barat
	151,25
	19,15
	85,19
	84,32
	339,91

	5
	Kab. Maluku Tengah
	79,59
	50,47
	88,15
	13,46
	231,67

	6
	Kab. Seram Bagian Timur
	7,80
	-
	-
	147,20
	155,00

	7
	Kab. Maluku Tenggara
	40,84
	12,57
	47,30
	64,80
	165,51

	8
	Kota Tual
	16,66
	3,25
	1,70
	-
	21,61

	9
	Kab. Kepulauan Aru
	4,40
	-
	13,00
	40,90
	58,30

	10
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	6,65
	4,40
	0,50
	29,95
	41,50

	11
	Kab. Maluku Barat Daya
	10,10
	4,90
	8,50
	51,50
	75,00

	Provinsi Maluku
	322.10
	123.94
	335.89
	515.47
	1,297.40


    Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Rasio Jaringan Irigasi
Rasio jaringan irigasi Provinsi Maluku menurut Kabupaten/Kota dapat digambarkan pada tabel 2.73 sebagai berikut.

Tabel 2.73. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Panjang Jaringan Irigasi
	Total Panjang
Jaringan Irigasi
	Luas Lahan
Terairi/Budidaya
	Rasio

	
	
	Primer
	Sekunder
	Tersier
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Kota Tual
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Kab. Maluku Tengah
	14,685.00
	60,159.00
	124.00
	91,368.00
	8,166.00
	11.19

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	5,315.00
	12,722.00
	32.00
	18,037.00
	2,880.00
	6.26

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	10,510.00
	7,468.00
	18.8
	17,978.00
	1,260.00
	14.27

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Kab. Buru
	10,367.00
	63,375.00
	141,36.00
	90,266.00
	5,222.00
	17.29

	9
	Kab. Buru Selatan
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	 Kab. Maluku Barat Daya
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	 Kab. Kepulauan Aru
	-
	-
	-
	-
	-
	-


  Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013


Tabel 2.74. Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut 
                   Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No.
	Kabupaten/Kota
	Luas Rancangan (Ha)
	Luas Lahan
Terairi (Ha)
	Kebutuhan Air
Tanaman (Lt/dtk)
	Pasokan Air Irigasi
(Ltr/dtk)
	Pasokan Air Irigasi Total
(Ltr/dtk)
	Total Pasokan
Air (Lt/dtk)
	PIA
(Lt/dtk/Ha)
	PIR (Lt/dtk/Ha)
	PAR (Lt/dtk/Ha)
	IA(%)

	1
	Kota Ambon
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Kota Tual
	300.00
	100.00
	0.80
	80.00
	240.00
	240.00
	0.80
	300.00
	300.00
	0.33

	3
	Kab. Maluku Tengah
	14,504.00
	7,689.00
	1.20
	6,151.20
	17,404.80
	17,404.80
	0.80
	14,504.00
	14,504.00
	0.53

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	22,087.75
	3,050.00
	1.20
	3,660.00
	26,505.30
	26,505.30
	1.20
	22,087.75
	22,087.75
	0.14

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	2,235.00
	845.00
	1.20
	1,014.00
	2,682.00
	2,682.00
	1.20
	2,235.00
	2,235.00
	0.38

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	3,294.00
	329.00
	0.80
	287.20
	2,635.20
	2,635.20
	0.87
	3,294.00
	3,294.00
	0.10

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	450.00
	150.00
	18.00
	120.00
	360.00
	360.00
	0.80
	20.00
	20.00
	0.33

	8
	Kab. Buru
	21,974.80
	11,073.00
	1.20
	13,287.60
	26,367.76
	26,367.76
	1.20
	21,973.13
	21,973.13
	0.50

	9
	Kab. Buru Selatan
	10,735.00
	400.00
	1.20
	480.00
	12,882.00
	12,882.00
	1.20
	10,735.00
	10,735.00
	0.04

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	1,600.00
	600.00
	0.80
	480.00
	1,280.00
	1,280.00
	0.80
	1,600.00
	1,600.00
	0.38

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Jumlah Tempat Ibadah 
Pembangunan agama merupakan bagian dari pembangunan daerah maupun nasional dan juga merupakan pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya manusia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani-rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritual. Dimensi kerukunan intern dan antar umat beragama ini sangat penting dalam upaya membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai pluralisme sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni. Untuk itu, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.
Pemerintah bersama-sama masyarakat secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Pembangunan fasilitas peribadatan terus dilakukan, baik yang mendapat bantuan dari pemerintah maupun yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Perkembangan rumah ibadah di Provinsi Maluku selama tahun 2008-2012 disajikan dalam tabel 2.75. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah Mesjid pada tahun 2012 sebanyak 1.530, Gereja Protestan sebanyak 879 buah, Gereja Katolik sebanyak 226 buah, Pura sebanyak 21 buah, dan Wihara sebanyak 4 buah.


Tabel 2.75. Jumlah Tempat Ibadah Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Tahun
	Mesjid
	Gereja
	Pura
	
Wihara


	
	
	Protestan
	Katolik
	
	

	2008
	1.188
	780
	242
	10
	4

	2009
	-
	-
	-
	-
	-

	2010
	1.179
	1.088
	346
	16
	6

	2011
	1.588
	1.171
	250
	17
	7

	2012
	1.530
	879
	226
	21
	4


Sumber: Maluku Dalam Angka 2013


4) Lingkungan Permukiman Kumuh
Kawasan permukiman perkotaan pada kota-kota besar di Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan menengah bawah. Sebagaimana juga pada kawasan perkotaan di Provinsi Maluku, persentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2009 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel 2.76

Tabel 2.76. Lingkungan Permukiman Kumuh di Provinsi Maluku Tahun 2009-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2009
	2010)*
	2011)*
	2012)**

	1
	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
	95.05
	96.37
	96.37
	96.37

	2
	Luas Wilayah Kota (Ha)
	2.916.608,90
	2.916.608,90
	2.916.608,90
	2.916.608,90

	3
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013
Catatan: )*   Berdasarkan SK Kumuh Kota Ambon 2010
)** Pemutihan data tahun 2012 Kota Ambon dan Buru
Untuk 9 Kab/Kota yang lain dalam proses identifikasi kawasan kumuh


2.3.1.4. Perumahan
1) Rumah Tangga Bersanitasi
Lingkungan dan perilaku mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Persentase rumah tinggal yang bersanitasi dilihat dari data pada tahun 2010 persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 45,30% dan pada tahun 2012 menjadi 46,74% dengan persentase terendah di Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur, dan Buru Selatan. Hal ini tentunya masih membutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai angka di atas 90%.


Tabel 2.77. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Di Provinsi Maluku Tahun 2010-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi
	-
	138.942
	143.240
	147.670

	2
	Jumlah Rumah Tangga
	-
	306.701
	315.193
	315.909

	3
	Persentase
	-
	45,30
	45,45
	46.74


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 2.78. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota
 			    Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten /Kota
	Jumlah Rumah Tangga
	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi
	Persentase

	
	
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	68.240
	51.460
	75,41

	2
	Kota Tual
	11.965
	6.785
	56,71

	3
	Kab. Maluku Tengah
	74.511
	34.223
	45,93

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	20.408
	5.263
	25,79

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	33.920
	12.717
	37,49

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	19.867
	8.819
	44,39

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	21.701
	7.823
	36,05

	8
	Kab. Buru
	22.340
	8.693
	38,91

	9
	Kab. Buru Selatan
	11.056
	2.875
	26,00

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	14.567
	4.864
	33,39

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	17.333
	4.144
	23,91


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013



2) Rasio Rumah Layak Huni
Rasio rumah layak huni belum mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2008 dengan rasio 0,91 dan pada tahun 2012 menurun menjadi 0,71. 

Tabel 2.79. Rasio Rumah Layak Huni di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	a.
	Jumlah rumah layak huni
	1.123.254
	114.825
	1.153.254
	1.146.704
	1.135.299

	b.
	Jumlah penduduk
	1.440.014
	1.457.070
	1.533.506
	1.575.965
	1.608.786

	c.
	Rasio Rumah Layak Huni
	0.78002991
	0.07880541
	0.7520374
	0.7276202
	0.70568677


  Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013

· Indikator rumah layak huni sebaiknya menggunakan data jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsi dalam kurun waktu tertentu dan kemudian dibagi dengan jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu dikali 100%.
· Pembilang = Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu.
· Penyebut = Jumlah rumah di suatu provinsi pada kurun waktu tertentu.
· (Sumber: PERMEN No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat. Dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak ada menyebutkan permukiman layak huni).

3) Lingkungan Permukiman Kumuh
Lingkungan permukiman kumuh di Provinsi Maluku pada tahun 2009 sebesar 0,000027 Ha dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 0,000026 Ha. 


Tabel 2.80. Lingkungan Permukiman Kumuh Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas area permukiman kumuh
	80.792.271.135
	80.594.231
	80.594.231
	78.378.731

	2
	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)
	2.916.608.902
	2.916.608.902
	2.916.608.902
	2.916.608.902

	
	Persentase Luas Permukiman Kumuh (Ha)
	0,0000277008
	0,0000276329
	0,0000276329
	0,0000268732


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.5. Penataan Ruang
1) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB
Rasio ruang terbuka hijau ber-HPL/HGB dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2008 sebesar 660,74 dan pada tahun 2012 sebesar menjadi 562,33. 





Tabel 2.81. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah Ber-HPL/HGB 
    Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas Ruang Terbuka Hijau
	4.970,36
	4.758,85
	4.653,10
	4.441,59
	4.230,09

	2
	Luas Wilayah               ber-HPL/HGB
	10.234,77
	9.799,25
	9.581,48
	9.145,96
	8.710,44

	3
	Luas Wilayah
	29.166,09
	29.166,09
	29.166,09
	29.166,09
	29.166,09

	4
	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1/2)
	660,74
	632,62
	618,56
	590,45
	562,33


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 2.82. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
   Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten /Kota
	Luas Wilayah (Km2)
	Luas Wilayah ber-HPL/HGB (Km2)
	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km2)
	Rasio RTH

	
	
	
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	21.677,98
	6.503,39
	3.251,70
	487,75

	2
	Kota Tual
	88,07
	26,42
	17,61
	0,88

	3
	Kab. Maluku Tengah
	2.388,79
	955,52
	477,76
	47,78

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	107,75
	21,55
	21,55
	1,08

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	95,58
	14,34
	4,78
	0,10

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	254,45
	63,61
	38,17
	3,82

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	3.199,88
	799,97
	159,99
	8,00

	8
	Kab. Buru
	988,50
	247,13
	197,70
	9,89

	9
	Kab. Buru Selatan
	121,40
	24,28
	24,28
	1,21

	10
	Kab. Maluku Tenggara Barat Daya
	133,80
	26,76
	20,07
	1,00

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	109,89
	27,47
	16,48
	0,82


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan suatu daerah mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Spasial atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen rencana pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan disusun sesuai periode pemerintahan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun merupakan dokumen rencana operasional program kegiatan yang diturunkan dari dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang melalui proses perencanaan partisipatif musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) setiap tahun. Dokumen ini harus tersedia dan diacu oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. 

Tabel 2.83. Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD
(Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA) Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Tersedianya Dokumen RPJPD 2005-2025
	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005-2025

	2.
	Tersedianya Dokumen RTRW 2013-2033
	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16  tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033

	3.
	Tersedianya Dokumen RPJMD 2008-2013
	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

	4.
	Tersedianya Dokumen RKPD
	-
	Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009
	Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010
	Peraturan  Gubernur Nomor 11 tahun 2011
	Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012
	Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013

	5.
	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD
	93
	93
	93
	93
	93
	94


Sumber: Bappeda Provinsi Maluku Tahun 2014

2.3.1.7. Perhubungan
1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Jumlah penumpang yang menggunakan alat angkut kapal laut pada tahun 2008 sebanyak 171.655 meningkat pada tahun 2009 sebanyak 347.897 dan menurun pada tahun 2012. Jumlah penumpang pesawat udara antara tahun 2008-2012 terbanyak pada tahun 2010, hal ini dikarenakan ada moment SAIL Banda. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.84. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Penumpang Bus
	4,849
	8,981
	23,805
	28,445
	35,495

	2
	Jumlah Penumpang Kapal Laut
	171,655
	347,897
	178,802
	313,107
	203,962

	3
	Jumlah Penumpang Pesawat Udara
	149,676
	328,704
	628,704
	336,671
	336,681

	4
	Total Jumlah Penumpang
	326,18
	685,582
	831,311
	678,223
	576,138


  Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 2.85. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut 
                        Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten /Kota
	Jumlah Penumpang
	Total Jumlah Penumpang

	
	
	Bus
	Kapal Laut
	Pesawat Udara
	

	1
	Kota Ambon
	435
	161,289
	342,177
	938,466

	2
	Kota Tual
	267
	0
	27,942
	294,942

	3
	Kab. Maluku Tengah
	340
	6,958
	683
	1029,958

	4
	Kab. Seram  Bagian Timur
	69
	2.877.349
	0
	69

	5
	Kab. Seram  Bagian Barat
	114
	0
	0
	114

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	315
	0
	0
	315

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	158
	8,989
	11,665
	178,654

	8
	Kab. Buru
	125
	61,001
	0
	186,001

	9
	Kab. Buru Selatan
	25
	12,035
	468
	505,035

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	0
	3,548
	2,602
	6,15

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	89
	2.960.301
	7,986
	96,986

	MALUKU
	1,937
	253,82
	1,543,372
	3,734,192


    Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 2013
	
2) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Berikut adalah data uji kir yang dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota.

Tabel 2.86. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (Satu) Tahun 
           Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku 2012
	No
	Angkutan Umum
(Kabupaten/Kota)
	Mobil Penumpang Umum
	Mobil Bus
	Mobil Barang
	Jumlah Angkutan
	Jumlah KIR
	%

	
	
	Jml
	Jmlh KIR
	%
	Jml
	Jmlh KIR
	%
	Jml
	Jmlh KIR
	%
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	435
	435
	100
	255
	255
	100
	635
	635
	100
	1325
	1325
	100

	2
	Kota Tual
	267
	267
	100
	5
	5
	100
	97
	97
	100
	369
	369
	100

	3
	Kab. Maluku Tengah
	340
	340
	100
	20
	20
	100
	89
	87
	102,3
	449
	447
	100,4

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	69
	69
	100
	5
	5
	100
	21
	50
	42
	95
	124
	76,6

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	114
	144
	79,2
	88
	88
	100
	33
	33
	100
	235
	265
	88,68

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	315
	315
	100
	25
	25
	100
	101
	101
	100
	441
	441
	100

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	158
	158
	100
	7
	7
	100
	45
	95
	47,4
	210
	260
	80,77

	8
	Kab. Buru
	125
	125
	100
	11
	11
	100
	25
	97
	25,8
	161
	233
	69,1

	9
	Kab. Buru Selatan
	25
	25
	100
	1
	1
	100
	7
	7
	100
	33
	33
	100

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	-
	-
	-
	2
	2
	100
	10
	410
	2,44
	12
	412
	2,91

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	89
	-
	-
	2
	-
	-
	23
	-
	-
	114
	-
	-

	MALUKU
	1937
	1878
	879,17
	421
	419
	1000
	1086
	1612
	719,9
	3444
	3909
	818,52


        Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 2013

3) Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, Terminal Bus
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 51 dan meningkat menjadi 66 pada tahun 2012. Peningkatan jumlah ini diakibatkan semakin meningkatnya jumlah penumpang yang melalui pelabuhan laut/udara/terminal, namun peningkatan tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun.


 
  Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 2013

Gambar 2.16.  Grafik Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus
 Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
Tabel 2.87. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Menurut 
            Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Angkutan Umum
	Jumlah

	
	
	Pelabuhan Laut
	Pelabuhan Udara
	Terminal Bus

	1
	Kota Ambon
	3
	1
	3

	2
	Kota Tual
	1
	-
	1

	3
	Kab. Maluku Tengah
	8
	3
	4

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	5
	2
	-

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	3
	-
	-

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	1
	2
	1

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	5
	3
	1

	8
	Kab. Buru
	1
	2
	1

	9
	Kab. Buru Selatan
	3
	1
	-

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	13
	2
	-

	11
	Kab.Kepulauan Aru
	3
	1
	-

	MALUKU
	46
	17
	11


Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku 2013

2.3.1.8. Lingkungan Hidup
1) Persentase Penanganan Sampah
Penanganan sampah di Provinsi Maluku merupakan tugas yang terdistribusikan ke kabupaten/kota. dari 11 kabupaten/kota yang ada telah terdapat dinas kebersihan dan penanganan sampah atau dengan nama lainnya yang menangani persampahan di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi selalu melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota terutama dua kabupaten berbatasan wilayah daratnya dalam penanganan persampahan.

2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dari 11 kabupaten/kota. Kota Tual memiliki persentase akses terbaik, hal ini dikarenakan penduduk kota Tual yang sedikit dan ketersediaan sumber air minum cukup untuk melayani masyarakat. Penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki persentase terkecil terhadap akses air minum, hal ini dikarenakan sumber air minum di Kabupaten MBD sangat terbatas. Akses masyarakat terhadap sumber air minum di kabupaten/kota lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten / Kota
	Jumlah Penduduk
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
	Persentase

	
	
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	369,740
	60,362
	16.33

	2
	Kota Tual
	59,690
	15,011
	25.15

	3
	Kab. Maluku Tengah
	380,785
	32,853
	8.63

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	99,473
	3,001
	3.02

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	178,020
	1,346
	0.76

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	100,154
	13,636
	13.62

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	108,258
	5,898
	5.45

	8
	Kab. Buru
	115,004
	944
	0.82

	9
	Kab. Buru Selatan
	76,854
	1,047
	1.36

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	72,672
	4
	0.01

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	86,468
	1,675
	1.94


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2014
3) Persentase Luas Pemukiman yang Tertata
Penduduk Maluku 95% berada pada wilayah pesisir, 5% lainnya berada pada wilayah pegunungan/pedalaman terutama pada Pulau Buru dan Pulau Seram. Desa-desa wilayah pesisir merupakan desa adat yang penataan permukimannya masih mengacu pada pola budaya kepulauan yang belum tertata dengan baik. Untuk kawasan perkotaan umumnya pada wilayah kompleks perumahan yang didirikan oleh pengembang permukimannya sudah tertata dengan baik.

4) Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya
Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Parameter yang diuji meliputi parameter fisik, kimia dan mikrobiologis. 


Tabel 2.89. Persentase Jumlah Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya
                 Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah sungai yang dipantau mutu airnya
	-
	2
	2
	2
	4

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah sungai yang dipantau
	-
	2
	2
	2
	4

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Persentase jumlah sumber air yang dipantau mutu airnya (1)/(2)
	-
	100
	100
	100
	100


Sumber: Bapedal Provinsi Maluku 2013

Hasil uji laboratorium terhadap 2 (dua) sungai yang dipantau masing-masing Sungai Waisiah dan Wai Batu Gajah menunjukkan bahwa untuk Sungai Waisiah di Kabupaten Seram Bagian Barat hingga tahun 2012 memperlihatkan kualitas air sungai tidak tercemar, sementara Sungai Batu Gajah di Kota Ambon hingga tahun 2012 menunjukkan kualitas air cemar sedang.


5) Pantauan Kualitas Udara
Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas. Selama tahun 2008-2012 kegiatan uji kualitas udara ambien di Provinsi Maluku belum dilakukan karena terkait dengan ketiadaan anggaran.

6) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
AMDAL berperan penting dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan yang aktivitasnya menimbulkan perubahan dan menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 






Tabel 2.90. Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 
                                            Di Provinsi Maluku  Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi
	-
	-
	-
	-
	3

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
	6
	13
	24
	26
	32

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi (1)/(2)
	-
	-
	-
	-
	10

	
	
	
	
	
	
	


Sumber: Bapedal Provinsi Maluku Tahun 2013

Pengecekan, pemantauan, pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL kaitannya dengan ketaatan para pelaku usaha/perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai prosedur operasional standar merupakan hal penting untuk menjaga terpeliharanya kualitas lingkungan fisik maupun non fisik.

7) Penegakan Hukum Lingkungan
Kegiatan penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan selama tahun 2008-2012 dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi kasus lingkungan di daerah kabupaten/kota di Maluku. Dari hasil identifikasi dan verifikasi di daerah kabupaten/kota memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan yang muncul ke permukaan dapat ditangani oleh kabupaten/kota melalui mediasi dan rapat dengan pihak pemrakarsa/penanggung jawab perusahaan, pihak lembaga terkait maupun masyarakat yang terkena dampak/pihak pelapor. Dan kasus lingkungan yang ada selama ini dapat diselesaikan secara musyawarah dan belum sampai ke persidangan pengadilan.


Tabel 2.91. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
	-
	-
	11
	4
	1

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah kasus lingkungan yang ada
	-
	-
	13
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2)
	0
	0
	85
	0
	50


Sumber: Bapedal Provinsi Maluku Tahun 2013

8) Revitalisasi Kearifan Lokal
Kearifan lokal lingkungan yang hidup dalam masyarakat dan yang terbukti sangat efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan penting untuk dihidupkan kembali peranannya dalam upaya PPLH. Dengan mencermati perkembangan kelembagaannya yang semakin melemah maka revitalilasi merupakan hal penting yang dilakukan sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam PPLH. Kearifan lokal yang dikenal luas oleh masyarakat Maluku seperti sasi, kewang, pela gandong, dan lainnya merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga dan ada kajian terhadap nilainya untuk dapat dikembangkan di tengah masyarakat yang semakin plural dan modern.

9) Kerusakan Pesisir dan Pantai
Pengendalian dan pencegahan kerusakan pesisir dan pantai merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius khususnya bagi ekosistem pulau-pulau kecil terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Dengan demikian  penting untuk mengetahui kondisi ekosistem pesisir dan pantai yang menjadi sasaran pengelolaan serta upaya pengelolaannya.
Kondisi pemukiman masyarakat pada Kepulauan Maluku sebagian besar berada di pesisir pantai. Hal ini dapat diidentifikasi penyebabnya karena laju pembangunan banyak diarahkan di wilayah pesisir yang semakin tidak terkendali dan tanpa memikirkan daya dukung lingkungan. Faktor lain karena adanya pengaruh perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya gelombang pasang, banjir rob, erosi, abrasi pantai dan sedimentasi. Implementasi dan kondisi tersebut di atas diperlukan berbagai upaya penanganan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dikaji lebih lanjut serta penanganannya oleh BPBD dengan instansi terkait lebih terkoordinasi dan terarah, sehingga adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan seperti penguatan kapasitas aparatur, dunia usaha dan masyarakat itu sendiri disertai kegiatan nyata berupa pembaharuan kembali fungsi penyangga pantai berupa penanaman mangrove sebagai hutan bakau.  
Terhadap permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku sepanjang tahun 2009-2011, telah melaksanakan perbaikan kembali penanganan kerusakan infrastruktur umum dan lingkungan permukiman.   

Tabel 2.92. Data Penanganan Pasca Bencana
	Tahun 2009 :
	1) Rehabilitasi Permukiman dan Penahan Tanah di 3 lokasi Kota Ambon.
2) Pembangunan talud pengaman pantai di 5 lokasi: Kota Ambon, Kab. Buru dan Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru Selatan.

	Tahun 2010 :
	1) Pengawasan infrastruktur pasca bencana di 5 lokasi: Kab. Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Kep. Aru dan Kota Tual, Maluku Tenggara.

	Tahun 2011 :
	1) Pengawasan infastruktur pasca bencana di 4 lokasi : Kota Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Buru dan Buru Selatan.


Sumber: BPBD Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.9. Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Luas lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HP). Sertifikasi kepemilikan lahan merupakan urusan yang didekonsentrasikan di kabupaten/kota, sampai tahun 2013 kepemilikan luas lahan bersertifikat di Provinsi Maluku belum terdata.

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus tanah negara dari tahun 2009-2012 menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang terdaftar, dari 30 kasus yang terdaftar pada tahun 2009 meningkat menjadi 204 pada tahun 2012, presentase penyelesaian kasus tanah negara di tahun 2012 sebanyak 76,5%, hal ini menunjukkan 23,5% kasus tanah negara belum terselesaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.






Tabel 2.93. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Maluku Tahun 2009-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Kasus yang Diselesaikan
	30
	67
	80
	156

	2
	Jumlah Kasus yang Terdaftar
	30
	67
	107
	204

	3
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
	100
	100
	74.8
	76,5


  Sumber: Badan Pertanahan Provinsi Maluku Tahun 2013


2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2008-2012 tidak merata setiap tahun. Tabel 2.94 menunjukkan rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2008 sebanyak 70,63% mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 72,06% sedangkan pada tahun 2012 rasio penduduk ber-KTP mengalami peningkatan menjadi 73,71%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk memiliki KTP.

Tabel 2.94.  Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk 
    Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Penduduk Miliki KTP
	Jiwa
	1.017.223
	1.050.074
	1.081.778
	1.150.537
	1.185.866

	2
	Jumlah Penduduk
	Jiwa
	1.440.014
	1.457.070
	1.533.506
	1.581.278
	1.608.786

	3
	Rasio Penduduk Ber-KTP 
	Persen
	70.63
	72.06
	70.54
	72.75
	73.71


Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Akte Kelahiran bayi merupakan urusan pada tingkat kecamatan yang ditangani oleh kabupaten/kota, untuk menggambarkan Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Provinsi Maluku, data Kota Ambon menunjukkan rasio bayi berakte kelahiran pada 2008 sebesar 0,25% dan meningkat menjadi 0,33% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk kepemilikan akte kelahiran bayi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Di Kota Ambon Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jml penduduk ber-KK
	65.971
	66.993
	76.013
	84.780
	85.729

	2
	Jml penduduk telah menikah
	121.387
	123.268
	140.625
	158.075
	159.985

	
	Jumlah bayi baru lahir
	5.139
	5.139
	7.888
	6.118
	6.808

	
	Jumlah bayi yang berakte kelahiran
	1.308
	1.273
	1.764
	1.948
	2.275

	3
	Rasio bayi berakte kelahiran
	0.25
	0.25
	0.22
	0.32
	0.33


  Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Tahun 2013





3) Rasio Pasangan Berakte Nikah
Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2008 sebesar 3,18% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 5,50%, ini menunjukkan bahwa semakin meningginya tingkat kesadaran masyarakat untuk melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pencatatan Sipil dalam pernikahan. 

Tabel 2.96. Rasio Pasangan Berakte Nikah Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jml pasangan nikah berakte nikah
	4.338
	7.799
	12.332
	14.107
	15.468

	2
	Jml keseluruhan pasangan nikah
	136.011
	179.558
	232.699
	257.225
	280.728

	3
	Rasio pasangan berakte nikah
	3,18
	4,34
	5,29
	5,48
	5,50


  Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2013

4) Kepemilikan KTP
Kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP di Provinsi Maluku semakin meningkat. Pada tahun 2008 total kepemilikan KTP sebesar 17.606 meningkat menjadi 301.331 pada tahun 2012, untuk lebih jelasnya dilihat pada Gambar 2.16.
[image: ]












          Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.17. Grafik Kepemilikan KTP Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012


5) Kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah
Kepemilikan KTP di Provinsi Maluku pada tahun 2012 terdaftar sebanyak 1.358.762 bila dibandingkan dengan kepemilikan Kartu Keluarga maka pada tahun 2012 Kepala Keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga lebih banyak dari yang sudah memiliki Kartu Keluarga. Jumlah penduduk yang belum memiliki akte nikah pada tahun 2012 sebanyak 76.686 dan yang sudah memiliki akte nikah sebanyak 3.961 pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran memiliki Kartu Keluarga dan Akte Nikah masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Nikah
   Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten / Kota
	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan

	
	
	KTP
	KK
	Akte Lahir
	Akte Nikah

	
	
	Sdh
	Blm
	Sdh
	Blm
	Sdh
	Blm
	Sdh
	Blm

	1
	Kab. Maluku Tengah
	302.666
	97.956
	27.177
	65.161
	9.570
	217.392
	157.724
	242.898

	2
	Kab. Maluku Tenggara
	82.565
	32.898
	13.536
	13.780
	18.363
	92.223
	8.368
	107.095

	3
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	98.095
	17.422
	7.422
	26.860
	3.980
	107.965
	7.502
	108.015

	4
	Kab. Buru
	103.885
	19.928
	12.278
	17.680
	9.207
	112.866
	19.450
	104.363

	5
	Kab. Seram Bagian Timur
	103.025
	19.602
	8.238
	26.998
	3.024
	119.603
	17.326
	105.301

	6
	Kab. Seram Bagian Barat
	183.315
	16.267
	25.028
	23.170
	11.350
	188.219
	20.471
	179.111

	7
	Kab. Kep. Aru
	80.302
	18.718
	20.280
	4.350
	21.759
	77.260
	2.796
	96.224

	8
	Kab. Maluku Barat Daya
	46.176
	6.396
	15.971
	2.433
	14.668
	37.902
	2.815
	49.757

	9
	Kab. Buru Selatan
	59.875
	8.478
	8.878
	8.055
	2.767
	57.607
	8.968
	59.385

	10
	Kota Ambon
	239.038
	112.824
	48.225
	39.413
	63.621
	279.316
	36.297
	315.565

	11
	Kota Tual
	59.820
	20.827
	12.856
	4.923
	28.779
	48.228
	3.961
	76.686

	TOTAL
	1.358.762
	371.316
	199.889
	232.823
	187.088
	1.338.581
	285.678
	14.444


Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2013


6) Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Ketersediaan data base kependudukan berbasis KTP Nasional dan Nomor Induk Kependudukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota sehingga data ini tidak tersedia di Provinsi.


2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Provinsi Maluku berdasarkan tabel 2.98, menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika dilihat berdasarkan golongan ruang, perbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh PNS laki-laki yang berada di golongan ruang I dan golongan II yang hampir mencapai seperempat dari jumlah total. Sedangkan PNS perempuan lebih banyak berada di golongan III. Hal menarik yang dapat dicermati dari tabel 2.98 adalah semakin tinggi golongan, maka semakin kecil jumlah perempuannya. Ini menunjukkan masih terdapat perbedaan peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi positif dengan golongan ruang. Data dari Biro Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada jabatan struktural Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2012 untuk golongan I sebesar 20 orang dan Golongan II sebesar 704 orang, sedangkan untuk PNS laki-laki golongan I sebesar 82 orang dan golongan II sebesar 754 orang, yang mana jika dilihat dominasi PNS laki-laki lebih menonjol. Golongan ruang PNS, khususnya pada golongan III PNS perempuan lebih menonjol dari PNS laki-laki.







Tabel 2.98. Jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan                                
           Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Golongan Ruang
	Tahun 2012

	
	
	Jumlah PNS Pria
	Jumlah PNS Wanita

	1.
	Gol. I
	82
	20

	
	Gol.I.a
	6
	3

	
	Gol.I.b
	27
	7

	
	Gol.I.c
	9
	0

	
	Gol.I.d
	40
	10

	2.
	Gol.II
	754
	704

	
	Gol.II.a
	163
	72

	
	Gol.II.b
	335
	200

	
	Gol.II.c
	111
	210

	
	Gol.II.d
	145
	222

	3.
	Gol.III
	1.466
	1.732

	
	Gol.III.a
	337
	415

	
	Gol.III.b
	703
	793

	
	Gol.III.c
	172
	186

	
	Gol.III.d
	254
	338

	4.
	Gol.IV
	232
	130

	
	Gol.IV.a
	115
	70

	
	Gol.IV.b
	80
	47

	
	Gol.IV.c
	27
	11

	
	Gol.IV.d
	10
	1

	
	Gol.IV.e
	0
	1


Sumber: Biro SDM Setda Maluku Tahun 2013

2) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Partisipasi perempuan di lembaga swasta belum teridentifikasi datanya dalam lima tahun terakhir sehingga analisisnya belum dilakukan. Diupayakan dalam 5 (lima) tahun masa pemerintahan ini pendataan terhadap partisipasi perempuan di lembaga swasta. 

3) Jumlah Laporan Penanganan KDRT
Penanganan kasus KDRT merupakan mandat Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib  pemberdayaan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga dan kabupaten/kota sebagaimana tercermin dalam tabel 2.99 nampak terjadi penurunan jumlah aduan kasus yang ditangani.
Tabel 2.99. Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Terhadap 
                            Perempuan & Anak Di Provinsi Maluku Tahun 2009-2012
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012

	Laporan Penanganan Kasus KDRT
	27
	16
	27
	9


Sumber: Biro SDM Setda Maluku Tahun 2013

4) Angkatan Kerja Dibawah Umur
Angkatan kerja dibawah umur di Provinsi Maluku dari tahun 2008-2012 menunjukkan adanya penurunan. Namun demikian, data tabel 2.100 memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak dibawah umur yang terpaksa bekerja. Pada umumnya anak bekerja karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relatif rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting maknanya dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan karena sebagian besar pekerja dibawah umur terlibat pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.
Tabel 2.100. Angkatan Kerja Menurut Umur 15-19 Tahun 
          Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun
	559.239
	596.030
	651.339
	-
	-


  Sumber: Biro SDM Setda Maluku Tahun 2013

5) Penguatan Perempuan dalam Penanggulangan Bencana
Keberhasilan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebelum bencana, saat dan pasca bencana memerlukan partisipasi peran perempuan, sehingga program pemberdayaan perempuan dalam bidang penanggulangan bencana perlu dilakukan terus-menerus baik secara individu maupun kelompok/komunitas. Kegiatan Penguatan SDM perempuan dalam penanggulangan bencana untuk penguatan terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan, perencanaan penanggulangan bencana terpadu, penelitian, pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas serta partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana untuk perlindungan perempuan dari bencana.

2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Rata-rata jumlah anak per keluarga mengindikasikan terhadap angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate). Berdasarkan data tahun 2008-2012, menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak per keluarga. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, karena akan berkorelasi positif terhadap peningkatan jumlah penduduk di daerah. Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga, juga menjadi bagian penting dalam hal ini. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Maluku pada tahun 2008-2012 antara 2-3 anak, hal ini menunjukkan keberhasilan program KB di Provinsi Maluku. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No.
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Jumlah anak
	768.379
	772.396
	797.475
	765.324
	841.285

	2.
	Jumlah keluarga
	339.129
	339.469
	360.651
	358.678
	381.546

	3.
	Rata-rata jumlah anak per keluarga
	2-3
	2-3
	2-3
	2-3
	2-3


 Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2013
2) Rasio Akseptor KB
Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2008-2012 menunjukkan peningkatan akseptor KB. Secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor  adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi muda tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB). 
Tabel 2.102. Rasio Akseptor KB Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No.
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Jumlah Akseptor KB
	Peserta
	46.796
	62.600
	66.870
	73.690
	67.824

	2.
	Jumlah Pasangan Usia Subur
	Pasangan
	232.255
	239.984
	266.194
	271.852
	270.691

	3.
	Rasio Akseptor KB
	%
	20.15
	26.09
	25.12
	27.11
	25.06


Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Cakupan Peserta KB Aktif
Cakupan peserta KB Aktif dari tahun 2008-2012 di Provinsi Maluku mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 peserta KB aktif berjumlah 79,01%, naik menjadi 82,75% di tahun 2008 dan mengalami penurunan menjadi 78,68% di tahun 2012. Hal ini terlihat pada tabel 2.103.
Tabel 2.103. Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Jumlah Peserta Program KB Aktif
	Peserta
	183.498
	198.851
	197.589
	199.162
	212.967

	2.
	Jumlah Pasangan Usia Subur
	Pasangan
	232.255
	239.984
	266.194
	271.852
	270.691

	3.
	Cakupan Peserta KB Aktif
	%
	79.01
	82.75
	74.23
	73.26
	78.68


Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2013

4) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I masih menjadi salah satu tolak ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara holistik. Keluarga pra sejahtera dan  sejahtera I pada tahun 2008-2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 terdapat 60,20%, turun menjadi 50,58% pada tahun 2012.

Tabel 2.104. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
	Keluarga
	200.548
	189.330
	195.868
	181.603
	193.090

	2.
	Jumlah Keluarga
	Keluarga
	333.129
	339.469
	360.651
	358.678
	381.714

	3.
	Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I
	%
	60.20
	55.77
	54.31
	50.63
	50.58


   Sumber: BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.13. Sosial
1) Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada gambar dibawah ini








	








    Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.18. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi
                     	    Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

Sarana panti sosial, panti jompo dan panti rehabilitasi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.105. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Menurut Kabupaten/Kota
    Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten / Kota
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon
	15
	15
	15
	15
	15

	2
	Kota Tual
	-
	-
	1
	1
	2

	3
	Kab. Maluku Tengah
	6
	6
	6
	6
	6

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	3
	3
	3
	3
	3

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	3
	3
	3
	3
	3

	8
	Kab. Buru
	4
	4
	4
	4
	4

	9
	Kab. Buru Selatan
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Kab. Maluku Tenggara Barat Daya
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	1
	1
	1
	1
	1


Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2013

2) PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) bagian/jenis, yaitu:
a. Kemiskinan
b. Keterlantaran
c. Kecacatan (Disabilitas)
d. Keterpencilan
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
f. Korban bencana
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Jenis PMKS di atas telah merangkum seluruh jumlah PMKS yang berjumlah 22 jenis PMKS. Jumlah PMKS yang memperolah bantuan di Provinsi Maluku dalam kurun waktu 2008-2012 berjumlah 29.154 orang atau 11,45% dari total populasi PMKS 254.637 orang.
Tabel 2.106. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah PMKS yang diberi bantuan
	kk/org
	4,483
	4,245
	3,327
	5,188
	11,911

	2
	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan
	kk/org
	267,397
	263,152
	259,829
	254,637
	242,276

	3
	Jumlah PMKS yang ada
	kk/org
	271,880
	267,397
	263,152
	259,829
	254,637

	4
	PMKS Memperoleh Bantuan Sosial
	%
	1.6
	1.5
	1.2
	1.9
	4.6


Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dari tahun 2008-2012 jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2010 terjadi penurunan. 
Presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2012 adalah 5% dari total populasi PMKS yaitu 254.637 orang.
Tabel 2.107. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial      
             Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah PMKS yang tertangani
	kk/org
	4,483
	4,245
	3,327
	5,188
	11,911

	2
	Jumlah PMKS yang ada
	kk/org
	271,880
	267,397
	263,152
	259,829
	254,637

	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
	%
	2
	2
	1
	2
	5

	
	
	
	
	
	
	


  Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.14. Tenaga Kerja
1) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Serta Jenis Kelamin
Penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki sebesar 78,98% dan angkatan kerja perempuan sebesar 21,02%.

Tabel 2.108. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dirinci Menurut Angkatan Kerja 
   Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Uraian
	Laki – laki
	Perempuan
	Jumlah

	
	
	
	
	

	1
	ANGKATAN KERJA
	
	
	

	
	Bekerja
	379,729
	230,633
	610,362

	
	Pengangguran
	28,767
	20,824
	49,591

	
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)
	408,496
	251,457
	659,953

	2
	BUKAN ANGKATAN KERJA
	
	
	

	
	Sekolah
	62,815
	63,899
	126,714

	
	Mengurus RT
	9,814
	181,990
	191,804

	
	Lainnya
	36,094
	21,350
	57,444

	
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)
	
	
	375,962

	
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)
	
	
	1,035,915

	3
	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)
	78.98
	21,02
	63.71

	4
	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)
	7.04
	8.28
	7.51


Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Penduduk Angkatan Kerja
Pada gambar 2.19 penduduk angkatan kerja Provinsi Maluku tahun 2012, menunjukkan bahwa penduduk pada usia 15-19 tahun merupakan jumlah pencari kerja terbesar, yang berjumlah 10.583 orang. Ini menunjukkan bahwa banyaknya pencari kerja yang berasal dari tamatan SMA.







Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.19. Grafik  Penduduk Angkatan Kerja Di Provinsi Maluku Tahun 2012


3) Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Dari tabel 2.109 penduduk bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa 48,9% penduduk bekerja di bidang pertanian, hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan penyediaan lapangan kerja lainnya.

Tabel 2.109. Penduduk Bekerja  Menuruut Lapangan Usaha 
                   Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	Kabupaten/Kota
	Lapangan Usaha

	
	Pertanian
	Industri pengolahan
	Perdagangan, Restoran dan Hotel
	Jasa Kemasyarakatan
	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)
	Jmlh

	Kota Ambon
	4,927
	10,904
	33,541
	36,281
	29,690
	115,343

	Kota  Tual
	10,084
	258
	3,209
	4,167
	2,518
	20,236

	Kab. Maluku Tengah
	76,640
	11,523
	22,608
	19,812
	13,571
	144,154

	Kab. Seram Bagian Timur
	17,653
	6,110
	5,645
	4,991
	2,578
	36,977

	Kab. Seram Bagian Barat
	37,507
	4,433
	8,981
	10,647
	6,794
	68,362

	Kab. Maluku Tenggara
	30,804
	618
	1,819
	5,616
	2,499
	41,356

	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	28,604
	201
	4,991
	7,819
	3,406
	45,021

	Kab. Buru
	20,538
	1,342
	7,813
	7,184
	9,271
	46,148

	Kab. Buru Selatan
	17,839
	114
	874
	1,853
	379
	21,059

	Kab. Maluku Barat Daya
	29,725
	620
	2,266
	2,087
	1,517
	36,215

	Kab. Kepulauan Aru
	24,673
	1,256
	1,988
	4,486
	3,088
	35,491

	TOTAL
	-
	-
	-
	-
	-
	610,362


 Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

4) Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Angka partisipasi angkatan kerja dari tahun 2008-2011 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 angka partisipasi angkatan kerja 62,82% naik menjadi 69,47% pada tahun 2011, kemudian turun menjadi 63,71% pada tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.110. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Angkatan Kerja 15 Tahun Ke Atas
	Orang
	559,239
	596,030
	651,339
	701,893
	659,953

	2
	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
	Orang
	890,217
	910,844
	979,714
	1,010,287
	1,035,915

	Angka Partisipasi Angkatan Kerja
	%
	62.82
	65.44
	66.48
	69.47
	63.71

	
	
	
	
	
	
	


Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

5) Angka Sengketa Antara Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Angka sengketa antara pengusaha dengan pekerja pada tahun 2008-2012 terbanyak pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,73%, dengan perusahaan sebanyak 3.598, bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang perusahaannya sebanyak 4.289 dan angka sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 0,68% menunjukkan bahwa tingkat sengketa antara pengusaha dan pekerja semakin menurun.
 
Tabel 2.111. Angka Sengketa Antara Pengusaha-Pekerja Per Tahun 
           Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No

	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja
	Kasus
	17
	205
	206
	13
	29

	2
	Jumlah Perusahaan
	Unit
	3,901
	3,867
	3,598
	4,937
	4,289

	3
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun
	%
	0.44
	5.30
	5.73
	0.26
	0.68


  Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013


6) Pencari Kerja yang Ditempatkan
Pencari kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2008 pencari kerja yang ditempatkan sebesar 45,49% dan menurun sampai tahun 2012 menjadi 4,16%. Kondisi ini lebih baik dari tahun 2011 yaitu pencari kerja yang ditempatkan yaitu 1,24%.

Tabel 2.112. Pencari Kerja yang Ditempatkan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
	Orang
	6,791
	3,490
	3,874
	864
	1,621

	2
	Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar
	Orang
	14,929
	9,744
	91,948
	69,469
	38,925

	3
	Pencari Kerja yang ditempatkan
	%
	45.49
	35.82
	4.21
	1.24
	4.16


Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

7) Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka dari tahun 2008-2012 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2008 pengangguran terbuka sebesar 10,67% dan pada tahun 2012 menurun menjadi 7,51%. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya lapangan kerja yang tersedia di Provinsi Maluku cukup besar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Tabel 2.113. Pengangguran Terbuka Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja
	Orang
	59,684
	63,015
	64,909
	51,781
	49,591

	2
	Jumlah penduduk angkatan kerja
	Orang
	559,239
	596,030
	651,339
	701,893
	659,953

	3
	Tingkat Pengangguran Terbuka
	%
	10.67
	10.57
	9.97
	7.38
	7.51

	
	
	
	
	
	
	
	


 Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

8) Keselamatan Dan Perlindungan
Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2008-2012 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114. Keselamatan dan Perlindungan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3
	Unit
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten
	Unit
	3,901
	3,867
	3,598
	4,937
	4289

	3
	Keselamatan dan Perlindungan
	%
	-
	-
	-
	-
	-


 Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013


9) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha pada tahun 2008 persentasenya sebesar 37,50% meningkat menjadi 76,32% pada tahun 2012. 
Tabel 2.115. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 
      Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda
	Kasus
	3
	9
	86
	13
	29

	2
	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda
	Kasus
	8
	10
	86
	13
	38

	3
	Persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
	%
	37.50
	90.00
	100.00
	100.00
	76.32


Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1) Persentase Koperasi Aktif Kabupaten/Kota
Persentase koperasi aktif pada tahun 2008 sebesar 80%, mengalami penurunan menjadi 70% pada tahun 2008-2012. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116. Persentase Koperasi Aktif Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Koperasi Aktif
	1.763
	1.708
	1.879
	1.967
	2.111

	2
	Jumlah Koperasi
	2.260
	2.517
	2.665
	2.800
	2.965

	3
	Persentasi Koperasi Aktif
	80%
	70%
	70%
	70%
	70%


Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Jumlah UKM Non BPR/LKM
Jumlah UKM Non BPR/LKM pada tahun 2008-2012 terbanyak pada tahun 2008 yaitu sebesar 37.889 unit dan mengalami penurunan dalam kurun waktu 2009-2012. Pada tahun 2012 jumlah UMKM/LKM  berjumlah 22.513 unit.

Tabel 2.117. Jumlah UKM Non BPR/LKM Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Seluruh UMKM
	 37.889
	 17.557
	 19.099
	22.513 
	22.513 

	2
	Jumlah BPR/LKM
	    271
	271
	271
	271
	281

	3
	Jumlah UMKM Non BPR/LKM
	 37.889
	 17.557
	 19.099
	 22.513
	 22.513


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Tahun 2013


Tabel 2.118. Jumlah UKM Non BPR/LKM Menurut Kabupaten /Kota 
                   Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	8.803
	4.528
	4.527
	6.624
	6.624

	 
	Jumlah BPR/LKM
	7
	152
	152
	152
	162

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	8.803
	4.528
	4.527
	6.624
	6.462

	2
	Kota Tual

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	-
	1.099
	1.342
	1.520
	1.520

	 
	Jumlah BPR/LKM
	-
	8
	8
	8
	8

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	-
	1.099
	1.342
	1.520
	1.520

	3
	Kab. Maluku Tengah

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	5.994
	3.701
	3.701
	4.129
	4.129

	 
	Jumlah BPR/LKM
	3
	23
	23
	23
	33

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	5.994
	3.701
	3.701
	4.129
	4.129

	4
	Kab. Seram Bagian Timur

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	2.665
	1.447
	1.447
	1.151
	1.151

	 
	Jumlah BPR/LKM
	3
	6
	6
	6
	6

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	2.665
	1.447
	1.447
	1.151
	1.151

	5
	Kab. Seram Bagian Barat

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	3.322
	219
	219
	724
	724

	 
	Jumlah BPR/LKM
	3
	2
	2
	2
	12

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	3.322
	219
	219
	724
	724

	6
	Kab. Maluku Tenggara

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	5.399
	2.661
	2.661
	3.168
	3.168

	 
	Jumlah BPR/LKM
	3
	6
	6
	6
	6

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	5.399
	2.661
	2.661
	3.168
	3.168

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	3.377
	2.450
	2.450
	2.440
	2.440

	 
	Jumlah BPR/LKM
	3
	17
	17
	17
	17

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	3.377
	2.450
	2.450
	2.440
	2.440

	8
	Kab. Buru

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	5.353
	577
	1.877
	1.387
	1.387

	 
	Jumlah BPR/LKM
	3
	20
	20
	20
	20

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	5.353
	577
	1.877
	1.387
	1.387

	9
	Kab. Buru Selatan 

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	-
	17
	17
	224
	224

	 
	Jumlah BPR/LKM
	-
	1
	1
	1
	1

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	-
	17
	17
	224
	224

	10
	Kab. Maluku Barat Daya

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	-
	     15
	     15
	    304
	    304

	 
	Jumlah BPR/LKM
	-
	 5
	 5
	  5
	 5

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	-
	     15
	     15
	    304
	    304

	11
	Kab. Kepulauan Aru

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	2.976
	843
	843
	841
	841

	 
	Jumlah BPR/LKM
	2
	4
	4
	4
	4

	 
	Jumlah UMKM non BPR
	2.976
	843
	843
	841
	841


Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Jumlah Usaha Mikro dan Kecil
Persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2008 jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 37.347 dan menurun menjadi 22.272 pada tahun 2012. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2009 dan 2010.

Tabel 2.119. Usaha Mikro dan Kecil Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Usaha Mikro
	22.506
	11.552
	13.021
	15.886
	15.886

	2
	Jumlah Usaha Kecil
	14.841
	5.814
	5.886
	6.386
	6.386

	3
	Jumlah UKM
	15.383
	6.005
	6.078
	6.627
	6.627

	4
	Usaha Mikro dan Kecil
	37.347
	17.366
	18.907
	22.272
	22.272


Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 2.120. Jumlah Usaha Kecil dan Jumlah Seluruh UMKM 
                   Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	5.014
	1.204
	1.204
	3.282
	3.282

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	8.803
	4.528
	4.527
	6.624
	6.624

	2
	Kota Tual

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	-
	796
	1.018
	1.187
	1.187

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	-
	1.099
	1.342
	1.520
	1.520

	3
	Kab. Maluku Tengah

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	2.308
	2.972
	2.972
	2.972
	2.972

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	5.994
	3.701
	3.701
	4.129
	4.129

	4
	Kab. Seram Bagian Timur

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	2.151
	1.360
	1.360
	1.062
	1.062

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	2.665
	1.447
	1.447
	1.151
	1.151

	5
	Kab. Seram Bagian Barat

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	2.709
	149
	149
	643
	643

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	3.322
	219
	219
	724
	724

	6
	Kab. Maluku Tenggara

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	2.819
	2.404
	2.404
	2.915
	2.915

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	5.399
	2.661
	2.661
	3.168
	3.168

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	2.757
	1.693
	1.693
	1.693
	1.693

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	3.377
	2.450
	2.450
	2.440
	2.440

	8
	Kab. Buru

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	2.348
	506
	1.753
	1.254
	1.254

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	5.353
	577
	1.877
	1.387
	1.387

	9
	Kab. Buru Selatan

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	-
	16
	16
	197
	197

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	-
	17
	17
	224
	224

	10
	Kab. Maluku Barat Daya

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	-
	7
	7
	228
	228

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	-
	15
	15
	304
	304

	11
	Kab. Kepulauan Aru

	 
	Jumlah Usaha Mikro
	2.401
	445
	445
	453
	453

	 
	Jumlah Seluruh UMKM
	2.976
	843
	843
	841
	841


Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.16. Penanaman Modal
1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Perkembangan investasi berskala nasional baik PMDN maupun PMA secara signifikan mengalami peningkatan. PMA masih mendominasi investasi di Maluku dengan usaha pada bidang perikanan, pertambangan dan industri, dimana sektor yang paling diminati investor adalah sektor perikanan dan industri perikanan. Hal ini dapat digambarkan pada tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 
 Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Jumlah Investor
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	 1.
	PMA
	5
	5
	6
	7
	9

	 2.
	PMDN
	-
	-
	-
	-
	1

	Total
	5
	5
	5
	6
	7


Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2013


2) Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi sejak tahun 2008-2012 secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan jenis usaha yang berkembang di Maluku karena didominasi oleh industri perikanan dan sektor pertambangan yang menggunakan teknologi tinggi dan padat modal, seperti yang digambarkan pada tabel 2.122.
Tabel 2.122. Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Jumlah Investasi
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Persetujuan
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Proyek
	5
	5
	8
	7
	10

	
	Nilai Investasi
	52,592.60
	731.527
	541.86
	1,131.72
	404.724

	2
	Realisasi
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Proyek
	5
	5
	8
	7
	10

	
	Nilai Investasi
	73.75
	26.230.13
	498.35
	486.03
	1,121.56


Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA)
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Maluku dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi, dimana terjadi peningkatan rasio dari 249.6 di tahun 2008 menjadi 367.6 di tahun 2009, kemudian menurun menjadi 175 pada tahun 2010, meningkat menjadi 263.14 di tahun 2011 dan menurun menjadi 70.78 pada tahun 2012. Peningkatan rasio diakibatkan oleh masuknya investor ke Provinsi Maluku, sedangkan minimnya jumlah investor berdampak pada penyediaan lapangan kerja sehingga terjadi penurunan rasio.

Tabel 2.123. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA) Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Tenaga Kerja PMA/PMDN
	1248
	1838
	1050
	1842
	637

	2
	Jumlah Seluruh PMA/PMDN
	5
	5
	6
	7
	9

	3
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
	249.6
	367.6
	175
	263.14
	70.78


Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2013


4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penanaman Modal, setelah mendapatkan izin penanaman modal dari BKPM, perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanaman modal yang wajib dilaporkan secara berkala. Dari hasil laporan LKPM sejak 2008-2012 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sejalan dengan kondisi ekonomi global yang terus membaik. Kondisi keamanan dan ketertiban juga memberikan kotribusi guna memperlancar investasi di Provinsi Maluku.


Tabel 2.124.a. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
             Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Rumus
	Capaian Kinerja 2011
	Capaian Kinerja 2012

	 
	Realisasi PMDN Thn 2012 - Realisasi PMDN Thn 2011
	100%
	0%
	0%

	 
	(Rp. 2.30 - Rp. 0)
	
	
	

	 
	Rp. 0
	
	
	

	 
	Realisasi PMDN Thn 2011
	
	
	


  Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2013

Kinerja investasi atau penanaman modal selama kurun waktu 2008-2012 khususnya di bidang penanaman modal dalam negeri mengalami perkembangan tidak optimal selama kurun waktu 5 (lima) tahun hanya sebanyak 3 perusahaan. Tahun 2012 PMDN hanya 1 perusahaan sedangkan tahun 2011 tidak ada data LKPM perusahaan. Kalau dihitung capaian kinerja investasi mengalami perkembangan yang sangat lambat, hanya sebatas pengurusan administrasi dan penyiapan pelaksanaan fisik di lapangan (tabel 2.124.a). Kalau dihitung capaian kinerja PMDN/PMA tahun 2011 mengalami defisit dari tahun 2010 sebesar  2,47%, hal ini terjadi dari pencapaian target realisasi ditujukan pada kegiatan yang sifatnya administrasi. Capaian kinerja penanaman modal PMDN/PMA pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 131%, hal ini disebabkan beberapa kegiatan/proyek sudah mencapai penyelesaian tahap produksi (Tabel 2.124.b).

Tabel 2.124.b. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA (Milyar Rupiah) 
  Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Rumus
	Capaian
Kinerja 2011
	Capaian Kinerja 2012

	 
	Realisasi PMDN/PMA Thn 2012 - Realisasi PMDN/PMA Thn 2011
	100%
	-2,47%
	131%

	 
	(Rp. 1,121.56 - Rp. 486.03)
	
	
	

	 
	Rp. 486.03
	
	
	

	 
	Realisasi PMDN/PMAThn 2011
	
	
	


Sumber: Badan Penanaman Modal Provinsi Maluku Tahun 2013


2.3.1.17. Kebudayaan
1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan kaya dengan berbagai budaya dan tradisi masyarakat. Di samping itu terdapat berbagai peninggalan kolonial berupa tradisi, benteng dan budaya lain yang berpengaruh terhadap pengayaan budaya lokal seperti tarian, nyanyian, pantun dan lain-lain. Semua kekayaan budaya ini dapat dijadikan festival seni budaya untuk dijadikan sebagai destinasi wisata.


Tabel 2.125. Seni Dan Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 
    yang Dilestarikan di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten / Kota
	Budaya

	
	
	Jumlah Benda Situs dan Kawasan cagar budaya di daerah
	Jumlah Benda Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan
	% Benda Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan

	
	
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	10
	10
	100

	2
	Kota Tual
	-
	-
	-

	3
	Kab. Maluku Tengah
	44
	44
	100

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	4
	4
	100

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	6
	6
	100

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	5
	5
	100

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	-
	-
	-

	8
	Kab. Buru
	2
	2
	100

	9
	Kab. Buru Selatan
	2
	2
	100

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	14
	14
	100

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	-
	-
	-


 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.18. Kepemudaan Dan Olahraga
1) Jumlah Organisasi Pemuda
	Jumlah organisasi pemuda di Provinsi Maluku dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah organisasi pemuda berjumlah 118 unit organisasi dan meningkat menjadi 235 unit organisasi di tahun 2012.

Tabel 2.126. Jumlah Organisasi Pemuda Menurut Kabupaten/Kota 
                   Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon
	37
	398
	42
	47
	56

	2
	Kota Tual 
	8
	8
	8
	8
	8

	3
	Kab. Maluku Tengah
	17
	19
	21
	25
	31

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	7
	9
	12
	15
	20

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	6
	12
	17
	19
	35

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	12
	12
	12
	12
	12

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	11
	17
	18
	21
	21

	8
	Kab. Buru
	9
	11
	11
	13
	17

	9
	Kab. Buru Selatan
	-
	6
	7
	9
	15

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	3
	4
	6
	6
	8

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	5
	5
	5
	5
	5

	Jumlah
	118
	146
	164
	186
	235


 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan di Provinsi Maluku dari tahun 2008-2011 mengalami peningkatan, dan terjadi penurunan di tahun 2012 menjadi 61 kegiatan kepemudaan.




Tabel 2.127. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Menurut Kabupaten/Kota 
          Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No.
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Kota Tual 
	8
	7
	8
	9
	9

	3
	Kab. Maluku Tengah
	5
	5
	7
	7
	6

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	4
	4
	4
	5
	4

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	4
	4
	5
	5
	5

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	4
	4
	5
	6
	5

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	4
	4
	4
	5
	4

	8
	Kab. Buru
	4
	5
	5
	6
	4

	9
	Kab. Buru Selatan
	-
	3
	4
	5
	4

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	-
	3
	4
	5
	4

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	4
	4
	4
	5
	4

	Jumlah
	44
	51
	62
	70
	61


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Jumlah Kegiatan Olahraga
Jumlah kegiatan olahraga dari tahun 2008-2012 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 ada 5 kegiatan dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 6 kegiatan.


Tabel 2.128. Jumlah Kegiatan Olahraga Menurut Kabupaten/Kota
             Di Provinsi MalukuTahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon
	5
	3
	8
	4
	3

	2
	Kota Tual 
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Kab. Maluku Tengah
	-
	-
	-
	-
	1

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	-
	-
	-
	-
	1

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	-
	-
	-
	1
	-

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	-
	-
	-
	-
	1

	8
	Kab. Buru
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Kab. Buru Selatan
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	-
	-
	-
	5
	6


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013

4) Lapangan Olahraga 
Jumlah lapangan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah lapangan olahraga sebanyak 80 dan meningkat menjadi 140 lapangan olahraga pada tahun 2012.

Tabel 2.129. Jumlah Lapangan Olahraga Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon
	16
	18
	22
	22
	28

	2
	Kota Tual 
	4
	6
	6
	7
	8

	3
	Kab. Maluku Tengah
	16
	16
	16
	18
	20

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	6
	6
	6
	8
	10

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	10
	12
	12
	15
	16

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	8
	8
	8
	10
	13

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	4
	4
	4
	6
	6

	8
	Kab. Buru
	5
	5
	5
	7
	7

	9
	Kab. Buru Selatan
	3
	3
	5
	6
	8

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	3
	3
	3
	3
	5

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	5
	6
	6
	7
	7

	JUMLAH
	80
	87
	93
	109
	128


Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2014


5) Jumlah Klub Olahraga
Jumlah klub olahraga mengalami peningkatan tiap tahun. Pada tahun 2008 jumlah klub olahraga sebanyak 35 dan meningkat menjadi 60 pada tahun 2012. 





[





 



 

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Maluku Tahun 2013
Gambar 2.20. Grafik Jumlah Klub Olahraga Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Pembinaan politik daerah dilakukan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik di Maluku, dalam bentuk harmonisasi dan normalisasi hubungan antar pemerintah daerah dengan ormas, serta penyusunan database ormas provinsi, kabupaten/kota se-Maluku. Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP pada tahun 2012 sebanyak 175 kegiatan dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 195 kegiatan. Pada tahun 2008 dilakukan pembinaan terhadap 14 partai politik dan pada tahun 2013 pembinaan terhadap partai politik meningkat menjadi 16 partai politik.



Tabel 2.130. Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik 
   Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013
	No
	Uraian
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Pembinaan terhadap Ormas
	-
	-
	-
	-
	175
	195

	
	1. Ormas
2. LSM
3. OKP
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	-
-
-
	95
50
30
	100
55
40

	2
	Pembinaan terhadap Partai Politik
	14
	16
	16
	16
	16
	16


Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Pendidikan Karakter Berbasis Bela Negara 
Pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang. 
Tabel 2.131. Pendidikan Karakter Berbasis Bela Negara
          Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Kegiatan
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Pendidikan Karakter Berbasis Bela Negara
	
2 kali kegiatan


	2 kali kegiatan
	2 kali kegiatan
	2 kali kegiatan
	2 kali kegiatan


            Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Salah satu agenda penting Pemerintah Daerah Provinsi Maluku selama tahun 2008-2013 adalah  “Menciptakan Maluku yang Rukun, Aman, Damai, Bersatu dan Demokratis” untuk mewujudkan agenda Pemerintah Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan yang terjadi dan memperkuat keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. 

Tabel 2.132. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Kegiatan
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Penanganan Gangguan keamanan dalam negeri 
	1 kali kegiatan


	1 kali kegiatan
	1 kali kegiatan
	2 kali kegiatan
	6 kali kegiatan


 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2013


4) Pembinaan LSM dan ORMAS
Dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan normalisasi kondisi keamanan di Maluku, Pemerintah Daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku dan Bupati/Walikota se-Maluku, selalu menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Ormas, LSM, OKP, Tokoh-Tokoh Agama, Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Organisasi Paguyuban untuk menetapkan kebijakan solusi alternatif guna meminimalisir tingkat kerawanan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban di Maluku. 
Tabel 2.133. Pembinaan LSM dan ORMAS Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kegiatan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP
	-
	-
	1 kali kegiatan
	-
	1 kali kegiatan


Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Organisasi Pemerintah Provinsi Maluku
a. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi
	Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, maka sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi, hingga tahun 2013 telah ditetapkan jumlah jabatan struktural pemerintahan Provinsi Maluku adalah sebanyak 743 orang, yang mana di antaranya terdiri dari Eselon I.b sebanyak 1 orang, Eselon II.a sebanyak 38 orang, Eselon II.b sebanyak 8 orang, Eselon III.a sebanyak 209 orang, Eselon III.b sebanyak 11 orang, dan Eselon IV sebanyak 474 orang.

Tabel 2.134. Jumlah Jabatan Struktural Pemerintahan Provinsi
(Menurut PP No. 41 Tahun 2007) Provinsi Maluku 
Tahun 2013
	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Eselon I.b
	1

	2
	Eselon II.a
	38

	3
	Eselon II.b
	8

	4
	Eselon III.a
	209

	5
	Eselon III.b
	11

	6
	Eselon IV.
	474

	Jumlah
	743


Sumber: Biro Organisasi Provinsi Maluku Tahun 2013

	Jumlah jabatan struktural tersebut tersebar pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Dimana dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, hingga tahun 2013 Pemerintah Provinsi Maluku memiliki 93 SKPD termasuk didalamnya 40 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). 

b. Satuan Kerja Pemerintah Provinsi
	Pada tabel 2.134 menunjukkan jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2013 yang berjumlah 93 SKPD.

Tabel 2.135. Jumlah SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi
(PP No. 41 Tahun 2007) Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	SKPD
	Jumlah

	1
	Sekretariat Daerah Terdiri dari:
	 

	
	Sekretaris Daerah
	1

	
	Asistensi Sekretaris Daerah 
	3

	
	Staf Ahli
	5

	
	Biro-Biro
	8

	2
	Sekretariat DPRD Provinsi
	1

	3
	Dinas Daerah
	14

	4
	Lembaga Teknis Daerah
	14

	5
	Lembaga Lain
	7

	6
	UPT Dinas
	28

	7
	UPT Badan
	12

	Jumlah
	93


Sumber : Biro Organisasi Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 2.136. Jumlah dan Nomenklatur Sekretariat Daerah 
(PP No. 41 Tahun 2007) Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	Sekretaris Daerah

	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

	 1
	Asisten Tata Pemerintahan

	 2
	Asisten Kesejahteraan Sosial

	 3
	Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan

	
	

	BIRO-BIRO

	1
	Biro Pemerintahan

	2
	Biro Hukum dan HAM

	3
	Biro Organisasi

	4
	Biro Umum dan Humas

	5
	Biro Peningkatan Kualitas SDM

	6
	Biro Kesejahteraan Rakyat

	7
	Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi

	8
	Biro Administrasi Pembangunan

	 
STAF AHLI

	1
	STAF AHLI Bidang Hukum dan Politik

	2
	STAF AHLI Bidang Pemerintahan

	3
	STAF AHLI Bidang Pembangunan

	4
	STAF AHLI Bidang Kemasyarakatan dan SDM

	5
	STAF AHLI Bidang Ekonomi dan Keuangan

	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI


Sumber: Biro Organisasi Provinsi Maluku Tahun 2013


Pada tabel 2.137 menggambarkan Dinas-Dinas Daerah di Provinsi Maluku yang melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu. Jumlah dinas yang ada di Provinsi Maluku berjumlah 14 dinas.





Tabel 2.137. Jumlah dan Nomenklatur Dinas (PP No. 41 Tahun 2007)
Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	Dinas

	1
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

	2
	Dinas Kesehatan 

	3
	Dinas Sosial 

	4
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

	5
	Dinas Perhubungan  

	6
	Dinas Informasi dan Komunikasi

	7
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

	8
	Dinas Pekerjaan Umum 

	9
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

	10
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

	11
	Dinas Pertanian 

	12
	Dinas Kelautan & Perikanan 

	13
	Dinas Kehutanan 

	14
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 


Sumber: Biro Organisasi Provinsi Maluku Tahun 2013

Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah dan lembaga lain di Provinsi Maluku berjumlah 21 lembaga.

Tabel 2.138. Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Teknis Daerah 
(PP No. 41 Tahun 2007) Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	Lembaga Teknis Daerah

	1
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	2
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	3
	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

	4
	Badan Penanaman Modal Daerah

	5
	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

	6
	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

	7
	Badan Pendidikan dan Pelatihan

	8
	Badan Kepegawaian Daerah

	9
	Inspektorat

	10
	Satuan Polisi Pamong Praja

	11
	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy

	12
	Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah

	13
	Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu

	14
	Rumah Sakit Khusus Daerah


Sumber: Biro Organisasi Provinsi Maluku Tahun 2013


Tabel 2.139. Jumlah dan Nomenklatur Lembaga Lain-Lain 
                 (PP No. 41 Tahun 2007) Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	Lembaga Lain

	1
	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku

	2
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku

	3
	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku

	4
	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

	5
	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku

	6
	Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Maluku

	7
	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku


Sumber: Biro Organisasi Provinsi Maluku Tahun 2013
2) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
Untuk mewujudkan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh, maka dukungan personil Satuan Polisi Pamong Praja harus disesuaikan dengan jumlah penduduk Maluku. Rasio pemeliharaan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah 1:10.000, artinya satu orang Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab atas 10.000 orang dari sisi ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.
Jika jumlah penduduk Maluku di tahun 2012 sebanyak 1.608.786 jiwa, maka jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku idealnya berjumlah 161 Anggota. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, saat ini yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat sebanyak 98 orang,  dengan rincian:
- PNS		: 13 orang
- CPNS		:   7 orang
- Non PNS	: 78 orang

Kekuatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang tersedia, maka masih terdapat kekurangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 63 anggota.

3) Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
Untuk mendukung terselenggaranya Sistem Keamanan Swakarsa (Siskamswakarsa), maka potensi masyarakat perlu didorong dan diberdayakan sehingga mereka dapat membantu melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut membantu pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan. Baik melalui siskamling dan siskamswakarsa. Jumlah petugas perlindungan masyarakat atau linmas menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku tahun 2008-2012 dapat digambarkan pada grafik dibawah ini.












    Sumber: Badan Satpol PP Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.21. Grafik Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Menurut
 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2012

4) Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa Atau Kelurahan
Memperhatikan data jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Maluku tahun 2013, terdapat 1.169 desa/kelurahan. Bila rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa dan Kelurahan dimana 1 desa/kelurahan terdapat 3 RT, dimana setiap RT harus terdapat 1 Pos Kamling, maka Pos Kamling yang tersedia sebanyak 3.507 Pos Kamling. Data tentang ketersediaan jumlah Pos Kamling di Desa dan kelurahan dari kabupaten/kota  se-Maluku  tidak ada.

5) Penegakan Peraturan Daerah 
PP Nomor 6 Tahun 2010 mengamanahkan bahwa Penegakan Perda merupakan bagian dari tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan penegakan Perda seharusnya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di lingkungan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku terdapat 49 tenaga PPNS yang tersebar di beberapa SKPD, dari jumlah tenaga PPNS di atas 4 orang terdapat di Satpol PP Provinsi Maluku, namun sampai saat ini belum dapat melaksanakan tugas tersebut, dikarenakan:
· Belum memperoleh SK dan KTA.
· Belum dilaksanakan pelantikan oleh Instansi berwenang untuk PPNS yang telah memiliki SK dan KTA.
Namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan SKPD pemangku Perda  agar dilaksanakan pengawasan dan penegakan, antara lain:
· Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk pemeriksaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
· Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat dan SKPD lainnya untuk penertiban dan penarikan aset daerah yang bergerak maupun tidak bergerak.
Penegakan Perda di Provinsi Maluku jumlah penyelesaiannya yaitu sebanyak 8 (Pajak kendaraan bermotor) dan 20 (Penertiban aset kendaraan dinas) dan jumlah pelanggarannya yaitu 4 (3 Operasional kendaraan dinas dan 1 Aset Daerah) dan 20 (Aset kendaraan dinas yang belum dilaksanakan penarikan).

6) Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
Cakupan patroli petugas satpol PP mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2009 jumlah patroli petugas satpol PP sebesar 5 orang petugas dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 30 petugas patroli.


Tabel 2.140. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Di Provinsi Maluku
  Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Patroli Petugas
	-
	5
	10
	20
	30


Sumber: Badan Satpol PP Provinsi Maluku Tahun 2013


7) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Menurut Kabupaten
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku di tahun 2008-2013, telah melaksanakan Patroli Pengamanan dan Pengawasan atas Aset Pemerintah Provinsi Maluku, 1 (satu) kali dalam seminggu dengan sasaran Stadion Mandala, Wisma Atlit, Gedung Olah Raga di Karang Panjang, Taman Viktoria dan Islamic Center di Waihaong. 
8) Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Provinsi Maluku sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat (3). Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Pasal 36 tentang Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Maluku, yang antara lain menyatakan:
Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi; dan
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.
Menindaklanjuti tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi tersebut Inspektorat Provinsi Maluku menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai amanat Pasal 30, 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Pemeriksaan Reguler
Tabel 2.141. Pemeriksaan Reguler Menurut Kabupaten/Kota 
Di Provinsi Maluku Tahun 2013
	No.
	Prov./Kab./Kota
	Jumlah

	
	
	SKPD
	Temuan
	Rekomendasi

	1.
	Provinsi Maluku
	-
	54
	71

	2.
	Seram Bagian Barat
	-
	28
	54

	3.
	Seram Bagian Timur
	-
	23
	40

	4.
	Buru
	-
	7
	11

	5.
	Buru Selatan
	-
	6
	8

	6.
	Maluku Tenggara
	-
	24
	35

	7.
	Kota Tual
	-
	16
	19

	8.
	Kota Ambon
	-
	14
	17

	9.
	Maluku Tengah
	-
	14
	17

	10.
	Maluku Tenggara Barat
	-
	33
	41

	11.
	Maluku Barat Daya
	-
	23
	37

	12.
	Kepulauan Aru
	-
	13
	18

	Jumlah
	-
	255
	368


Sumber: Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2013


a) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Sehubungan dengan pelaksanaan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP/135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi Maluku telah melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 37 (tiga puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dengan hasil sebagai berikut:
· Memuaskan		11	SKPD
· Sangat Baik		11 	SKPD
· Baik			7	SKPD
· Cukup			4	SKPD
· Kurang			4	SKPD.
Adapun pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Provinsi Maluku memperoleh Nilai “C” pada penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja.

b) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 
Dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Pemerintah 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se-Maluku, Inspektorat Provinsi Maluku melakukan sinergitas bersama BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan Biro Pemerintah Setda Maluku sebagai Tim Koordinasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
Adapun hasil dari pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) di Provinsi Maluku, sebagai berikut:

Tabel 2.142. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	NO
	NAMA KABUPATEN/KOTA
	NILAI/SCORING 
EVALUASI 
	KATEGORI

	1.
	Maluku Tengah
	2,6251
	TINGGI

	2.
	Seram Bagian Barat
	2,2369
	TINGGI

	3.
	Maluku Tenggara
	2,0377
	TINGGI

	4.
	Kota Ambon
	2,0211
	TINGGI

	5.
	Maluku Tenggara Barat
	1,9566
	SEDANG

	6.
	Kota Tual
	1,8560
	SEDANG

	7.
	Kabupaten Seram Bagian Timur
	1,4908
	SEDANG

	8.
	Kabupaten Buru
	1,4107
	SEDANG

	9.
	Kabupaten Buru Selatan
	1,3280
	SEDANG

	10.
	Kabupaten Kepulauan Aru
	1,2892
	SEDANG

	11.
	Kabupaten Maluku Barat Daya
	0,0000
	RENDAH


 Sumber: Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2013

c) Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku 
Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dan Review terhadap Laporan Keuangan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Review mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan lingkup Audit yang dilakukan sesuai peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Adapun, Inspektorat melaksanakan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku dan Review atas 71 (tujuh puluh satu) Laporan Keuangan SKPD termasuk UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

d) Pemeriksaan Khusus dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Selain pelaksanaan Pemeriksaan Reguler, Evaluasi LAKIP, Evaluasi EKPPD, Review Laporan Keuangan, Inspektorat Provinsi Maluku berdasarkan tugas dan fungsi juga melaksanakan Pemeriksaan Khusus seperti Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota, Audit Tagihan terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung kepada Bapak Gubernur Maluku, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dll.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Menindaklanjuti amanat Pasal  34 dan 35, Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan tanggung jawab satuan kerja atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait tanggung jawab tersebut Inspektorat Provinsi Maluku telah mendorong pelaksanaan Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri serta hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku.
a) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut:
Jumlah Temuan				= 28
Jumlah Rekomendasi			= 44
Klasifikasi Tindak Lanjut:	
Sesuai dengan Rekomendasi		= 11 
Belum Sesuai dan Dalam Proses	= 27
Belum Dintindaklanjuti			=   6

b) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri
Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut:
Jumlah Temuan/Rekomendasi	= 82
Klasifikasi Tindak Lanjut:
Sesuai Rekomendasi		=  80
Dalam Proses			=  2
Belum di TL			=  -




c) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku
Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 2013, sebagai berikut:


Tabel 2.143. Hasil Pemeriksaan Inspektorat Menurut Kabupaten/Kota 
   Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No.
	PROV./KAB./KOTA
	JUMLAH
	KLASIFIKASI TINDAK LANJUT

	
	
	TEMUAN
	REKOMENDASI
	S
	%
	D
	%
	B
	%

	1.
	Provinsi Maluku
	54
	71
	32
	45,07
	1
	1,41
	38
	54

	2.
	Seram Bagian Barat
	28
	54
	9
	16,67
	3
	5,56
	42
	77,78

	3.
	Seram Bagian Timur
	23
	40
	24
	60,00
	1
	2,50
	15
	37,50

	4.
	Buru
	7
	11
	11
	100
	0
	-
	0
	-

	5.
	Buru Selatan
	6
	8
	5
	62,50
	3
	37,50
	0
	-

	6.
	Maluku Tenggara
	24
	35
	35
	100
	0
	-
	0
	-

	7.
	Kota Tual
	16
	19
	10
	52,63
	6
	31,58
	3
	15,79

	8.
	Kota Ambon
	14
	17
	10
	58,82
	4
	23,53
	3
	17,65

	9.
	Maluku Tengah
	14
	17
	12
	70,59
	3
	17,65
	2
	11,76

	10.
	Maluku Tenggara Barat
	33
	41
	39
	95,12
	2
	4,88
	0
	-

	11.
	Maluku Barat Daya
	23
	37
	3
	8,11
	8
	21,62
	26
	70,27

	12.
	Kepulauan Aru
	13
	18
	14
	3,00
	1
	5,56
	3
	16,67

	Jumlah
	
	255
	204
	55,43
	32
	8,70
	132
	35,87


Sumber: Inspektorat Provinsi Maluku Tahun 2013

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pengawasan
Kebutuhan sumber daya aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi, profesional dan beretika merupakan hal penting sejalan dengan reformasi birokrasi dan tuntutan terhadap penyelenggaran clean goverment dan good governance.

5. Program Peningkatan Kredibilitas Aparatur sebagai tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
a) Optimalisasi Pokja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Pokja LHKPN memiliki tanggung jawab membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memfasilitasi penyelenggara negara wajib lapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku terkait tata cara pengisian serta pelaporan LHKPN kepada KPK-RI di Jakarta.

Adapun Penyelenggara Negara wajib lapor LHKPN pada Pemerintah Provinsi Maluku sebagai berikut;
· Jumlah Wajib Lapor LHKPN		= 789 PN
· Yang Telah Melapor			= 215 (27,25%)
· Yang Belum Melapor			= 
Form LHKPN “A”				= 330 (41,83%)
Form LHKPN “B”				= 244 (30,39%)
Jumlah					= 574 (72,75%)


b) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) / Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK)
Sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diwajibkan melaksanakan 8 (delapan) Aksi PPK, antara lain:
1) Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2) Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3) Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP);
4) Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan pelayanan PTSP;
5) Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6) Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
7) Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa;
8) Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu.

2.3.1.21. Ketahanan Pangan
1) Regulasi Ketahanan Pangan
Pada tahun 2008-2012 Pemerintah Provinsi Maluku telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait dengan regulasi ketahanan pangan. Perda ini ditetapkan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sagu, untuk dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan pangan khususnya pangan lokal. 

Tabel 2.144. Regulasi Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Regulasi Ketahanan Pangan
	Dokumen
	-
	-
	1
	-
	-


 Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Ketersediaan Pangan Utama
Ketersediaan pangan utama di Provinsi Maluku adalah beras. Capaian pada tahun 2008 sebesar 14,017 Ton, pada tahun 2012 mengalami peningkatan mencapai 20,044 Ton dengan rata-rata konsumsi tahun 2008-2009 mencapai 80 Kg/Kap/Thn, meningkat pada tahun 2010-2012 mencapai 108.5 Kg/Kap/Thn. Hal ini memperlihatkan ketersediaan pangan utama (Beras) di Provinsi Maluku selama periode tahun     2008-2012 masih tersedia kurang 2-3 kali lipat dari kebutuhan konsumsi penduduk Maluku. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.145.


Tabel 2.145. Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Rata rata konsumsi beras
	Kg/Kap/Thn
	80
	80
	108.5
	108.5
	108.5

	2
	Konsumsi beras penduduk
	Kg/Thn
	1,939.23
	1,956.68
	1,841.53
	1,926.86
	

	3
	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
	Ton
	14,017
	15,607
	11,491
	18,673
	20,044


Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Pemberdayaan Kelompok Ketahanan Pangan
Untuk urusan ketahanan pangan, jumlah kelompok yang dibina oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dari dana APBD dan APBN sejak tahun 2008-2012 sebanyak 654 kelompok, yang terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya:
1. Kegiatan Lumbung Pangan, 
2. Kegiatan Desa Mandiri Pangan,
3. Kegiatan Desa Mandiri Pangan Kawasan Perbatasan dan Kepulauan,
4. Kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan 
5. Kegiatan Smallholder Livelihood Development Project (SOLID).
Kelompok kegiatan desa mandiri pangan yang terdapat di Provinsi Maluku adalah sebanyak 50 kelompok. Pada tahun 2008 Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kota Ambon telah terbentuk      masing-masing 2 kelompok sedangkan untuk Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, dan Maluku Tenggara adalah masing-masing 1 kelompok. Pada tahun 2012 kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual masing-masing 2 kelompok dan untuk Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Kota Ambon masing-masing 1 kelompok. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.146. Kelompok Kegiatan Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	NO
	Kabupaten
	Tahun Pembentukan Kelompok Mandiri

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	Jumlah

	1
	Maluku Tengah
	1
	1
	-
	-
	-
	6

	2
	Seram Bagian Barat
	1
	1
	1
	-
	-
	7

	3
	Seram Bagian Timur
	-
	2
	1
	1
	-
	4

	4
	Buru
	1
	1
	-
	-
	-
	5

	5
	Buru Selatan
	-
	-
	-
	1
	-
	1

	6
	Maluku Tenggara
	1
	1
	-
	-
	1
	9

	7
	Maluku Tenggara Barat
	2
	1
	-
	-
	1
	7

	8
	Maluku Barat Daya
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	9
	Kota Ambon
	2
	1
	1
	-
	1
	7

	10
	Kota Tual
	-
	-
	-
	-
	2
	2

	TOTAL
	8
	8
	3
	2
	7
	50


 Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2013

Kelompok kegiatan lumbung pangan di Provinsi Maluku mempunyai peranan penting dalam mendukung kebutuhan pokok pangan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kelompok kegiatan lumbung pangan pada tahun 2009 adalah 10 kelompok, Kabupaten Maluku Tengah memiliki 8 kelompok, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Buru masing-masing dibentuk 1 kelompok sedangkan Kabupaten yang lain tidak ada pembentukan kelompok. Pada tahun 2013 hanya 4 kelompok mandiri, 3 kelompok di Seram Bagian Barat dan 1 kelompok di Kabupaten Buru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.147 sebagai berikut:

Tabel 2.147. Kelompok Kegiatan Lumbung Pangan
                                                            Di Provinsi Maluku Tahun 2009-2013
	No
	Kabupaten
	Tahun Pembentukan Kelompok Mandiri

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Jumlah

	1
	Kab. Maluku Tengah
	8
	2
	-
	1
	-
	11

	2
	Kab. Seram Bagian Barat
	1
	1
	-
	-
	3
	4

	3
	Kab. Seram Bagian Timur
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Kab. Buru
	1
	1
	-
	-
	1
	3

	5
	Kab. Buru Selatan
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	-
	2
	-
	-
	-
	2

	7
	Maluku Tenggara Barat
	-
	2
	1
	-
	-
	3

	8
	Maluku Barat Daya
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	9
	Kota Ambon
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Kota Tual
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	TOTAL
	10
	10
	2
	1
	4
	27


Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2013


Kelompok kegiatan desa kawasan dan kepulauan mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan pangan yang berada pada kawasan kepulauan di Provinsi Maluku. Jumlah desa yang memiliki kelompok kegiatan pangan di kawasan kepulauan adalah 44 desa, 15 diantaranya pada Kabupaten Maluku Tenggara, 7 untuk Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual sedangkan 6 desa untuk Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.148 sebagai berikut:


Tabel 2.148. Kelompok Kegiatan Desa Kawasan dan 
Kepulauan di Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	Kabupaten
	Jumlah Desa

	1
	Kab. Maluku Tenggara
	15

	2
	Kab. Maluku Barat Daya
	7

	3
	Kab. Kepulauan Aru
	6

	4
	Kota Tual
	7

	Total
	44


Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2013

Kelompok program kegiatan peningkatan kesejahteraan petani kecil di Provinsi Maluku sangat penting dibentuk guna mendukung tingkat perekonomian masyarakat. Jumlah kelompok program kegiatan peningkatan kesejahteraan petani kecil pada tahun 2011 sebanyak 60 kelompok, 15 kelompok di kabupaten Maluku Tengah dan 12 kelompok untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Buru, sedangkan Kabupaten Buru Selatan hanya 9 kelompok. Pada tahun 2013 mengalami pertambahan di antaranya Kabupaten Maluku Tengah 65 kelompok, Seram Bagian Barat 41 kelompok, Seram Bagian Timur 36 kelompok, Kabupaten Buru 46 kelompok dan Kabupaten Buru Selatan 20 kelompok. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.149 sebagai berikut:

Tabel 2.149. Kelompok Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan
                                            Petani Kecil (PKPK) Di Provinsi Maluku Tahun 2011-2013
	NO
	Kabupaten
	Tahun Pembentukan Kelompok Mandiri

	
	
	2011
	2012
	2013
	Jumlah

	1
	Kab. Maluku Tengah
	15
	42
	65
	122

	2
	Kab. Seram Bagian Barat
	12
	27
	41
	80

	3
	Kab. Seram Bagian Timur
	12
	27
	36
	75

	4
	Kab. Buru
	12
	30
	46
	88

	5
	Kab. Buru Selatan
	9
	18
	20
	47

	TOTAL
	60
	144
	208
	412


          Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2013

Kelompok Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang berada di Provinsi Maluku pada tahun 2010-2013 sebanyak 115 kelompok dengan rincian Kota Ambon yang paling banyak jumlah kelompoknya yaitu 28 kelompok, sedangkan yang paling sedikit jumlah kelompok adalah berada di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Tual masing-masing 7 kelompok. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.150 sebagai berikut:

Tabel 2.150. Kelompok Kegiatan Percepatan Penganekaragaman
  Konsumsi Pangan (P2KP) Provinsi Maluku Tahun 2010-2013
	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun Pembentukan Kelompok Mandiri

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	Jumlah

	1
	Kab. Maluku Tengah
	-
	10
	1
	-
	11

	2
	Kab. Seram Bagian Barat
	2
	10
	-
	2
	14

	3
	Kab. Seram Bagian Timur
	-
	11
	-
	-
	11

	4
	Kab. Buru
	2
	10
	-
	-
	12

	5
	Kab. Buru Selatan
	-
	10
	-
	-
	10

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	-
	10
	-
	2
	12

	7
	Kab. Maluku Tenggara Barat
	-
	-
	10
	7
	17

	8
	Kota Ambon
	-
	10
	10
	8
	28

	9
	Kota Tual
	-
	-
	-
	7
	7

	10
	Kab. Kep. Aru
	-
	-
	-
	7
	7

	TOTAL
	4
	71
	21
	19
	115


                 Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Maluku dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengkoordinir berbagai program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. 
Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh SKPD membina kelompok-kelompok binaan yang terbentuk di tingkat desa, untuk urusan tertentu sesuai dengan tupoksi, SKPD tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan kelompok binaan di tingkat desa/kelurahan.
2) 
	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2014 – 2019
	2-70



3) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2008 yang paling banyak berada di Kota Ambon dengan rata-rata 35 kelompok binaan, sedangkan yang paling sedikit adalah pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 3 kelompok binaan. Pada tahun 2012 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK tertinggi di kota Ambon sebanyak 27, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kabupaten Buru Selatan dengan rata-rata 1 kelompok binaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.150.

Tabel 2.151. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

		No
	Kabupaten / Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	Jumlah PKK
	Jumlah KLP Binaan PKK
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK
	Jumlah PKK
	Jumlah KLP Binaan PKK
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK
	Jumlah PKK
	Jumlah KLP Binaan PKK
	Rata-rata Jumlah KLP Binaan PKK
	Jumlah PKK
	Jumlah KLP Binaan PKK
	Rata-Rata Jumlah KLP Binaan PKK
	Jumlah PKK
	Jumlah KLP Binaan PKK
	Rata-Rata Jumlah KLP Binaan PKK

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	50
	1.730
	35
	50
	2.300
	46
	50
	2.293
	46
	50
	1.352
	27
	50
	1.352
	27

	2
	Kota Tual
	0
	-
	-
	29
	248
	9
	29
	348
	12
	29
	348
	12
	29
	348
	12

	3
	Kab. Maluku Tengah
	172
	1.357
	8
	172
	1.754
	10
	172
	1.830
	11
	172
	1.606
	9
	172
	1.606
	9

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	56
	786
	14
	56
	786
	14
	56
	718
	13
	56
	718
	13
	56
	718
	13

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	90
	708
	8
	90
	708
	8
	90
	708
	8
	90
	431
	5
	90
	431
	5

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	116
	1.832
	16
	87
	1.213
	14
	87
	1.832
	21
	87
	1.832
	21
	87
	1.832
	21

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	188
	624
	3
	71
	624
	9
	71
	624
	9
	71
	624
	9
	71
	624
	9

	8
	Kab. Buru
	51
	873
	17
	51
	455
	9
	51
	455
	9
	51
	822
	16
	51
	822
	16

	9
	Kab. Buru Selatan
	0
	-
	-
	55
	121
	2
	55
	121
	2
	55
	121
	2
	55
	72
	1

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	0
	-
	-
	117
	150
	1
	117
	150
	1
	117
	711
	6
	117
	711
	6

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	119
	646
	5
	119
	646
	5
	119
	985
	8
	119
	985
	8
	119
	985
	8


Sumber: BPMPD Provinsi Maluku Tahun 2013



4) Posyandu Aktif
Persentase jumlah posyandu aktif pada tahun 2008 yang paling banyak berada pada Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 42,13%, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 7,90%. Pada tahun 2012 persentase posyandu aktif yang paling banyak adalah berada pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 56,45%, sedangkan yang paling sedikit jumlah posyandu adalah di Kabupaten Buru sebanyak 1,61%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.152. Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	Total Posyandu
	Jumlah Posyandu Aktif
	Posyandu Aktif (%)
	Total Posyandu
	Jumlah Posyandu Aktif
	Posyandu Aktif (%)
	Total Posyandu
	Jumlah Posyandu Aktif
	Posyandu Aktif (%)
	Total Posyandu
	Jumlah Posyandu Aktif
	Posyandu Aktif (%)
	Total Posyandu
	Jumlah Posyandu Aktif
	Posyandu Aktif (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kota Ambon
	264
	76
	28.79
	276
	101
	36.59
	282
	105
	37.23
	282
	105
	37.23
	286
	71
	24.83

	2
	Kota Tual
	-
	-
	-
	84
	5
	5.95
	84
	11
	13.10
	100
	32
	32.00
	205
	84
	40.98

	3
	Kab. Maluku Tengah
	383
	31
	8.09
	390
	21
	5.38
	394
	35
	8.88
	317
	61
	19.24
	429
	62
	14.45

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	138
	0
	-
	162
	0
	-
	164
	0
	-
	164
	0
	-
	163
	76
	46.63

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	197
	83
	42.13
	199
	46
	23.12
	202
	92
	45.54
	234
	24
	10.26
	198
	24
	12.12

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	291
	23
	7.90
	212
	55
	25.94
	212
	53
	25.00
	212
	72
	33.96
	220
	58
	26.36

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	276
	29
	10.51
	122
	29
	23.77
	122
	29
	23.77
	118
	44
	37.29
	124
	70
	56.45

	8
	Kab. Buru
	178
	0
	-
	252
	30
	11.90
	105
	2
	1.90
	97
	2
	2.06
	124
	2
	1.61

	9
	Kab. Buru Selatan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	0
	-
	97
	0
	-

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	-
	-
	-
	163
	0
	-
	163
	0
	-
	180
	0
	-
	180
	0
	-

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	142
	15
	10.56
	146
	9
	6.16
	141
	7
	4.96
	152
	6
	3.95
	151
	9
	5.96


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013
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5) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan, melalui program pemberdayaan masyarakat untuk menjawab kesenjangan dan ketimpangan sosial. Program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Maluku yang dikoordinir oleh LSM mengalami peningkatan, pada tahun 2008 pagu untuk LSM yang direalisasikan terbesar pelaksanaannya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan total anggaran Rp 2.342.191.770 dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Seram Bagian Barat, total anggaran Rp 331.445.600. Pada tahun 2012 Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki alokasi anggaran untuk LSM senilai               Rp 1.106.718.900, anggaran ini terbesar untuk pemberdayaan LSM di Maluku dan yang paling rendah di Kabupaten Kepulauan Aru dengan nilai Rp 410.911.500. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.153.

Tabel 2.153. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Nilai Swadaya Masyarakat

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Kota Ambon
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Kota Tual
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Kab. Maluku Tengah
	383.957.950
	135.404.500
	636.887.300
	881.208.800
	465.400.250

	4
	Kab. Seram Bagian Timur
	360.509.670
	
	745.694.633
	1.190.338.368
	1.029.648.650

	5
	Kab. Seram Bagian Barat
	331.445.600
	447.307.500
	559.831.000
	538.818.000
	769.291.400

	6
	Kab. Maluku Tenggara
	545.586.025
	193.885.000
	248.264.000
	2.061.039.900
	1.027.590.600

	7
	Kab. Maluku  Tenggara Barat
	2.342.191.770
	832.805.000
	392.023.500
	2.254.145.000
	1.106.718.900

	8
	Kab. Buru
	-
	-
	-
	295.317.000
	449.181.830

	9
	Kab. Buru Selatan
	540.413.800
	252.047.900
	679.709.900
	-
	-

	10
	Kab. Maluku Barat Daya
	-
	-
	708.688.500
	614.873.155
	483.942.000

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	376.494.600
	-
	80.500.000
	39.863.100
	410.911.500


Sumber: BPMPD Provinsi Maluku Tahun 2013

6) Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Trans) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Peserta PKH adalah  ibu yang sedang hamil/nifas, memiliki balita (usia 0-6 tahun), memiliki anak usia sekolah 6-15 tahun (SD dan SLTP) atau kurang dari 18 tahun (belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun). Program PKH di Provinsi Maluku sebanyak 23.255 RTSM yang penyebarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.154. Jumlah RTSM Program PKH di Provinsi Maluku Tahun 2013
	No
	Kab/Kota
	Jumlah RTSM

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
	Ambon
Seram Bagian Barat
Seram Bagian Timur
Maluku Tengah
Buru
Buru Selatan
Tual
Maluku Tenggara
MTB
Aru
MBD
	1,424
3,102
3,055
6.584
2,442
-
1,874
1,917
1,902
955
-


Sumber: Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2013
7) Desa Tangguh Bencana
	Pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas kelembagaan pada semua tingkatan, khususnya pada masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana, maka BNPB dan BPBD telah membentuk Desa Tangguh Bencana dengan tujuan melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Berikut data Desa Tangguh yang telah terbentuk di Maluku:
Tabel 2.155. Desa Tangguh di Maluku
	Nama Desa
	Lokasi
	Tahun Pembentukan

	Sawa
	Kabupaten Buru
	2012

	Ubung
	Kabupaten Buru
	2012

	Negeri Lima
	Kabupaten Maluku Tengah
	2013

	Alang
	Kabupaten Maluku Tengah
	2013


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.23. Kearsipan
1) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Peningkatan sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam menunjang tata kelola kearsipan, sehingga arsip tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk kebutuhan sektoral maupun pribadi berdasarkan kebutuhan. Pengelolaan arsip secara baku dimulai dari peningkatan SDM pengelola kearsipan. Data pengelola arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan dapat dilihat pada tabel 2.156.

Tabel 2.156. Pengelolaan Arsip & Peningkatan SDM Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Pengelolaan Arsip Secara Baku
	SKPD
	6 SKPD
	8 SKPD
	8 SKPD
	7 SKPD
	7 SKPD

	2
	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan
	4 org/
4 keg
	5 org/
5 keg
	5 org/
5 keg
	5 org/
5 keg
	5 org/
5 keg
	5 org/
5 keg


  Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Depo Arsip
Provinsi Maluku telah memiliki gedung arsip dengan luas 84 M2, yang digunakan sebagai ruang kerja sekaligus merupakan tempat penyimpanan dokumen/arsip. Keterbatasan ruang di gedung arsip menyebabkan arsip-arsip yang diakuisisi dari SKPD, KPUD maupun Kabupaten/Kota tidak dapat disimpan dengan baik karena sempitnya ruangan penyimpanan dan ruangan tersebut tidak memenuhi standar sebagai ruang penyimpanan/depo arsip.

3) Alih Media Dokumen/Arsip
Alih media dokumen/arsip dilaksanakan dengan tujuan agar arsip-arsip baik statis maupun dinamis dapat disimpan/dilestarikan sebagai dokumen daerah apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dokumen/arsip yang telah dialihmediakan ke jaringan arsip statis sebanyak 14 box.

4) Alih Media Bahan Perpustakaan (Jurnal, Buku, Majalah dan Surat Kabar) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Alih Media adalah suatu bentuk/model pengembangan bahan pustaka secara digitalisasi sesuai dengan perkembangan Teknologi informasi sekaligus bertujuan untuk melestarikan          koleksi-koleksi langka dengan koleksi daerah (Local Content). Jumlah koleksi daerah yang telah dialih mediakan sebanyak 159 eksemplar. 

5) Ketersediaan Ruang Baca Di Perpustakaan (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah)
Jumlah pengunjung perpustakaan terus meningkat dan kapasitas ruang baca sudah tidak memungkinkan karena dalam kondisi menyatu antara ruang koleksi dan ruang baca pengunjung. Selain itu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah juga tidak memiliki ruangan baca untuk anak sehingga sulit bagi anak untuk mendapatkan layanan informasi yang lebih khusus di bidang perpustakaan sebagai sarana rekreasi dengan menyediakan informasi yang bersifat hiburan. 

2.3.1.24. Komunikasi dan Informatika
1) Jumlah Jaringan Komunikasi 
Jaringan komunikasi merupakan hal penting dalam mendukung sistem komunikasi. Jenis jaringan komunikasi di Provinsi Maluku berupa penyiaran radio, surat kabar, dan website. Jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2008-2013 sebanyak 32 unit, surat kabar/media berupa media harian lokal pada tahun 2008 adalah 11 unit, meningkat pada tahun 2009 sebesar 16 unit dan 2010-2012 menurun menjadi 14 unit, media mingguan lokal pada tahun 2008 sebanyak 31 unit, turun pada tahun 2009 menjadi 29 unit dan semakin menurun pada tahun 2010-2012 menjadi 22 unit, media online lokal hanya berada pada tahun 2012 yaitu 6 unit sedangkan untuk website pada tahun 2008 sebanyak         1 unit, tahun 2009 sebanyak 2 unit dan tahun 2010-2012 sebanyak 4 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.157.

Tabel 2.157. Jumlah Jaringan Komunikasi, Penyiaran Radio, Surat Kabar, 
                                   dan Website Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jaringan Komunikasi
	32
	32
	32
	32
	32

	2
	Surat Kabar/Media
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Media harian lokal
	11
	16
	14
	14
	14

	 
	b. Media mingguan lokal
	31
	29
	22
	22
	22

	 
	c. Media online lokal
	 
	 
	 
	 
	6

	3
	Website
	1
	2
	4
	4
	4

	Jumlah
	75
	79
	72
	72
	78


      Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku Tahun 2013





2) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Provinsi Maluku pada tahun 2008 sebesar 45 lembaga penyiaran, naik menjadi 46 lembaga penyiaran pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.158.


Tabel 2.158. Jumlah Lembaga Penyiaran Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Televisi
	 
	 
	 
	 
	 

	
	a. Swasta lokal
	5
	5
	5
	5
	5

	
	b. Swasta nasional
	11
	11
	11
	11
	11

	2
	Radio Swasta
	21
	20
	21
	21
	21

	3
	Radio Publik
	3
	8
	3
	3
	3

	4
	Radio Komunitas
	5
	5
	5
	6
	6

	Jumlah
	45
	49
	45
	46
	46


Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Komunikasi Informasi Masyarakat 
Komunikasi dan informasi masyarakat dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam bidang kebencanaan, pemantapan sistem penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi komunikasi serta melibatkan semua sektor dan pelaku penanggulangan bencana dibawah koordinasi BPBD melalui penyampaian radio komunikasi dan infrastruktur peralatan pengurangan risiko bencana untuk menerima, mengelola dan menyampaikan informasi bencana secara berjenjang dalam rangka penanggulangan bencana.

Tabel 2.159. Infrastruktur Peralatan Pengurangan Risiko Bencana BPBD Di Provinsi Maluku
	Jenis peralatan
	Jumlah
	Keterangan

	Radio komunikasi 
	1 unit
	Penerimaan dan penyampaian informasi kebencanaan untuk pemangku kepentingan, dalam pengambilan keputusan

	Peringatan Dini Tsunami
	1 unit
	-

	Transceiver Iklim Cuaca dan Kegempaan
	2 unit
	-

	Sistem Aplikasi Data  Bencana
	1 unit
	-

	Radio Komunikasi Antar Daerah
	2 unit
	-

	Pengukur Curah Hujan
	1 unit
	-

	Mobil Komunikasi
	1 unit
	-

	Petugas Radio
	6 orang
	-


  Sumber: BPBD Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.1.25. Perpustakaan
1) Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan
	Jumlah perpustakaan Provinsi Maluku pada tahun 2008 sebanyak 144 unit, meningkat menjadi 1.074 unit pada tahun 2012. Hal ini seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan minat baca serta kebutuhan data untuk referensi lainnya sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2008 sekitar 33% meningkat menjadi 95,23% pada tahun 2012 dengan jumlah koleksi buku pada tahun 2008 sebanyak 10,83% meningkat menjadi 43,25% pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.160.

Tabel 2.160. Jumlah Perpustakaan, Pengunjung & Koleksi Buku 
                      Perpustakaan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Perpustakaan
	441
	935
	963
	989
	1,074

	2
	Persentase Pengunjung Perpustakaan
	33%
	42.66%
	87.21%
	93.74%
	95.23%

	3
	Persentase Koleksi Buku
	10.83%
	21.48%
	41.35%
	42.06%
	43.25%


Sumber: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013
	
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Fokus layanan pilihan diarahkan pada urusan pertanian, kehutanan, energi, sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.3.2.1. Pertanian
1) Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Kenaikan produktivitas padi pada tahun 2008 sebesar 3,96 ton/Ha naik menjadi 4,52 ton/Ha pada tahun 2009 dan mengalami penurunan menjadi 4,13 ton/Ha pada tahun 2012. Produksi jagung pada tahun 2008-2009 sebesar 2,35 ton/Ha dan mengalami penurunan sampai tahun 2012 menjadi 3,38 ton/Ha. Produksi kedelai pada tahun 2008-2011 sebesar 1,21 ton/Ha dan mengalami peningkatan menjadi 1,23 ton/Ha pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.161.

Tabel 2.161. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal 
Lainnya Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Padi
	Ton/Ha
	3.96
	4.52
	4.36
	4.12
	4.13

	2
	Jagung
	Ton/Ha
	2.35
	2.35
	2.43
	2.89
	3.38

	3
	Kedelai
	Ton/Ha
	1.21
	1.21
	1.2
	1.2
	1.23


Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB
Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2008-2012 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 kontribusi sub sektor pertanian sebesar 7,84% menurun menjadi 6,31% pada tahun 2012. Kontribusi sub sektor perkebunan pada tahun 2008-2012 terhadap PDRB juga mengalami penurunan, demikian halnya dengan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun  2008-2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.162.



Tabel 2.162. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap 
                      PDRB Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Sub Sektor Pertanian
	%
	7.84
	7.42
	7.11
	6.63
	6.31

	2
	Sub Sektor Perkebunan
	%
	7.27
	7.06
	6.55
	6.15
	5.82

	3
	Sub Sektor Perternakan
	%
	1.09
	1.05
	1.01
	1.02
	1.01


    Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2013

3) Produksi Daging (Kg) dari Berbagai Komoditas Ternak di Provinsi Maluku
Jenis perternakan yang dikembangkan di Provinsi Maluku terdiri dari ternak besar yaitu sapi, kerbau, kuda dan ternak kecil yaitu kambing, domba, babi dan jenis unggas yaitu ayam buras, ayam petelur dan itik. Sebagaimana disajikan dalam tabel 2.163 berikut menunjukkan bahwa populasi ternak besar pada tahun 2008 mencapai 111.265 ekor meningkat menjadi 118.297 ekor pada tahun 2012.
Populasi ternak besar sapi sebanyak 74.654 ekor pada tahun 2008, meningkat menjadi 83.866 ekor pada tahun 2012. Ternak kerbau sebanyak 26.012 ekor pada tahun 2008 turun menjadi 20.150 ekor pada tahun 2012. Sementara itu, ternak kuda jumlahnya mencapai 10.599 ekor pada tahun 2008 meningkat mencapai 14.281 ekor pada tahun 2012.
Populasi ternak kecil pada tahun 2008 sebesar 481.742 ekor meningkat menjadi 574.728 ekor pada tahun 2012. Populasi ternak kecil terbanyak pada tahun 2012 adalah ternak babi sebanyak 286.470 ekor, diikuti oleh ternak kambing sebanyak 265.163 ekor, dan ternak domba sebanyak 23.095 ekor.
Sementara itu, populasi unggas pada tahun 2008 mencapai 2.969.734 ekor pada tahun 2008 meningkat menjadi 4.457.364 ekor pada tahun 2012. Populasi unggas pada tahun 2012 didominasi oleh ternak ayam buras sebanyak 3.847.354 ekor dan itik sebanyak 443.813 ekor.

Tabel 2.163. Populasi Ternak Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Jenis Komoditi
	Populasi (Ekor)

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Sapi
	74.654
	76.162
	83.943
	73.976
	83.866

	2
	Kerbau
	26.012
	27.565
	29.211
	17.576
	20.150

	3
	Kuda
	10.599
	11.541
	12.573
	13.109
	14.281

	4
	Kambing 
	173.138
	212.554
	228.814
	246.319
	265.163

	5
	Domba 
	154.302
	18.774
	20.116
	21.554
	23.095

	6
	Babi 
	154.302
	185.828
	214.668
	247.983
	286.470

	7
	Ayam Petelur
	20.524
	25.743
	27.440
	33.499
	35.707

	8
	Ayam Buras 
	2.526.012
	2.805.390
	3.115.667
	3.464.213
	3.847.354

	9
	Ayam Pedaging
	119.886
	127.787
	136.208
	145.684
	130.490

	10
	Itik
	303.312
	341.577
	163.926
	406.719
	443.813

	TOTAL
	3.562.741
	3.832.921
	4.032.566
	4.670.632
	5.150.389


Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2013

Meningkatnya populasi ternak telah mendorong pula perkembangan produksi daging di Provinsi Maluku sebagaimana disajikan dalam tabel 2.164.

Tabel 2.164. Produksi Daging (Kg) dari Berbagai Komoditas Ternak
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Sapi
	74.654
	76.162
	83.943
	73.976
	83.866

	2
	Kerbau
	26.012
	27.565
	29.211
	17.576
	20.15

	3
	Kambing
	10.599
	11.541
	12.573
	13.109
	14.281

	4
	Kuda
	173.138
	212.554
	228.814
	246.319
	265.163

	5
	Domba
	154.302
	18.774
	20.116
	21.554
	23.095

	6
	Babi
	154.302
	185.828
	214.668
	247.983
	286.47

	7
	Ayam Petelur
	20.524
	25.743
	27.440
	33.499
	35.707

	8
	Ayam Buras
	2.526.012
	2.805.390
	3.115.667
	3.464.213
	3.847.354

	9
	Ayam Ras Pedaging
	119.886
	127.787
	136.208
	145.684
	130.49

	10
	Itik
	303.312
	341.577
	163.926
	406.719
	443.813


Sumber: Dinas Pertanian  Provinsi Maluku Tahun 2013


4) Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Tanaman Kelapa Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
Luas areal dan produksi perkebunan rakyat tanaman kelapa yang terdapat di Provinsi Maluku meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 luas areal tanaman perkebunan rakyat tanaman kelapa adalah 91.014 Ha meningkat menjadi 112.164 Ha pada tahun 2012, sedangkan hasil produksi pada tahun 2008 mencapai 71.360 Ton meningkat menjadi 123.366 Ton pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.165.

Tabel 2.165. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Kelapa
Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas Areal 
	Ha
	91.914
	91.553
	91.494
	95.158
	112.164

	2
	Produksi
	Ton
	71.360
	71.234
	75.804
	76.651
	123.366


Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2013


5) Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Cengkeh Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
Luas areal perkebunan rakyat tanaman cengkeh seperti tercantum dalam tabel 2.166 mencapai 36.042 hektar dengan produksi 10.081 ton pada tahun 2008 kemudian meningkat menjadi 43.763 hektar dengan produksi 14.122 ton pada tahun 2012.



Tabel 2.166. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman   
Cengkeh Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas Areal 
	Ha
	36.042
	36.353
	36.809
	35.892
	43.763

	2
	Produksi
	Ton
	10.360
	10.659
	11.227
	11.338
	14.122


Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2013

6) Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Pala Provinsi Maluku Tahun        2008-2012
Luas areal perkebunan rakyat tanaman pala di Maluku seperti tercantum dalam tabel 2.167 berikut mencapai 10.687 Ha dengan produksi 3.297 ton pada tahun 2008 kemudian meningkat menjadi 31.205 Ha dengan produksi 4.307 ton pada tahun 2012. 

Tabel 2.167. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Pala
    Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas Areal 
	Ha
	10.687
	9.848
	13.729
	22.371
	31.205

	2
	Produksi
	Ton
	3.297
	2.098
	1.973
	2.588
	4.307


 Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2013

7) Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Provinsi Maluku
Badan Koordinasi Penyuluhan dalam bidang pertanian memiliki peran untuk menyediakan tenaga penyuluhan dan pendampingan terhadap kegiatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya serta penyediaan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan (BPP) dan desa (Posluhtan). sampai pada tahun 2012 jumlah BPP di Provinsi Maluku sebanyak 50 BPP.

Tabel 2.168. Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Menurut
                         Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Jumlah Kecamatan
	Jumlah BPP
	Kondisi Gedung

	
	
	
	
	Baik
	Buruk

	1
	Kota Ambon
	5
	2
	2
	-

	2
	Maluku Tengah
	14
	14
	11
	3

	3
	Buru
	5
	3
	1
	2

	4
	Buru Selatan
	5
	1
	-
	1

	5
	Seram Bagian Barat
	10
	10
	10
	-

	6
	Seram Bagian Timur
	6
	1
	-
	1

	7
	Maluku Tenggara
	5
	5
	5
	-

	8
	Maluku Tenggara Barat 
	9
	4
	4
	-

	9
	Maluku Barat Daya 
	8
	3
	1
	2

	10
	Kepulauan Aru
	7
	7
	7
	-

	11
	Kota Tual
	4
	-
	-
	-

	TOTAL
	78
	50
	41
	9


Sumber: Bakorluh Provinsi Maluku Tahun 2013

2.3.2.2. Kehutanan
1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Luas lahan kritis di Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTk RHL) DAS Waehapu Batu Merah Tahun 2009-2024 mencapai 1.431.935,48 Ha yang tersebar di 429 unit DAS atau sekitar 33% dari total kawasan hutan (4.390.640 Ha). Umumnya lahan kritis di Provinsi Maluku didominasi oleh tumbuhan kayu putih yang tersebar di pulau Buru, padang alang-alang yang tersebar di Pulau Seram dan savana yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Meluasnya lahan kritis di Provinsi Maluku umumnya disebabkan oleh faktor agroklimat dan faktor edafis. Rincian luas lahan kritis di Provinsi Maluku disajikan pada tabel 2.169.

Tabel 2.169. Luas Lahan Kritis Dan Sangat Kritis Di Provinsi Maluku Tahun 2012
	No
	Kabupaten / Kota
	Jumlah
Das
	Luas Das
(Ha)
	Luas Lahan Kritis dan Sangat Kritis
(Ha)
	(%)

	1.
	Kota Ambon
	3
	28.621
	8.784,00
	0,61

	2.
	Maluku Tengah
	60
	700.259
	258.472,00
	18,05

	3.
	Seram Bagian Barat
	46
	551.887
	165.567,97
	11,56

	4.
	Seram Bagian Timur
	50
	620.531
	199.531,00
	13,93

	5.
	Buru  (Termasuk Kab. Bursel) 
	45
	874.101
	364.137,00
	25,43

	6.
	Maluku Tenggara dan Kota Tual
	61
	127.827
	82.282,00
	5,75

	7.
	Maluku Tenggara Barat
	79
	908.759
	87.535,51
	6,11

	8.
	Kepulauan Aru 
	85
	690.556
	265.626,00
	18,55

	MALUKU
	429
	4.502.541
	1.431.935,48
	100,00


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Untuk memulihkan kembali lahan-lahan yang terdegradasi dan kritis maka Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi/Kab/Kota dengan berbagai program berupaya merehabilitasi hutan dan lahan dengan tujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan berupa Reboisasi, Penghijauan Lingkungan, Penanaman Mangrove, Hutan Rakyat (HR), Pembuatan Anakan Hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR), bangunan konservasi. Realisasi penanaman di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013 disajikan pada tabel 2.170.

Tabel 2.170. Realisasi Penanaman Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 
Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Tahun
	Jumlah

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	1
	Kota  Ambon
	615,00
	110,65
	756
	890
	922,00
	3.293,65

	2
	Maluku  Tengah
	312,00
	132,50
	1.666
	3.115
	2.493,58
	7.719,08

	3
	Buru
	1.425,00
	60,83
	4.355
	6.782
	6.085,06
	18.707,89

	4
	Buru Selatan
	-
	-
	150
	582
	3.065,12
	3.797,12

	5
	Maluku Tenggara
	11.150,00
	237,36
	423
	4.681
	4.042,35
	20.533,71

	6
	Maluku Tenggara Barat
	1.950,00
	62,83
	1.328
	4.936
	1.285,35
	9.562,18

	7
	Maluku Barat  Daya
	-
	104,00
	558
	1.888
	2.271,25
	4.821,25

	8
	Seram Bagian Barat
	1.450,00
	120,00
	618
	3.518
	2.082,74
	7.788,74

	9
	Seram Bagian Timur
	247,30
	-
	1.226
	2.371
	2.379,29
	6.223,59

	10
	Kepulauan Aru
	-
	1,00
	227
	1.043
	899,18
	2.170,18

	11
	Kota Tual
	-
	-
	293
	781
	327,00
	1.401,00

	MALUKU
	17.149,30
	829,17
	11.600
	30.587
	25.852,92
	86.018,39


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2013

Kemampuan merehabilitasi lahan kritis di Provinsi Maluku sebesar 18.000 ha/thn. Jika dibandingkan dengan luas lahan kritis di Provinsi Maluku, maka pemerintah daerah membutuhkan 80 tahun untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 1.431.935,48 ha. Dari realisasi penanaman pada tabel 2.171 terlihat bahwa persentase penanaman dari tahun 2008-2010 menurun 45%, hal ini disebabkan karena kecilnya intervensi anggaran baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan RHL, sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 70% dan tahun 2012 menjadi 44% hal ini disebabkan karena adanya kegiatan penanaman satu miliar pohon, penanaman swada oleh masyarakat, Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan kegiatan RHL.

3) Kerusakan Kawasan Hutan
Kerusakan hutan dan lahan memang terbukti telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi dan sedimentasi, hilangnya biodiversitas dan pendapatan negara dari kayu menurun drastis. Tingginya tekanan terhadap keberadaan hutan telah mendorong dilakukannya monitoring sumber daya hutan secara periodik oleh Kementerian Kehutanan.
Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan maka kerusakan hutan per tahun di Provinsi Maluku sebesar 908,8 Ha terdiri dari dalam kawasan hutan sebesar 224,2 Ha dan di luar kawasan hutan sebesar 684,6 Ha. Penyebab kerusakan hutan di dalam kawasan hutan disebabkan oleh perambahan hutan untuk pembangunan kebun oleh masyarakat dan penebangan liar/illegal logging. Kerusakan hutan di luar kawasan hutan berkaitan dengan pembangunan kebun dan ladang oleh masyarakat, pembangunan kebun sawit oleh badan usaha, pemukiman penduduk setempat dan transmigrasi. Umumnya deforestasi terjadi di sepanjang pesisir pulau karena akses yang mudah dan pemukiman penduduk yang berdekatan dengan hutan.

 Tabel 2.171. Kawasan Kerusakan Hutan Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	KERUSAKAN HUTAN
	LUAS KERUSAKAN (Ha)

	A
	DALAM KAWASAN HUTAN
	224,2

	1
	Hutan Konservasi
	-

	2
	Hutan Lindung
	4,8

	3
	Hutan Produksi Tetap
	16,8

	4
	Hutan Produksi Terbatas
	-

	5
	Hutan Produksi Konversi
	202,6

	B
	DI LUAR KAWASAN HUTAN
	684,6

	6
	Areal Penggunaan Lain (APL)
	684,6

	JUMLAH A+B
	908,8


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2013
4) Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor kehutanan bersumber dari hasil perhitungan pendapatan dari produk fisik seperti kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Komoditas yang dicakup meliputi kayu glodokan (baik yang berasal dari alam, hutan adat maupun hutan tanaman), rotan, damar, gaharu dan minyak kayu putih. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Maluku baru bersumber dari hasil hutan kayu. Kondisi PDRB sektor kehutanan dapat dilihat pada tabel 2.172.

Tabel 2.172. Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No.
	Bidang / Urusan
	Tahun (X Rp.1.000.000)

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1.
	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Kehutanan
	124.549,34
	137.487,81
	120.936,96
	148.127,86
	168.516,99

	2.
	Jumlah PDRB
	6.269.709,52
	7.069.092,74
	8.084.807,44
	9.599.089,82
	11.468.769,26

	3.
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)
	1,99
	1,94
	1,50
	1,54
	1,47

	
	
	
	
	
	
	


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kontribusi sektor kehutanan tahun 2009 naik sebesar 9,4% dari tahun 2008 sebesar Rp 124.549,34. Pada tahun 2010 menurun sebesar 3% disebabkan karena faktor cuaca/iklim yang mempengaruhi produksi kayu bulat. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 16% dan tahun 2012 menjadi 26%. Hal ini disebabkan karena adanya Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang aktif dan berproduksi.
Dari kajian perhitungan PDRB Hijau dengan nilai rata-rata per tahun (2008-2012) sebesar 9,7% maka dapat diperoleh gambaran apabila faktor lingkungan diperhitungkan dalam penyusunan PDRB maka kontribusi sektor kehutanan dalam PDRB Hijau menjadi lebih kecil, tetapi kontribusi riil sektor kehutanan pada pembangunan menjadi lebih besar antara 1,5-2 kali dari angka PDRB sektor kehutanan yang ada. Berdasarkan hasil kajian PDRB Hijau tersebut maka diharapkan kebijakan perencanaan nasional selayaknya berpihak dan mendukung program kehutanan, terutama bagi rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dengan mengalokasikan pendanaan yang lebih proporsional.



2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral
1) Pertambangan Tanpa Izin
Sampai saat ini, ijin pertambangan di Provinsi Maluku semakin diperketat dengan maksud untuk menghindari terjadinya penambang-penambang liar dan apabila masih ada yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi tegas. Jumlah luas penambangan yang ditertibkan pada tahun 2011 sebanyak 30 Ha naik menjadi 241 Ha pada tahun 2012. Selanjutnya perkembangan pertambangan tanpa ijin dapat dilihat pada tabel berikut:



       Tabel 2.173 Pertambangan Tanpa Ijin Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas penambangan liar yang tertibkan
	Ha
	-
	-
	-
	30
	241

	2
	Luas area penambangan liar
	Ha
	-
	-
	-
	-
	221

	Pertambangan Tanpa Ijin
	
	-
	-
	-
	-
	-


Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Maluku terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, yakni dari 0,74% pada tahun 2008 naik menjadi 0,76% pada tahun 2012. Walaupun sektor pertambangan bukan menjadi sektor unggulan namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan.










Sumber: Dinas ESDM Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.22. Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

2.3.2.4. Pariwisata
1) Kunjungan Pariwisata
Potensi pariwisata di Provinsi Maluku sangat beranekaragam jenisnya, sehingga pariwisata Maluku cukup memberi kontribusi terhadap pariwisata nasional. Mengenai jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Maluku menurut kewarganegaraan selama periode 2008-2012, mengalami peningkatan yang signifikan. 

Tabel 2.174. Kunjungan Wisatawan Yang Datang Ke Maluku 
                      Menurut Kewarganegaraan Tahun 2008-2012
	No
	Kewarganegaraan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	ASEAN
	36
	205
	443
	294
	411

	2
	Asia Lainnya
	380
	325
	1.063
	754
	845

	3
	Australia
	90
	924
	468
	451
	596

	4
	Amerika
	308
	504
	1.173
	484
	547

	5
	Eropa
	1.880
	2.405
	5.260
	4.083
	2.990


Sumber: Maluku Dalam Angka Tahun 2013
2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan 
1) Produksi Perikanan
Selama kurun waktu 2008-2012, produksi perikanan di Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah produksi ikan sebesar 421,865 ton dengan target daerah sebesar 341,188 ton naik menjadi 1,868,766 ton dengan target daerah sebesar 90,290 ton pada tahun 2012. Produksi perikanan didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dimana untuk produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi. 

Tabel 2.175. Produksi Perikanan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	a.
	Jumlah Produksi Ikan
	Ton
	421,865
	410,939
	789,437
	1,604,452
	1,868,766

	b.
	Target daerah
	Ton
	341,188
	358,577
	742,834
	1,293,955
	902,290

	 
	Produksi Perikanan
	
	
	
	
	
	

	c.
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
	Ton
	384,421
	360,024
	409,468
	788,490
	1,391,286

	d.
	Target daerah
	Ton
	300,000
	302,570
	305,870
	314,801
	329,314

	 
	Produksi Perikanan Tangkap
	
	
	
	
	
	

	e.
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
	Ton
	37,443
	50,915
	379,969
	815,962
	477,480

	f.
	Target daerah Produksi Perikanan
	Ton
	41,188
	56,007
	436,964
	979,154
	572,976

	 
	Budidaya
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku 2013

2) Komoditi Unggulan
Komoditi unggulan udang, dan rumput laut merupakan komoditi yang dominan pada produksi perikanan Provinsi Maluku. Tahun 2008 capaian produksi udang sejumlah 2,996.2 ton meningkat menjadi 8,019.4 ton pada tahun 2012. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.176.

Tabel 2.176. Komoditi Unggulan di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	I
	UDANG
	 
	
	
	
	
	

	a. 
	Jumlah Produksi Udang
	Ton
	2,996.2
	2,610.0
	7,137.1
	4,795.4
	8,019.4

	b.
	Target Daerah 
	Ton
	
	
	
	
	

	II
	BANDENG
	 
	
	
	
	
	

	a. 
	Jumah Produksi Bandeng
	Ton
	5.3
	6.4
	3.2
	0.3
	1.4

	b.
	Target Daerah 
	Ton
	6
	10
	24
	52
	66

	III
	RUMPUT LAUT
	 
	
	
	
	
	

	a. 
	Jumlah Produksi R.Laut
	Ton
	36,281.46
	47,782.60
	378,656.70
	813,820.30
	474,166.75

	b.
	Target Daerah 
	Ton
	 
	141,100
	264,505
	360,783
	464,981


Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku 2013

3) Konsumsi Ikan
Konsumsi ikan di Provinsi Maluku pada tahun 2012 sebesar 97,75% dimana jumlah konsumsi ikan yang dicapai sebesar 52.4 Kg sementara target daerah sebesar 53.4 Kg ini berarti jumlah konsumsi ikan pada Provinsi Maluku masih dibawah target daerah.

Tabel 2.177. Konsumsi Ikan Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Komsumsi ikan
	Kg
	52.1
	52.2
	52.3
	52.4
	52.2

	2
	Target daerah
	Kg
	53.4
	53.4
	53.4
	53.4
	53.4

	3
	Konsumsi Ikan
	%
	97.56
	97.75
	97.94
	98.12
	97.75


Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku, 2013

4) Cakupan Binaan Kelompok Nelayan
Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan di Provinsi Maluku mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 103.613 kelompok meningkat menjadi 124.656 kelompok pada tahun 2012.

Tabel 2.178. Jumlah Kelompok Nelayan di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	a.
	Jumlah kelompok Nelayan
	Kelompok
	103,613
	109,226
	113,205
	118,818
	124,656


Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Maluku, 2013

2.3.2.6. Perdagangan
1) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan kondisi ekonomi satu daerah pada kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Tahun 2012 komponen impor sebesar 39,17% dan komponen ekspor sebesar 23,27% hal ini menandakan bahwa komponen impor lebih besar daripada komponen ekspor, dengan demikian terjadi defisit. Hal ini perlu diwaspadai dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.







         Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Maluku, 2013

Gambar 2.23. Grafik Presentase Kontribusi Sektor Perdagangan Dari     
   Ekspor/Impor Provinsi Maluku Tahun 2008-2012


2) Ekspor Bersih Perdagangan
Nilai ekspor non migas Maluku pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 132,67 juta, pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar US$ 86,28 juta dimana nilai ekspor Maluku hanya mencapai US$ 46,39 juta. Pada tahun 2010-2012 ekspor non migas meningkat mencapai US$ 126,55 juta pada tahun 2012. 

Tabel 2.179. Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
(US$ Juta)
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Ekspor Migas 
	-
	55.86
	94.84
	94.20
	123.54

	2
	Ekspor Non Migas 
	132.67
	46.39
	73.69
	103.28
	126.55

	Total Ekspor
	132.67
	102.25
	168.53
	183.47
	226.83


Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Maluku, 2013


2.4. Aspek Daya Saing daerah
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah
2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1) Produktivitas Total Daerah
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada pada Provinsi Maluku, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk ltu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Provinsi Maluku. Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Produktivitas masing-masing sektor dapat digambarkan pada tabel 2.180.

Tabel 2.180. Produktivitas Per Sektor Di Provinsi Maluku Tahun 2008 - 2012
	(Juta Rupiah)
	No
	Sektor
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%

	I.
	Pertanian
	2.153.759
	34,35
	2.335.409
	33,04
	2.565.458
	31,73
	2.860.214
	29,80
	3.283.087
	28,63

	II.

	Pertambangandan Penggalian
	47.179
	0,75
	52.380
	0,74
	59.195
	0,73
	74.453
	0,78
	87.552
	0,76

	III.
	Industri Pengolahan
	295.340
	4,71
	336.623
	4,76
	363.924
	4,50
	425.276
	4,43
	519.579
	4,53

	IV.
	Listrik dan Air Minum
	46.158
	0,74
	39.936
	0,56
	47.802
	0,59
	52.118
	0,54
	57.618
	0,50

	V.
	Bangunan 
	82.914
	1,32
	94.133
	1,33
	152.712
	1,89
	187.013
	1,95
	222.150
	1,94

	VI.
	Perdagangan Hotel & Restoran
	
1.721.044
	
27,45
	
2.015.568
	
28,51
	
2.338.869
	
28,93
	
2.713.768
	
28,27
	
3.292.493
	
28,71

	VII.
	Pengengkutan& Komunikasi
	573.451
	9,15
	639.910
	9,05
	754.692
	9,33
	980.662
	10,22
	1.147.881
	10,01

	VIII.
	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	304.723
	4,86
	333.741
	4,72
	361.992
	4,48
	404.925
	4,22
	458.506
	4,00

	IX.
	Jasa – Jasa
	1.045.141
	16,67
	1.221.394
	17,28
	1.440.166
	17,81
	1.900.702
	19,80
	2.399.902
	20,93

	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
	
6.269.710
	
100
	
7.069.093
	
100
	
8.084.807
	
100
	
9.599.090
	
100
	
11.468.769
	
100


Sumber : Maluku Dalam Angka 2013

2) Nilai Tukar Petani
Nilai tukar petani (NTP) diukur dari besarnya indeks yang diterima petani dengan jumlah indeks yang diterima petani. Berdasarkan tabel dibawah ini, terlihat bahwa Nilai Tukar Petani di Provinsi Maluku mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 110.28 menjadi 105.70 pada tahun 2012.

Tabel 2.181. Nilai Tukar Petani Di Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Indeks yang diterima petani (It)
	 127.54
	 127.78
	 122.32
	141.92 
	149.98 

	2
	Indeks yang dibayar petani (Ib)
	 115.65
	 122.76
	 131.64
	 135.64
	 141.89

	3
	Nilai Tukar Petani (NTP)
	 110.28
	 104.10
	 103.01
	 104.80
	 105.70


     Sumber :Dinas Pertanian Provinsi Maluku Tahun 2013


2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.4.2.1. Perhubungan
1) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2008 sebesar 347.187,85 dan pada tahun 2012 menjadi 268.551,28. Pada tahun 2008-2012 panjang jalan Nasional 985.460 tidak mengalami pertambahan, begitu juga jalan Provinsi 899.770 tidak mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kendaraan pada tahun 2008 sebanyak 347.187,85 mengalami penurunan pada tahun 2012 sebanyak 268.551,28 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.182.

Tabel 2.182. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 
 Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Panjang Jalan 

	 
	a.Nasional
	985.460
	985.460
	985.460
	985.460
	985.460

	 
	b.Provinsi
	899.770
	899.770
	899.770
	899.770
	899.770

	2
	Jumlah Kendaraan
	543
	543
	556
	570
	702

	3
	Rasio
	347.187,85
	347.187,85
	339.070,14
	330.742,11
	268.551,28


Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2013

Rasio panjang jalan di Provinsi Maluku berdasarkan kabupaten/kota bervariasi, Kabupaten Maluku Tengah memiliki ruas jalan terpanjang yaitu 669,87 dengan rasio 149,86. Kabupaten yang memiliki ruas jalan terpendek adalah Kabupaten Kepulauan Aru dengan panjang jalan 58,30 atau dengan rasio nol. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.183.

Tabel 2.183. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota 
			        Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Panjang Jalan
	Jumlah kendaraan 
	Rasio

	1
	Kota Ambon
	127,35
	1325
	9,61

	2
	Kota Tual
	21,61
	369
	5,86

	3
	Kab.Maluku Tengah
	669,87
	447
	149,86

	4
	Kab.Seram Bagian Timur
	155,17
	124
	125,14

	5
	Kab.Seram Bagian Barat
	426,96
	265
	161,12

	6
	Kab.Maluku Tenggara
	183,81
	441
	41,68

	7
	Kab.Maluku Tenggara Barat
	195,40
	260
	75,15

	8
	Kab.Buru
	123,73
	233
	53,10

	9
	Kab.Buru Selatan
	96,85
	33
	293,48

	10
	Kab.Maluku Barat Daya
	125,00
	412
	30,34

	11
	Kab.Kepulauan Aru
	58,30
	0
	0

	Jumlah
	2.184,05
	3.909,00
	945,34


 Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun 2013


2.4.2.2. Penataan Ruang
1) Ketaatan Terhadap RTRW
Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah diukur dari realisasi RTRW per rencana peruntukkan pada setiap kawasan yang direncanakan. Di Provinsi Maluku 11 Kabupaten/Kota telah memiliki Perda RTRW dari tahun 2011-2012. RTRW Provinsi Maluku telah ditetapkan dengan perda 05 Tahun 2009 yang direvisi menjadi Perda Nomor 16 Tahun 2013 untuk jangka waktu 2013-2033. Pada tahun 2013 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku menyusun RDTR pada kawasan strategis yang di prioritaskan. Hasil penyusunan RDTR ini akan dijadikan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif serta Panishmen Reward.

2) Luas Wilayah Produktif
Persentase luas wilayah produktif terhadap seluruh wilayah budidaya sebesar 0,01 pada tahun 2008 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,05. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.184.

Tabel 2.184. Persentase Luas Wilayah Produktif Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas Wilayah produktif
	1.302,40
	3.018,75
	10.799,47
	67.112,30
	17.694,85

	2
	Luas Seluruh Wil. Budidaya
	150.074,79
	194.796,73
	133.175,87
	207.104,23
	354.082,45

	3
	Rasio (1./2.)
	0,01
	0,02
	0,08
	0,32
	0,05


Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013
Ket : Sumber data DDA Provinsi Maluku 2013 (tidak semua luas wilayah produkrif dapat diisi karena perbedaan satuan metric yang perlu dikonversi)

3) Luas Wilayah Banjir
Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki peluang untuk turunnya hujan cukup tinggi, hal ini berdampak terhadap luas wilayah banjir di Maluku, terutama di Pulau Buru, Pulau Seram dan Pulau Ambon, PP Lease (GP I - GP VII). Pada Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Lemola dan Pulau-Pulau Terselatan serta Wetar              (GP VIII – GP XII) kawasan ini masuk dalam kategori kawasan yang bercurah hujan sedang sampai rendah sehingga jarang terjadi banjir.

4) Luas Wilayah Perkotaan
Persentase luas wilayah perkotaan dari tahun 2008 - 2012 tidak mengalami perubahan. Luas wilayah budidaya pada tahun 2008 sebesar 19,43% dari luas kawasan hutan provinsi Maluku. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.185. Persentase Luas Wilayah Perkotaan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Bidang/Urusan
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Luas Wilayah perkotaan
	2.916.608,90
	2.916.609,90
	2.916.609,90
	2.916.609,90
	2.916.609,90

	2
	Luas Seluruh Wilayah Budidaya
	150.074,79
	194.796,73
	133.175,87
	207.104,23
	354.082,45

	3
	Rasio
	19,43
	14,97
	21,90
	14,08
	8,24


Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013
Ket : Sumber data DDA Provinsi Maluku 2013 (tidak semua luas wilayah produktif dapat diisi karena perbedaan satuan metrik yang perlu dikonversi)

Berdasarkan persentase luas wilayah perkotaan, Kota Ambon memiliki luas wilayah perkotaan terluas 21.677,98 Km2 dengan tingkat rasio 11,26, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Tual dengan luas wilayah perkotaan 88,07 Km2 dengan tingkat rasio 0,05. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.186.

Tabel 2.186. Persentase Luas Wilayah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Kabupaten/Kota
	Luas Wilayah Perkotaan (Km2)
	Luas Seluruh Wilayah Budidaya
	Rasio

	1
	Kota Ambon
	21.677,98
	1.924,55
	11,26

	2
	Kota Tual
	88,07
	1.612,28
	0,05

	3
	Kab.Maluku Tengah
	2.388,79
	11.362,27
	0,21

	4
	Kab.Seram Bagian Timur
	107,75
	3.612,00
	0,03

	5
	Kab.Seram Bagian Barat
	95,58
	249.124,65
	0,00

	6
	Kab.Maluku Tenggara
	254,45
	52.019,00
	0,00

	7
	Kab.Maluku Tenggara Barat
	3.199,88
	13.454,52
	0,24

	8
	Kab.Buru
	988,50
	29.516,24
	0,03

	9
	Kab.Buru Selatan
	121,40
	4.449,00
	0,03

	10
	Kab.Maluku Barat Daya
	133,80
	11.740,88
	0,01

	11
	Kab. Kepulauan Aru
	109,89
	75.155,76
	0,00


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013


2.4.2.3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1) Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Jenis dan jumlah bank di Provinsi Maluku pada tahun 2012 sebanyak 138 unit. Jumlah bank terbanyak terdapat di Kota Ambon, di tahun 2012 terdapat 21 bank pemerintah, 8 bank pembangunan daerah dan 16 bank swasta. di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat masing-masing 2 bank pemerintah. Untuk selanjutnya jumlah bank dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.187. Jumlah Bank di Maluku Menurut Kabupaten/Kota 
       Di Provinsi Maluku Tahun 2012

	Kabupaten/Kota
	
	Bank Umum
	Bank Syariah
	B P R
	Jumlah

	
	BI
	Bank Pemerintah
	Bank Pembangunan Daerah
	Bank Swasta
	
	
	

	Maluku Tenggara Barat
	-
	4
	4
	1
	-
	1
	10

	Maluku Barat Daya
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	3

	Maluku Tenggara
	-
	10
	5
	2
	-
	3
	20

	Maluku Tengah
	-
	11
	6
	5
	-
	1
	23

	Buru 
	-
	6
	5
	1
	-
	1
	13

	Buru Selatan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	KepulauanAru
	-
	3
	2
	1
	-
	-
	6

	SeramBagian Barat
	-
	4
	1
	2
	-
	1
	8

	SeramBagianTimur
	-
	2
	3
	-
	-
	-
	5

	A m b o n
	1
	21
	8
	16
	2
	2
	50

	T u a l
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Jumlah
	1
	63
	35
	28
	2
	9
	138


 Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2013

2) Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Jumlah hotel di Provinsi Maluku pada tahun 2008 sebanyak 171, meningkat menjadi 245 hotel pada tahun 2012 dengan jumlah tempat tidur sebanyak 5.189 unit. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188. Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur
        Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Hotel
	171
	189
	221
	240
	245

	2
	Jumlah Kamar
	1,988
	2,114
	3,440
	3,622
	3,983

	3
	Jumlah Tempat Tidur
	2,345
	2,613
	4,373
	4,547
	5,189


Sumber : Maluku Dalam Angka Tahun 2013



2.4.2.4. Lingkungan Hidup
1) Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2008 sebanyak 50,14%, sumber air bersih yang banyak dimanfaatkan berasal dari mata air terlindungi yaitu sebesar 57.604 orang. sampai pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih meningkat menjadi 60,58%.

Tabel 2.189. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air 
Bersih Di Provinsi Maluku Tahun 2008 - 2012
	No
	Sumber Air Bersih
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Leding (Perpipaan)
	38.625
	40.114
	42.722
	45.946
	49.838

	2
	Sumur Terlindungi
	897
	1.027
	1.196
	1.495
	1.869

	3
	Sumur Tidak Terlindungi
	13.499
	15.299
	17.999
	20.699
	23.804

	4
	Mata Air Terlindungi
	57.604
	58.775
	62.339
	77.924
	88.709

	5
	Mata Air Tidak Terlindungi
	9.425
	10.682
	12.567
	14.452
	16.620

	6
	Sungai /Danau/Waduk
	6.122
	6.939
	8.163
	8.979
	9.877

	7
	Pompa air
	11.068
	13.403
	14.357
	16.511
	18.987

	8
	Air Hujan
	5.663
	6.418
	7.550
	8.305
	9.136

	9
	Air Kemasan
	8.450
	9.463
	11.133
	11.353
	12.489

	10
	Lainnya
	20
	23
	27
	30
	33

	11
	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih
	151.374
	162.142
	178.053
	205.693
	231.360

	12
	Jumlah Rumah Tangga
	301.793
	305.309
	306.701
	315.193
	315.909

	13
	Presentase Rumah Tangga yang menggunakan Air bersih
	50,14%
	52,34%
	55,64%
	54,74%
	60,58%


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Tahun 2013
Catatan : data persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih menyesuaikan 
  dengan data MDG’

2.4.2.5. Komunikasi dan Informatika
1) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Selama periode 2008-2012, ketersediaan daya listrik di Provinsi Maluku masih mencukupi. Rasio elektrifikasi PLN di Provinsi Maluku mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada Tabel 2.189. Rasio elektrifikasi sebesar 59,89% pada tahun 2008 meningkat menjadi 61,46% di tahun 2009, kemudian menurun menjadi 58,56% pada tahun 2010 dan kembali meningkat menjadi 64,46% di tahun 2012.

Tabel 2.190. Rasio Elektrifikasi PLN Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Rasio Elektrifikasi PLN
	59.89%
	61.46%
	58.56%
	63.45%
	64.46%


Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2013

2) Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Listrik 
Tabel 2.191 di bawah ini menggambarkan peningkatan jumlah rumah tangga pengguna listrik, sebesar 153.395 Mwh di tahun 2008 menjadi 246.741 Mwh di  tahun 2012.

Tabel 2.191. Rumah Tangga Pengguna Listrik
Di Provinsi Maluku Tahun 2008 – 2012
	Bidang/Urusan
	Tahun 
 

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Rumah Tangga Pengguna Listrik
	153.395 Mwh
	 164.235 Mwh
	185.595 Mwh
	 213.156 Mwh
	246.741 Mwh


Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Tahun 2013

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
2.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1) Angka Kriminalitas
Jumlah kriminalitas di Provinsi Maluku dari tahun 2008-2012 terbanyak di tahun 2010 yaitu sebanyak 1.458 kasus yang dilaporkan dan penyelesaian kasus sebanyak 593. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.192 sebagai berikut :

Tabel 2.192. Angka Kriminalitas Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Jenis Kriminal
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai
	Lapor
	Selesai

	1.
	Narkoba
	12
	-
	18
	7
	8
	4
	1
	-
	7
	-

	2.
	Pembunuhan
	9
	3
	20
	6
	17
	9
	11
	12
	21
	7

	3.
	Seksual
	72
	38
	56
	18
	81
	25
	46
	10
	50
	9

	4.
	Penganiayaan
	528
	249
	676
	367
	767
	361
	544
	175
	585
	187

	5.
	Pencurian
	183
	72
	271
	118
	391
	129
	498
	76
	361
	87

	6.
	Penipuan
	141
	34
	105
	38
	193
	65
	114
	13
	122
	28

	7.
	Pemalsuan Uang
	6
	2
	-
	-
	1
	0
	1
	-
	1
	-

	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
	951
	389
	1146
	554
	1458
	593
	1214
	286
	1152
	318


Sumber : Data GKL Biro Ops Polda Provinsi Maluku Tahun 2014

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
2.4.4.1. Ketenagakerjaan
1) Tabel Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau atau negara yang sedang berkembang. dependency rasio merupakan indikator demografi yang penting semakin tinggi persentase dependency rasio menunjukan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak berproduktif lagi. sedangkan persentase dependency yang semakin rendah menunjukan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif yang tidak produktif lagi. rasio ketergantungan penduduk provinsi maluku sesuai kelompok umum usia produktif 15-64 tahun dan kelompok usia tidak produktif dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun  dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.193. Rasio Ketergantungan Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun
	-
	-
	534.600
	540.900
	546.700

	2
	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun
	-
	-
	62.000
	63.100
	64.200

	3
	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)
	-
	-
	596.600
	604.000
	610.900

	4
	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun
	-
	-
	945.300
	966.700
	988.600

	 
	Rasio  Ketergantungan
	-
	-
	53,46
	54,09
	54,67


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 2013

Tabel 2.193 menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Maluku mengalami peningkatan. Tahun 2010 sebesar 53,46% dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 54,67%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan antara penduduk usia tidak produktif (<15 tahun dan >64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Maluku mengalami peningkatan setiap Tahun. 
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Provinsi Maluku	2008	2009	2010	2011	2012	56.28	56.82	75.940000000000026	67.760000000000005	68.540000000000006	Nasional	2008	2009	2010	2011	2012	62.27	63.52	68.149999999999991	67.8	68.5	


PAUD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	27.21	28.17	29.459999999999987	30.12	32.340000000000003	47.690000000000012	SD 	2008	2009	2010	2011	2012	2013	114.69	114.53	114.75	114.79	114.76	113.24000000000002	SMP	2008	2009	2010	2011	2012	2013	88.64	94.53	97.31	97.75	97.86	98.28	SMA/SMK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	83.77	89.86999999999999	91.28	92.76	93.51	93.77	


SD	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	21.100999999999999	21.6	3.5109999999999997	30.981999999999989	SMP	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	16.834000000000035	16.859000000000005	5.8339999999999996	30.247	SMA	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	11.128	11.185	12.692	19.024999999999999	


SD	2008	2009	2010	2011	2012	2013	24	24	18	15	14	14	SMP	2008	2009	2010	2011	2012	2013	14	13	13	13	13	14	


SMA/SMK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	0.24000000000000021	0.25	0.25	0.25	0.27	0.30000000000000032	


SMA/SMK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	22	17	16	16	15	16	


SMA/SMK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	33	33	32	31	31	33	


Lulusan SD (%)	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	30281	30871	4391	31862	Lulusan SMP (%)	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	22559	22747	6369	30786	Lulusan SMA (%)	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	17284	17363	20000	26343	


Kondisi Baik	2008	2009	2010	2011	2012	283.66000000000008	295.51	359.47999999999894	322.10000000000002	365.67	Kondisi Sedang	2008	2009	2010	2011	2012	223.97	109.55	118.91000000000012	123.94000000000032	132.66	Kondisi Rusak	2008	2009	2010	2011	2012	51.71	103.22	285.74	335.89	298.52999999999969	Kondisi Rusak Berat	2008	2009	2010	2011	2012	340.42999999999893	391.48999999999899	135.63999999999999	515.47	500.54	


Jumlah pelabuhan laut	2008	2009	2010	2011	2012	34	34	34	34	46	Jumlah pelabuhan udara	2008	2009	2010	2011	2012	11	11	11	11	17	Jumlah terminal bis	2008	2009	2010	2011	2012	6	6	6	6	11	


Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan,Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi	
2008	2009	2010	2011	2012	32	32	33	33	34	
Bekerja	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	37426	47327	77478	101646	72326	77415	63628	54039	36736	42341	Mencari Pekerjaan	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60+	10583	17723	9548	4971	2548	1850	1145	507	335	381	


klub olahraga	2008	2009	2010	2011	2012	35	35	48	55	60	gedung/lap. Olahraga	2008	2009	2010	2011	2012	80	87	93	109	128	


Jumlah Linmas	
MTB	Malra	Malteng	Buru	Kep. Aru	SBB	SBT	MBD	Bursel	Ambon	Tual	326	540	1328	518	412	722	562	340	272	1288	260	
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	2008	2009	2010	2011	2012	0.74000000000000365	0.73000000000000065	0.73000000000000065	0.73000000000000065	0.7600000000000241	


Ekspor	2008	2009	2010	2011	2012	29.59	27.37	27.58	25.610000000000031	23.27	Impor	2008	2009	2010	2011	2012	39.050000000000004	38.370000000000005	38.480000000000004	37.660000000000011	39.17	
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